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gara menganut system pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan UUD atau konstitusi,yang
inya: indonesia memiliki falsafali negara-yaitu Pancasiia-dan UUD NRI tahun-1945 ‘sebagai‘landasan
itusionalnyayang selanjutnya disebut UUDN-RI 1945 0Oleh Karena litulah Indehesia menganut systerm
rintahan-demokrasi,yang dinamgkan, demokrasi Pancasila.Negara Indoresia merupakan; Negara
memperoleh julukan sebagai

uotes detected: 1,66% in quotes: id: 2

|

ara Kesatuan-yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri.sebenarnya rnengandung dua
jertian utarna, yaitu, Desentraiisasi merupakan peimbentukan-daerah 'otonorm dan penyerehan-wewenang
tukepadanya oleh pemerintah pusat, Desentralisasi dapat pula berartiipenyerahan wewenang tertentu
da daerah.otonom vang telah dibentuk oleh pemerintah pusat, Sistem sentralisasi-yang pernah di

bkan, di mana semua urusan negara menjadi urusan pusat, pusat memegang semua kendali atas semua
ahtatau-daerah di Indcnesia;dan-dacrah-harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemeriritah
t.Penerapan atohomi daesrah dalam-AJUDN Rl 1945 tersebut jelas! tercantum dalam: pasal 18 yang lertulis
gai berikut

ara Kesatuan Repupolik indonesia dibagi-atas daerah-daeran-propinsi dan daeran propinsi itu dibagi atas
patendankota, vang.tiap-tiap propinsi; kabupaten; dankota itu/ mempuanyai pemerintatian-dasgrah, yang
rdengan ULU.Pemerintahan dacrah propinsi,-daerah kabupaten. den kota mengatur,dan. mengurus: sendiri
Bn pemerintahan menurut asas otonomi.-dan tugas.oembantuan.Pemerintahan daerah propinsi, daerah
paten,-aari kota memiliki Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yarng anggota-anggotanya dipilih relaiui

likan umum.Gubernur, Bupati, dan/Waliketa masing-masing sebagai Kepalta Pemda Propinsi Kabupzaten
‘ota dipilih secara demokratis, Pemda

alankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan-yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
erintan-Pusat.Pemerintanan caerah-berhak/ menelapkan Perda dan peraturan-peraturan lain/untuk
(sanakan otonomirdan-tuaas pembantuan.Susunan den tata care penyelenggaraan pemerintahan 'daerah
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dalarn JUdJ."

pasal 18'(1)-dimaksudkan adalan wilayan Indonesia‘itu dibagi manjadi-daeran-daerah propinsi dan
lpropinsilitu dibagl menjadicyang: lebin kecil tagi tetapl tetap menjadi 'satu negara yaltu'negara kesatuan.
an-daerah ini bersifat.otonom-ataw bersifat adminisirasi saja..Daerah yang bersifat otenom tersebut
sudkan adalan daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah yang bersifat
istresi-yaitu daeran yang-tidak bolen berdiri sendiri:Pada era globalisasi-semakin menampakkan

tingan ketika pintu otonomi melaiui UL Pemerintahaan Daeran yang kini sermakin ferbuka-iebar. Pada
Ban.-ini semua. sector. pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu.system tata keiola
rintahan yang-baik atau yang dikenal dengan istilah good governance. Untuk menjamin suksesnya
sanaan Konsep olonomi daerah tersebui;sekali lagi-diperiukan/keritmen yang-kuatl dan 'kepimimpinan
kansisten dari pérnerintah pusat. Berangkat dari urusan pemerintahan, nembagian’urusan pemerintahan
rut pasal 10 UU

lagiarism detected: 0,05% hitps://id.123dok.com/document/zxve.., + 10 more resources! id: 3
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3. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pi-menjadi 3 bagian vaitu :
uotes detected: 1,91% in quotes; id: 4

an Pemerintahian Absoiut yaitu’urusan peinerintahan yang seluruhnya 'menjadi kewenangan pusat yang
butizPolitik LLuar Negerd;

Ananan;

anan;
Si;
terdan-Fiskal /Nasional; dan

2.

an Pemerintahian Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah
insi-dan-Daeran Kabupaten/Kota,-urusan-yang diserahkah kepada-daerah merjadi-dasar pelaksanaan
omi-daerah yang terbagiatas urusan pemerintahan waijib dan, urusan pemerintahan pilihan: Urusan-wajib
ah, segala.bentuk urusan pemerintahan vang wajib-dilaksanakan oleh pemerintahan yang terkait dengan
yahan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan urusan pusat. Sedangkan urusan pemerintahan yang
) beikzitan dengan pelayanan dasar meliputi-:Pendiaikan

bhatan;

eriaan umum dan penataan.ruang;

mahan rakyat.dan kawasan-permukiivian;
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an Pemerintahan Umum.yaitu urusan nemerintahan yang-menjadi kewenangan.Presiden sebagai Kepala
erintahan yang meliputi

oinaah wawasan-kebangsaan-dan ketahanan nasionai'dalam rangka memantapkanpengamaian

asita, pelaksanaan ULUD-NRE Tahun 1945, pelestarian Bhinheka Tungga! tka'serta pemertahanan dan

REPOSITORY.UB.AC.ID |

Ex
Q)
-
Q
Q
5
=
D
C
—
C
-y
Q
-}
Z
[0)
(e}
Q
=
QD
A
(]
»n
W]
g
)
-}
Py
(0]
o
C
=3
=
=1
Q
o]
-}
D
@,
S
)
D
3
=3
=)
QO
QD
-}
e
(0]
=
wn
Q)
ot
)
-
o
()
-]
=
D
(V2]
QO
(=g
—
(V]
-}
o
[V
>
Q
(2]
Q

naan kerukunan.antarsukul dan intrasuku; umat beragama, ras, dan golongan-lainnya'guna mewujudkan
l'tas kemanan lokal; regienzl,.dannasional;P

ganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perUUan;K

nasi‘pelaksanaar tugas antaiinistansi pemierintahan-yang ada di wilayalr Daeran propinsi.dan“Daerah
paten/keta untuk menyelesaikanpermasalahan yang timbuldengan memperhatikan prinsig demokiasi,
Bsasi- manusia, pemerataan; keadilan, keistimewaan dan kekhususan; potensi serta keanekaragaman
ah sesuai dengan ketentuan peraturan perdUan;P

bmbangan kehidupan demokrasi berdasarkan‘Pancasila; danP

52naan seimua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan-Daerah dan tidzk dilaksanakan
Instansi vertical"

ara normatif a

ang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan adalah-asas deseniraiisasi, asas aekonsentrasi
sas fugas pembantuarn:lLahirnya Uu

lagiarisns detected 0,08 Y:https: /fid 423 0ek,com/decument/zxve.. |+ 0/maare rescurces! i
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P35 {ahun-2014 (entang Pemerintenhan Dacgran

akan petunjul( tenteng eksistensi: Pemda dalam rriermbangunidaerahnya rmasing-masing serts
intakan. pelayanan -partisipasi
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; lagiarism. detected:.0,09%. http://www.saplaw.top/pelaksanaan:p... id: 6
;
f yarakat, prakarsa dan pemberdavaan.masyarakat vang pada-akhirnya. bertujuan. pada. peningkatan
jahteraan
< arakat daerah-dan disesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing.
il 20iarisnT detected: 0,1% http://www.saplaw.top/pelaksanaan-p... id: 7
W i jan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah
é Sl 5 Dalam UU tentang Pemda tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk
2 ; angun'dacrahnya demitercapainya pemberdayaan-masyarakat.Pembangunan-daerahadalah selurun
L; < angunan yang dilaksanakan di:daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat; dilaksanakan secara
5 o u, dengan. mengembangkan swadaya gotong royeng serta partisipasi masyarakat-secara
=1 » = I Daiam nubungan ini pembangunan daerah-diarahkan untuk memanfaatkarn secara maksimal potensi
er.dayaalam dan'mengembangkansumber daya manusia dehgan meningkatkan kualitas hidiip,
ampilan,-prakarsadengan bimbingan, dan-bantuan-dari. pemerintah) Namun.bagaimanapun-juga
angunan pasti akan berdampak
lagiarism detected: 0,04% http://iknwanbukhari.blogspot.co.id... id: 8
itu dampak positif. maupun dampak
15 ive.Perkembangan pembangunan dalam segala sektor saat ini‘'yang terjadi di kota adalah bertujuan demi
5; tanya kesejanteraan warga kota Malang: Namun tanpa disadari pembangunan inirnenimbulkan
|2 5satehanr: gubiik, mulai dari berkurangnyasuang terbuka hijeu; iperucahan centuk tataruang keta, hingga
o .
{g inya
}§ lagiarism detected: 0,15% hitp://administrasipublik.studentjo... id: 9
o

acetan lalu lintas. Penyebab. utama kemacetan lalu-lintas di Kota Malang.adalah kapasitas jalan raya tidak
bang dengan peningkatan jumiah

Hraan dan banyaknya bangunan yang muncui dimana-mana. Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan
senantiasa direncanakan-dengan matang tentang rnanfaat dan' dampalknya yang ditirmbulkan.Sesuai

an bunyi-pasal 99 ayat (1)-UU Nc.

lagiarism detected:0,05%-http://hukum,studentjournal-ub.a¢i, - + 4 mare resources! id:; 10
ahun-2009tentang Lalu:lintas,dan

ta jelan.serta.pasal 47-PP No..32; Tahun 2011 disebutkan.bahwa

uotes detected: 0,21% in quotes: id: 11
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B rencana pembangunan. pusat kegiatan, pemukiman.dan infrastruktur yang akan-menimbulkan
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aimana-disebutkan diatas' bahwa

[a]
|5 . , .
"% lagiarisny détegtear 0,07% http//hukdm.stddentjournalub:aciiill.\+ 2more'résources! id:' 12
=]
b= . . f
|Z sis-Dampak Lalu-Lintas atau yang selan,uinya disebut'Andalalin adalan
|0
}g uotes detected: 0,2% in quotes: id: 13
g . 1 . : , gl ) ‘
1= li atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan, kegiatan dan/atau usaha
itu-yang-hasilnya-dibuat dalam bentuk'dokumen Andalalin'atau’perencanaan pengaturan ialudintas.”
< ur
<! tentang amdalalin, kote-Malang sat ini telah diatur dalam Perda
< lagiarism: detected:-0,08%: http://hukum;stydentjournal-ubae - + R moresesolirees! id: 14
V) ==
f_f ~eg Malang-No: 7 tahuin 2018 tentang Analisis Bampak Lalu tintas:
-4 ; m sejak-berlakunya Perda tersebut-sampai saat ini tidak sesuai-dengan-harapan Karena masih banyak
g <L at bangunan bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalu lintas tidak memiliki dokumen
= (o'« (0. Padahal katau dikaji secara mendalam sebetuinya sanksi‘adamirnistratif terhadap pelariggaran
=y = o i< Dampak Lalulintas ini sudah secarategas diatur dalam Pasai 11 (ayat 2) Perda
lagiarisny, detectedr0;04%:| l:;);z’/hllK‘vi”.EtLI\"JF,‘ﬂthLTE‘;:‘.".7.1'\.3(;]‘ . id:is
Malang:No. 7 Tahun'2010
tertulis’s "abaJai berikut:
uotes detected: 0,43%:in quotes idiie
B
|3 hda pengembang/pengusaha.yang tidak melaksanakan kewajban:kewajiban baik secara sebagian atau
}g uhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat
12| mnya.Kepada pengermbarg/gengusaha yang tidak melakukan Andalaiin-dapat dicabutijinnya-dengan
|8 a akibathukumnya
| e . . . . . . .
| elum dilakukan pencabutan:ijin_harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing
e gatan berjaia
ujuh) hari <ejak diterima.™
g hsarkain bunyi pasal tersebutanaka; menaiik untuk dikaji dantditeliti tentaing
< fzpan sanksi-dalam penanganan-pelanggaran analisis, dampak lgludintas-di wilayah-Pemda Kota Malang
) — i‘,r._\a_da Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kota Malang). Sebagai bahan penunjang dalam penulisan
el | (1] (erdapat
2 B lagiarisny detected! 0,04% htips:/iuthfiyahtisdianaiWordpress... # 2-more resources! id: {7
w< ™ yora
> o litian terdahulu yang berkaitan-dengan’penuiisan
=Yra e /ah sebagai berikut Rumusan Masalah

imana penerapan sanksi dalam penanganan-pelanggaran:anaiisis dampak-laiu

vang.teriadi di wilayah Pemda Kota Malang?Apa hambatan

olusi dalam penerapan sanksi daiam penariganan pelanggaran analisis dampak laiu iintas?B.

san Masalani.

imana penerapan sanksi-dalam penanganan-pelanggarananalisis dampak-lzlulintas-yang terjadi divwiltavah
la-Kota Malang?2.

ampatan dan-soiusi yang dilakukan-dalam-penerapari sanksi dalarm penanganan pelanggaran analisis
ardzlulintas ?Tujuan Penslitian

£
W
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lagiarisny detected 1 0,07 Y% https//scholariunard.acid/25385/2/ 4 4 moretesolees! id:98

asarkandiatar belakang-yang-ielah diuraikan di ates maka

penuiisanini adalah/sebagal berikut:
iskrip

dan menganalisis tentang penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas
terjadi-di-wilayah-Pemda Kota -Malang.Mendiskripsikan dan‘mehganalisis hambatan dari solusi yang

kan cleh Pemde kota Maiang dalam penanganan-pelanggzeran analisis dampzk laly lintas:Manfaat

litian

an penelitian ini, peneliti ingin meneiaah dan menagkaji tentang tindakan administratif yang diberikan daiam
gg,'.;rﬂn Andalalin-yangterjaci di wilayah kota-Malang lain-dirnana 'dinarapkan cari‘hasll' penulisan inirdapat
enfaat bagiberbagai pihak.

pat Akademis

an dilakukannya penelitian ini, peneliti akan menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi terhadap
ggaran yang ter

bricait-dengan keberlakuan.dari-Perda

lagiarism detected:.0,08%. hitp://hukum,studentjournal.ub.ac,i... + 2 more resources! id:
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Maiang No. 7-Tahun 2010 tentang analisis‘-dampak iaiu lintas

snya terhadap penerapan sanksi administratif ternadap pelanggarnya yang diberikan oleh pejabat yang
enang. Disamping itu penelitiimengharapkan-adanya penelitian lainnya‘'yang mengkaji

lagiarisns detected s 0)04%:hitps/hukeny.stadentjournalubsacir. id:(26
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ng-analisis'darnpaki lalu lintas yang

|

i ditwilayah Femdea Kota Malang dan Kota-kota lainnya ditdJawa Timur.Manfaat Prektis

emda-Kota MalahgPenelitiberharap penelitian ini.dapat meniadil masukan. dan-memberikan kontribusi
Pemda Kota Malang, dimana

lagiarism detected: 0,04% hitps://matiadoc.com/downioad 59837,.. id: 21

penelitian.ini dapat digunakan sebagai

an kebijakan terhadap pembangunan yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan yang mempengaruhi lalu
diwajickan ‘memiliki dan membuat Analisis .dampak falu-inias. Disamping itu'peneliti terharapagar

itian inb bigs menjadi referensi begi organisasi, lembaga atau perusahaan; ataujuga bisa sebagai referensi
ahan untuk melakukan peneliti.yang. bersifat lanjutan.Bagi Pengusaha atau Pengembang

litian'ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pengembang atau pengusaha agar memarami pentingnya
tian terhadap dampakialw lintas yang disebabkan oleh ‘proyek-proyek kegiatan-yang dilakukar agar ticak
bulkan-banyak kerugianbagi-masyarakat dan mengganggu kenyaman-herlalu-lintas:

Aasyarakat

apkan dapat menambah’ pengetainuan aan-wawasarn bagi masyarakat akan ad
tderigan perkembangain pembangunan di iKota Malang.yang daémpaknya lang:
arakat.Bagi Peneliti

ankan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sarana untuk pengembangkan ilmu

btanuan yang didapatkan

ateoritis:knususnya pengembagarn hukum administrasicnegaray juga sekaligus dapat mengetahui secara
ung.bagaimana praktek yang terjadilapangan terkait dengan tindakan administratit yang diberikan

dap pembuatan dokumen andalalin.Siternatika Penuiisan

: Pendahuluan
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mengenal pertama latar belakang yang akan dibahas terkait,dengan penangan;penerapan sanksi Perda
lagiarism. detected:-0,07%:http://hukum.studentjournal-.ubaed, v + 2 moresesolrees! id; 22

Vialang-Nio., 7\ tahun 201C:tentang Analisis:Rampak

ntas, karena sejak berlakunya Perdatersebut, sampai.saat masih benyak terdapat-bangunan-bangunan
berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas tidak memiliki dokumen, amdalalin. Kedua, rumusan masalah
berisi mengenai bagaimana pelaksanaan-penerapan sanksi berdasarkan perdatersebui, apa‘saja

atan dan upya'yangdiiakitkan-olethi Pemda Kota Malang ttamanya Satuan-Pelisi Pamong Praja daiam
sanakan tugasnya-sebagaiaparat penegak Perda: Ketiga tujuan penulisan yang merupakan deskiinsi
akan dicapai dalam penulisan. Keempat, adalah mantaat penulisan yaitu hal.yang akan diperoleh dalam
ukan' penutisan ini. Kelima, ‘orisicnalitas penulisan yang merdpakan perbandingan-dengari-penulisan
uranya, Keenam sistematikan penulisan vang berupe uraian singkat tentang susunaryangakan

pilkan dalam keseluruhan penulisan.BAB.Il: Kajian-Pustaka

telaah pustaka berkaitan dengan teori-teori maupun azas-azas yang digunakan sebagai pisau analisis.
ra-tentang leori-teori éfektifitas yang didalamnya mengulas tentang faktor-fakier yang mempengaruhi
gekan hekum terutama-dalam penegakan-Perda. Kedua mengenai teori~teori tentang pemberian ijin
a,ulasan ini akan.berkaitan dengan persyaratan pemberian perijinan vang.rawan terhadap.terganggunya
tas. Ketiga adalah teori-teori tentang penerapan sanksi‘administrasi apabiia terjadi pelanggaran terhadap
an.BAB-Il Metede Penstitian

"bab,ini-aken diuraikan berkaitain:dengan;jenis penelitian; metode penelitian; lokesi-penelitian; populasi
ampel, data yang akan di

Eh' dain-cara pengumpulan’data, teknik analisa data dan-definisi'operasional.BADB IV: Hasil dari

ahasan

bagian pembahasan, ini berisi tentang.gambaran umum-lokasi.penelitian, hasil dari penelitian, pembahasan
g bagaimana pelaksanaan pasal 11 (ayat 2) Perda

lagiarism detected: 0,08% http://hukum.studentjournal.ub:ac.i...”+ 2’ more resources! id: 23
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menjalankantugasnya dan upaya- uapaya yang diilakukan sebagai penegak Perda.BAB V: Penutup
bagian ini‘berisi uraiarisingkatatau kesimpulan sebagal bagian akhir dari jawaban atas’ perinasalah
ngananalisis-berdasarkan teori dan kajian:Perda yang berlaku dar diakhiri dengan saran-saran dar
is. Dalam.penulisan ini juga. dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bentuk uraian referensi yang-telah



@an-sebagai acuan penulis dalam menutis skripsi ini:BAB

N PUSTAKA

ng Penegakan Hukum

pengertiannya menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalan

uotes detecied: 5,84% in quotes. id: 25
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I

upakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi
ataan.Penegakan hukum merupakan suatu proses yarig-melibatkan'banyak'hat. Menurut Soerjono

anto; penegakan hukum adalah kegiatan-menyerasikam hubungan! nilai=nilai yang terjabarkan-didalam
bh-kaidah/pandangan nilai vang mantap. dan mengejewantah dan sikap, tindak sebagai rangkaian

baran nilai-akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

b gakarl hukUrm secara konkret adalah berlakunya hukum’positif dalam prakiik sebagaimana seharusnya
dipatuhi oleh karena itu, memberikan keadilan daiam-suatu perkara berarti memuiuskan hukum in

reto dalam mempertahankan dan- menjamin di taatnya hukum rateriil dengan menggunakan cara

edural yang-ditetapkan-olen hukum forrmat.D

oidzing hukurm publik/ pensgakan hukum dibedakan menjadi dua, vaitu:Dari sisi-subjeknyaDalam makra
subyek. ini;adalah berkaitan:dengan.orangnya yaitu siapa.saja.yang.menialankan aturan nermative;atau
kukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan'mendasarkan diri pada aturan hukum-yang beriaku,
1arti-apakah yanrg bersangkutan-menjalankan atautidak-melaksanakan-aturan-hukum.'Daiarm makna

Dit, denegzkkan hukum-hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan; Hukunm tertentu untuk

amin dan.memastikan bahwa suatu aturan hukum-bherjalan sebagaimana seharusnya.Dari s

bleknya, yaitu dari segi hukumnyaiMlakna luas dari sisi‘obyeknya disini diartikan bahwa penegakkan hukum
akup'pada nilai-nilal keadilan yang di'dalamriya terkandung dalam aturan formal maupun @ilai-nilai
ilan.dalam bermasyarakat. Dalam makna sempit, penegakkan-hukum itu digrtikan sebagai-nenegakikan
uran yang, formal dan tertulis dari.pejabat yang berwenang. Daiam beberapa teori tetang penegakan

m terdapat beberapa ‘jenis pernegakari yang akan diterapkan-terhadap para peianggairya terfriasuk

apat sepertiyang disampaikan: oien-joseph Goldstein membedakan peaegakan hukumdaiami bidang

m pidana yang dibedakan.menjadi.meniadi 3.bagian.yaitu:Tetal enforcement;

i.ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
antivelaw-of crirme). Dalam penhegakan hukum pidana secara keseluruhan-tidak bisa dilakukan sebab para
gak hukum dibatasi secara ketat oleh hukurnracara gidana yang mencakup Ketentuan penangkapen,
hanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.awal.-Selain;itu. bisa juga terjadi_ hukum pidana

tantif 'sendiri memberikan batasan-batasan. Full enforcement,

ah: penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi-area of no enforcement dalany pencgakan
m.Dalam halini penegak-hukum-diharapkan dilakukan secara-maksimal.Actual-enforcement

m hal ini.dengan adanya keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, danaini menyebabkan

uinya diadakannya discretion dan sisanya-inilah yang disebut dengan‘actual enforceinent."Sehingga
gakan hukum' pidanarméenampakkan diri sebagai penerapan Hukum pidana (criminal faw applicatior)yang
batkan pelbagai sub sistem strukiural yaitu aparat kepolisian kejaksaan, pengadilan.dan pemasyarakatan
lembaga. penasehat hukum. Dalam hal.ini‘penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi
erapan-hukum dipandang sebtagai sistem-normatii (normative 'sysiem) yaitu penerapan keseluruhan aturan
m vang menggambarkanmifai<nilairsosial-vang didukung cleh sanksipidana: Penerapan hukum dipandang
gai-sistem.administratif (administrative system) yang.mencakup,interaksi antara.pelbagai aparatur

tgak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.Penerapan hukum pidana merupakan sistem

B (Social-systemn), dalam'arti tahwa calany mendefinisikan tindak pidana-narus pula diperhitungkan

Bgai perspextif pemikiran yang-adardalam-lapisan masyarakat:Faktor-faktor. yana mempengaruhi

bgakan hukum

or fakior yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adaiah:

or Hukum

disadari bahwal suatu kebijakanatau tindakan yang seluruhnya berdasar hukum merupakan hal yang

t dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
m.-Maka penyelenggaraan hiukum bukan hianya mencakup law enforcernent, hamurijuga“peace
teriance;: karena penyeienggaraan nukumisesungguhnya-merupakan proses penyerasian antara niai

ah . dengan pola peritaku.nyata yang-bertuiuan untuk-menczpai kedamaian.FaktoriPenegakan - Hukum

Jsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau
uran-sudah-baik;-tetapi-kualitas petugas kurang baik; ada masalah. Oleh karena i, salah-satu kunci
rhasilan-daiam penegakan hukum sdalah-mentalitas atau-kepribadian penegak-hukum,

Or-Sarana: atau Fasilitas Pendukung
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dan'fasilitas pendukung-yang dimaksud-disini adalah’perangkatlunak'dan 'perangkat keras. ‘Perangkat
yvang-dimaksud adalah pendidikan; Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum -dewasa ini cenderung
hal-hal yang praktis konvensional, sehinaga dalam banyak hai mereka mengalami hambatan di dalam
nnye. Fakior Masyarakat

[0 warga-masyarakat atau-kelompok didatam diri pribadi setidak tidaknya mempunyai kesadaran hukam,
pDalan vanc timbul selama.ini.adalah.didasarkan taraf kepatuhan hukum itu.sendiris; vaitu kepatuhan hukum
taraf yang tinggi, taraf sedang, ataupun'tarang kurang. Salah satu. indikator. tentang berfungsinya hukum
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bersangkutan adalah dapat‘dilihat dari derajat kepatuhar iukum masyarakal ierhiadap niokurm itu
iri,Feikior Kebudayaan

dgayaan.dalam kehidupan sehari=hari mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia.dan masvarakat
berperilaku ; yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat,
enentukan sikapnya apa yang senartsnya tidak dilakukan dalam-berinteraksi dengan orang-iain. Dengan
kian; kebudayaan adalah-halbyangpenting dalam kerperikelakuan untuk-menentukainmengenai apa yang
s-dilakukan, dan ,apa yang seharusnya tidak dilakukan."

ng efektifitas hukum

vilas perasal dari‘kata efektit, yang berarti ada efeknya (akibatrya, pengarunnya, kesannya), dapat

bawz hasil; berhasilguna‘{tentang Usahz tindakan). Efekiifitas ‘arlinya keefektifan.

fitas juga berarti taraf sampai sejauh, mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Bagi studi. hukum dalam
arakat, yang penting adalah berlakunya nukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum.
M dikatakan efektif apabila teijadi-dampak hukum'yang ‘positit. Dengan demikian, hukum'mencapai
annyadalam membimbing atay mengubah perilakd wranusia menjadi perfiaku-hukom:Untuk mencapai
fitas penegakan hukum. telah banyak teori yang dikemukakan yang terkenal dikemukakan yaitu meliputi
bonen Struktural. ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam
inya dalam'rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen Substansi;-yakni dasar-dasar

ran yang melandasibekerjanya lembagahukum tersebut. Komponen kultur atau Kultur hukum ini terdiri
ilei-nilai sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu di
h-tengah kuliur bangsa“secara keseiuruhari.

ianjut(dikatakan oleh./Soerjono Soekanto-imengemukakan bahva fakioriyang inempeingaruhi penegakan
vitu meliputi- Substansi (hukumnya), Penegak hukumnya: (yang membentuk mau pun yang menerapkan),
a.dan fasilitas yang mendukung renegakan hukum, Masyarakat (yakni lingkungan.dimana hukum itu
pkar).-Dengan demiikian dapat dikatakan bahwa hukuim'yang dibuat tidak menjamin pelaksariaannya akan
f.-Hukum belum tentu /akan dilaksanaican taatiazas: Ketidekmampuan atau-ketidaksiapan aparat danatau
arakat, atau hukum.yang tidak jelas dan tumpang tindih-akan. menghambat penegakan hukum. Soerjono
engatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai,
h dan perilaku:Nerma' hukum akan terlemibaga (institusicnaiized) dalam suatu-sistem-sosial iertentu,

la dipenchirpaling tidak 3 syarat:Bagian terbesar warga dalam salu sistem sosial telah menzrima nasima
Dut

a tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut.

a‘tersebut'bersanksi

ngsinya-aturan hukum-dengan. baik-atau tidak, sangat tergantund pada substansi‘aturan; itu,sendirl.

Il2h pokok pada komponen .itu meliputi: Sistematisnya peraturan tersebut, Peraturan tersebut cukup

DN, artinya apakaii secara hirarkis dan horizontal tiada pertentarigan, Secara Kuantitatif dar kualitatif

ran tersebut sudan icukup, dan Penertiban peraturan tertentu’adalahsesuai'denganpersyaratan yuridis
ada.

ng gangguan dari ketentuan aturan hukum disebabkan oleh faktor-faktor:
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ikutinya: asas-asas berlakunya UU, Belum ada peraturan: peiaksana yang-sangat dicutuhkan: untuk
rapkannya

Ketidak

AN arti kata-dalam-UU yang 'mengakitaikan kesimpangsiuran-oi'dalam penafsiran dan
apannya.Kesadaran hukum imerkpakan persepsi masyarakat teniang hukuni,yang berkaitan

an, efektifitas hukum dan budaya hukum: Kesadaran hukum,masyarakat ibarat jembatan yang
hubungkan-antara aturan nukum dengan tingkah laku -hukum ahggota masyarakat. Termasuk kesadaran
adalaly pandangan, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang disebut Friedman sebagai

&
71

o
N
»
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m:. Kesadaran hukum merupakankesadaran-atau nil2i-nilaiiyang terdapat dalam diri
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sia; tentang hukum.vang aca ateu hukum.yang dinarapkaniada. Kepatuhan hukum sangat-erat
gannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran merupakan

lagiarism detected: 0,04% http://iimuhukumuin-suka.biogspot.c:.. +2 more resources! id: 27
es psikis yang terdapat dalam diri

sia yang mungkin timbul dan mungkin pulatidak. Kesadaran

lagiarisnt aetected: 0,05% http://iimuhukumuin-suka.biogspot.c... id:
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tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan

beriaku. Tahapan untuk mencapai kesacaran hukum adaiah: M

anuihukumnya/peraturannya (law ‘acquainiance). Pengetahuan hukum‘menyangkut gengetahuan
rang-mengenai beberapa peritaku tertentu yang diatur, hukum-baik/tertulis atautidak yang berkaitan
an perintah, bolehan.dan larangan. Hal ini terkait dengan pengetahuan terhadap.isi, peraturan jika telah
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angkan. Memahami hiukumnya/peraturanniya’(law awareness). Permahaman hukum di sini‘maksudnya

uotes detected: 5,37 % inquotes id:

N
(fe)

miatvinformasi yang dimiliki seseorang mengenaisisi-pertaran dari suatu-hukurm: Dengan kata-fain,

gerti terhadap.isi dan tujuan,hukum dan manfaat bagi pihak:.yvang kehidupannya diatur. oleh peraturan

ebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorarig harus mengetahui adanya-aturan tertulis
mengatur-suatu-hal. Yang dilihat-adalah tagaimana-persepsi mereka dalam'menghadapi tercagai hal
rkaitannya dengan norma dalarniimasyarakat. Persepsiini biasanya diwujuckan dalam sikap-mereka
adap tingkah laku sehari-hari.M

nyai sikap ternadap hukum (iegai atiitude). Sikap hukum-adaiah suatu kecenaerungan uniuk menerima
rm.karena ddanya penghargaan terhadap-hukum sebagai-sesuatu.yang‘bermanfaat atau menguntungkan
ukum ditaati- Sikap hukum melibatkan pilihan warga masyarakat|sesuai.dengan nilai- yang-ada pada

y2. sehingga warga menerima berdasarkan penghargaan terhadapnya.B

u sesuai’hukum {legal behavior). Pola perilaku hukurr-rinerupakari-nal yang utama dalarn kesadaran

m, ‘karena dzpat diiihat dari'sini apakah peraturan-beriake atau tidek dalan: masyaiakal, Suaty kaigah

v berhasil atau gagal mengapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah. pengaruhinya berhasil mengatur

b tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.Budava hukum (culture of Taw)
ah-elemen {erpenting dalam sebuahrsistem nukum. Dalaim budaya-nukum, menurut Ruth'Benedict syarat
\gradalah budaya malu (shame cuiture), dan:budaya rasa bersalahbila;sescorang melekukan

ggaran terhadap hukum yang berlaku (guilty feeling). Budaya hukum dapat.dilihat dari perilaku hukum
yarakat setempat. Perilaku hukum, kata Fridman adaian perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan
eputusan.Penegakan fiukum akarn berje

fektif sangat tergantung pada: - Harapan masyarakat, yaitu penegakan hukum sesuai atau tidak derigan
nilai masyarakat. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar
m'kepada organ-penegak-hukuni.

ampuzn-dan kewibawean organ penegalk-hukum. Ketiganyasaling teriai

salah satu tidak dipenuhi-akan menimbulkan. toleransi sosial. Ketidakserasian.antara- perumusan aieh
yang berwenang dengan perumusan oleh' masyarakat, lazimnya digambarkan sebagai toleransi sosial-
ndap tingkah' laku-menyeleweng. Tentang Perizinan

rut-Sjachran Basah | definisidizin tidaklah:mudah untuk diariikan

dapat yang dikatakan Siachran agaknya sama dengan vang berlaku di negeri Belenda, seperti

ukakan oieh van der Pot, Het'is_uiterst imcelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden (sangat

r membuat'definisi' untuk menyatakan pengertian iziry itu)-Hal'ini' disebabkan cleh antara’ para pakar tidak
pat-persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi-vang berlainan:-terhadap-objek yang

inisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak.terdapat definisi,-bahkan ditemukan sejumlah
isi yang beragam:lzin (verguinning) adalain suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau

uran pemerintah unfuk-dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketenivan larangan peraiuran
Uan. Izin dapat juga diartikan, sebagai dispensasi atau.pelepasan atau pembebasan-dari suatu larangan.
jan kata lain perkenan/izin dari pemerintah-berdasarkan UU atau peraturan pemerintah yang disyaratkan
perbuatan-yang pada-umurmnya-merneriukan pengawasan kKhusus, tetapi-yang pada umuimnya tidakian
Dgap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki=Jadiizin adalah perbuatan hukum administrasi
ra bersegi-satu yang mengaplikasikan peraturan dalam, hal:.konkret berdasarkan persyaratan dan pirosedur
gaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perUUan. Kongkridnya bahwa izin dalam arti luas berarti
perselujuan dari penguasaberdasarkan-peraturan perldidan untuk mempersoiehkan melakukan tindakan
perbuatan terterituyang-secara umum dilarsng. N-M. Spelt danJ.B:JiM:ten Berge membagi pengertian
alam arti luas dan sempit, yaitu izin. merupakan salah satu instrumen yana paling;banyak digunakan
hukum administrasi. Pemerintan menggunakan izin'sebagai sarana yuridis untuk mengemuaikan tingkah
wargal Izinlizlah'suatu persetujuan dari'penguasa berdasarkan /UU atau peraturan-pemerintah’ untui

1 keadaan tertentu-menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan-peraturanperddJan, Dengan memberi
penguasa memperkenankan orang yang memohennya untuk melakukan tindakan tertentu yang

narnya diilarang. tni'menyangkut perkenan bagi suatu'tindakan yang demi Kepentingan umurn

pharuskan pengaweasan khusus atasnya. fni'adalan paparandiuas dari pengertian izin:Seianjutnya

akan bahwa izin dalam arti. sempit yakni pengikatan-pengikatan pada: suatu peraturan, izin pada umumnya
sarkan pada keinginan pembuat UU untuk rmencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi

aan yang buruk. Tujuannya‘ialah-mengatur tindakari-tindakan 'yang cleti-pernbuat YU tidak'seluruhnya
Jgap tercela; narnun dirmans-ia menginginkan dapat melakukan pengawsasarn sekedamnva. sl pokokpada
arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan_dengan.tujuan. agar dalam
tuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu
tiap kasus.' Jadi persoalannya bukanlah' untuk hanya memberl perkehar-dalam keadaan-keadaan yang

at khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan.cara-tertenty

ntumkan dalam ketentuan-ketentuan)."

i-dari pemberian izin

a umuin
lagiarisiw detected! 0,16% http://wiww.hestanto.web:idiperizina. ) +7 'moré-resources! id:30
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Si dari perizinan adalah untuk pengendalian dari
aklivitas pernerintah'daliam - hai-hal tertentu’ dimana‘ketentuannya berisi-pedoman yarig harus
canakan-baik
berkepentingan ataupun-pejabat yang.berwenang..Selain-ity, fungsi
3 ) J ~ b
lagiarism. detected:-0,04%. http://\www.hestanto.web.id/perizina..., 4 6,more.respurces! id: 31
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berizinan: itu-dapat dilihat-dari
isi yakni-dari sisi pemerintah, sisimasyarakat; dan sisi-pembentuk LI
uotes detected: 0,99%. in quotes: id: 32

sisi PemerintahUntuk melaksanakan peraturan, Apakah ketentuan-ketentuan yang.termuat dalam
urain-tersebut sesuai dengan kenyataar dalaim praktiknya atau-tidak dan sexaligus untuk mengatur
ivari.

hgal. sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsting
apatan pemerintah akan bertambah karena setiap 1zin yang dikeluarkan pemohon harus imembayar
u~" terlebih-dahulu.

sisi-Masyarakat

k-adanya kepastian hukum.

k adanya kepastian hak.

K'mermudahkan me,ncaoa- r fasilita

sisipembentuk UUKeinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-tertentu, misal IMB,-izin IHQ; dl\.
egah bahaya'lingkungan, misal !zin penebangan, 'zin usaha industri.

dungi-odyek-obyex tertentu, misal izin'membongkar rnonurnen; izin mencari'atau menemukan benda
ggaian terpendarr.

hagi -benda-benda, lahan.atau wilayah yang terbatas, misal izin menghuni di:daerah padat nendudtik

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

N,
3

atau pengarahan dgengan menggunakan selesksiterhadap crang dar aktivitas'tertenid, misali
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angan atas itu, yeng/berisiatau substansi'dzalam képutusan te*sebut rrempunyaisifat sebagai berikat:
uo’.es detecied: 3,95% inquotes i1:33

persifat-bebas; adalah izin-sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya-tidak-terikat pada
an.dan hukum tertulis serta organ vang berwenang daiam izin memiliki kadar kebebasan yang besar.dalam
utuskan-permberian‘izin.izin bersifat terikat, adalah'izin ' sebagai'keputusaniata usana'negara‘yang
rkitannyal terikat pada aiurar danhiukom tertulis dantidak tertulis' serta crgan-yang bernwenang dalaatizin
r kebebasannyajdan wewenangnya.tergantung pada kadar:sejauhimana peraturan per

mengaturnya. Misal izin yang bersitat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.
bedaan antara izin' yang bersifat bebas dan terikat adaian-penting-dalanyhal apakah izin bisa gitarik
bali-atau-dicabut atau tidak. Pade-dasarnya hanya izin sebagai keputusan tats usehanegara yang bebas
dapat ditarik kembali: atau_dicabut; hal itu karena ticak terdapa’r persyaratan-persyaratan yang mengikat
na izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan paca izin yang bersifat terikat, pembuat UU
formulasikan syarat-syarat di'manasizin diberikan dan.izincdapat ditarik kembali-atau dicabit/ +lal periting
1.perhedaan di atas adalahidalam hal menentukan kadarluasnye desar-penguiianeleh hakim tata usaha
ra apabila.izin sebagai keputusan, tersebut digugat. Pada wewenana menetapkan izin yang terikat,-hakim
f akan menguiji lebih' lerigkap dibanding derigan wewenarig yang bebas daiarii menetapkan izin, sehingga
parnyak kebebasan yang dimiliki oieh-organ pemerintahan-daiam menetapkan izin, maka hakim akar
batasi diri .pada penguiian.ala kadarnya pada, UU dan.asas+asas umum.pemerintanan yvang baik.lzin yang
fat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan nada yang

angkutan. izin yang bersifai menguriturigkan‘isi nyata kKeputusah raerupakai titik pusat yang memberi
jerah kepada yangberssngkatan: Dalam articyang-ersangkutan dberikan-hak<hak atau pemenuhan
tan.yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut; Misal.izin. yangymenguntungkan adalah. SIM, SIUP,

. dan'lain-lain:

ang bersifat memberatkan, merupakan izin'yang Isinya mengandung unsur-unsur-memberatkan daiarr

i ketentuan-ketentuan-yang-berkaitan kepadanya: Di-samping itu,)izin yang bersifat memberatkan

pakan pula izin yang memberi beban pada orang lain atau masvarakat sekitarnya..Misalnya, pemberian
epada perusanaan terientu. Bagi mereka yang tinggal di'sekitarnya yang merasa dirugikain izin tersebut
pakan suatu'beban.

bedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan-izin yang bersifat memberatkan adalah pzanting
1.hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. 1zin sebagai keputusan yang
gunitungkan-tudak-begitu mudaly aapat ditarik kembali-atau’diubah ‘atas Kerugian-yang-berkeperitingan:
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bun-penarikan kemoali atau percabutan dan perubahnan-izin-yang bersifat mermberatkan biasanya tidak
umenjadi soallzin yang segera beraichir,merupakan izinyang menyangkut tindakan-tindakan yang.akan
ra berakhir atauizin.yang masa berlakunya relatif pendek, misal IMB, yang berlaku hanya untuk

dirikan bangunran dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.izin yang berlangsung lama, merupakan
ang menyangkut-tindakan-tindakan-yang-berakhirnya atas masa operlakunya‘refatiflarma, misalnya‘izin
a-industri damizin yang-berhubungan dengan lingkungan.:Fembedzan antara-izin yang.segera berakhir
jan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hak kemungkinan penarikan-kembali dan masa
kunya'izin.

ang bersifat pribadi, mertpakanizinyang'isinya tergantung pada sifat.atau kuaiitas' pribadi'dan pemoehon
Misalaya, izinmengemudi atau SiM.

ang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan obiek izin. Misalnya.izin
SITU, dan lain-laiin.
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pedaan antaraizin yang:bersifat pribadi’dengan izin yang bersifat kebendaan adalan
uotes detected: 0,46% inquotes id
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ing-daiam hal kemuongkinan mendatihkannya pada pihakdain; izin yangdbersifat-pribadi ticak dapat

kan pada pihak lain; contoh SIM: tidak.dapat dialihkan.-pada pihak lain, ada sebuah penjualan.perusahaan
(> ~ J

pihak iain maka izin HO-nya secara otomatis beralin pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan

berubah. kin seperti itw narus ditaati oleh-mereka yang 'secara nyata mengekspioitasilernbaga tersebut.”

[

agiarishy detected 0,)08Ya hitpd \waw. hestanto. web. idiperizinaly + 6imareresources! id:35

perian izin

ntuan tentang:perizinan. mempunyai-fungsivaitu

uotes detecied: 0,53% inquotes i0:(36

egai penertib'dan sebagaifungsipengalur Sebaga! fungsi penertib, dimaksudkaniagarizin'atau setiap iz

tempat usaha, bangunan.dan bentuk.kegiatan masyarakat lainnya tidak-berientargan satu.sama lain,

gga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur

ksudkarnagar.perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai‘dengan peruntukanriya; sehingga terdapat

atzhgunazn:izin vang telah diberikan, dengan katalain fungsi pengaturan inildapat disebutfungsi yang

iki- oleh pemerintah.”

hsarkan

lagiarism detected: 0,07% http://ayuchipit23.blogspot.com/201,.. + 6 more resources! id: 37
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pparan.pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin . adalah
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buatanpemerintah bersegi satu berdasarkan:peraturan PerlUan untuk diterepkan pada peristiwa kenkret
rut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu

gal berikut:Wewenang

1 satu ‘prinsip dalam negara. hukurn adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahian 'berdasarkan
uran-perUlan: Dengan katalain,setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan, fungsi
jaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan

Uar 'yang berlaku. Orn-positief recht ten kuhnen vassteiien ein hiandhaven is een bevoegdheid

zakelijk Zonder bevoegdheid kunnen 'gesn juridischiconcreie besluiten genomen worden, (Untuk dapat
ksanakan dan menegakkan ketentuan hukum posiiif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapab dibuat
tusan yuridis yang bersifat konkret).Sebagai bentuk ketetapan

e konstitusional-perrierintah-aiberikan 'wewenang untuk melaksanakan pengaturan, yang aari fungsi
jaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untukimenghadapi peristiwaindividual dan konkret,
apan.ini.merupakan ujung. tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan:pemerintahan . Salah
wujud dari ketetapan ini adalan izin. Berdasarkan jenis ketetapan, 1zin termasuk sebagai ketetapan yang
fat'konstitutif, yakni'ketetapan-yangmenimbulkan hak baru'yang sebelumnyactidak dimili<ioleh sesecrang
namanya tercantuim- dalam ketetapaniitu,atau beschikkingen,welke iets:-toestaan wat tevoren:niet

prioofd Was, (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan
kian, 1zin merupakan instrurmen yuridis daianm bentuk ketetapan yang bersifat konstitutit aan-yang

akan oleh pemerintahtuntuk-menghadapiiatau menetapkanperistiwa Kerkret- Lembaga pemerintaii
baga-atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu rule-of the game yang mengatur tindakan dan
entukan apakah suatu organisasi-dapat berjalan secara efisien dan, efektif. Lembaga pemerintah adalah
aga yang menjalankan-urusan pemeriritaharn baik di-tingkat pusat-maupun-ai tingkat gaerah. Menurut

s Basah, dari penciusuranberbagai ketentuan penyelenggaraan tertinggi: (presiden) sampai dengan
nistrasi negara terendah.(lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aineka, ragam,administrasi
ra (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat

t maupun-daerah.Pristiwa kengkrit
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utkan-bahwa.izin merupaka" instrurnen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh
erintain dalan menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiva kenkret artinya peristiva:yang:terjadi
waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta.hukum tertentu. Karena peristiwa konkret-ini
gam, sejalan dengan keragaman_perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagal keragaman. izin
jenisnya beragam itu' dibuat-dalam greses yang cara prosedurinya tergantung -dan-kewenahgan pembeti
rnacam;izin, dan struktur-organisasiinstansi yang menerbitkannya. Berbagaiijenis izin darizinstansi
peri izin dapat saja berubah. seiring dengan perubahan kebiiakan peraturan per
yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, 1zin akan tetap ada dan digunakan'dalam setiap
ienggaraan’pemeriniahan dan kemasyarakatan.Prosedur dan persyaratan
es dan-prosedur perizinan: dapat meliputi prosedur.pelayanan perizinan . proses-penyelesaian perizinan
merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan
but, masing-masing pegawai dapat rnengetahui peran ' masing-masing'dalam proses ‘penyelesaian
inzn
h 'umumnya permohanan izin-harts,menempuh prosedur. tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku
beri izin. DI samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persvaratan
itu-yang-diteniukan'secara sepihak oleh pemerintahi/pemberiizin.
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“halpelaksanaan perizinan, lack of competencies-sangat mudah Untuk-dijelaskan:
uotes detected: 4,3% in guotes: id:

Q.
(]
&=

arna; proses perizinanimemibutuhkan adanya pengetahuvanttidak hanyarsebzatas pada aspek legal dari

es, perizinan, tetapi lebih jauh dari-aspek tersebut. Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan

lian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan'prosedurnya, tetapi hai-hal iain"‘yang sangat

dukung kelancaran proses péerizinan ity sendiii sepertii pengaptirnalan' penggunaan teknolegivinformasi

Ja,; proses perizinan, tidak terlepas:dari interaksi antara-pemohon dengan.pemberi izin. Dalam interaksi
.but terkadang muncul perilakun yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang.dipicu
kepentingan bisnis pelaku usaha, seningga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku
positif dengan tidek memanfaatkan-situasi demi kepentingan pribadi.Rersyaraten

yaratan merupakan. hal yang hariis.dioenuhi.oleh spemohgnuntuk memperoleh izimyang.dimohonkan.
yaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi,
yaratan dalam preses perizinan menjadi satu-yang paling utama Arah perbaikan sistern perizinan ke

Y, paling: tidak memenuhikriteria-berikut:

lis dengan jelas

lasi suiit teriaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jeias. Oleh karena itu, reguiasi perizinan pun harus
ckan denhgan'jelas.

ungkinkan untuk dipenuhi

rinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan, oleh si pengurus izin."Meskipun-fetap
perhatikan sasaran regulasi‘yang bersifatideal.

hicuuniversal

rinan -hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif -Perizinan herus bersifat inkiusif dan-universai.
perhatikan spesifikasi teknis dan aspek iainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).
u penyelesaian izin

u-penyelesaian izin harus ditentukan oletvinstansi-vang bersangkutan, \Waktu penyelesaianyang

pkan sejak saat pengajuan. permohonan.sampai dengan pnnvelesalan pelayanan:

bnsi wakiu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus

pun seseorang dalam'mengurus-perizinantersebut:-Dengan’ demikian regulasi-dan' deregulas: harus
enuhi kriteria-berikut:

utkan dengan jelas

U yang ditetapkan sesingkat mungkin

ormacgikansecara luas-bersama-sama

jan prosedur, dan persyarataBiaya;perizinan

p/tarif pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin Penetapan besaran
peiayanari izin perlu memperhatik'*n hel-hal'sebagai berikut:

ancbiaya: harus jelas untuk setiap perizinan, khususnyavang rmemeriukar tindakan seperii penelitian;
riksaan, pengukuran dan pengaijuan;

apkan oleh peraturan per

atau'dan-memperhatikan 'prosedur sesuai ketentuan-peraur
dasardari pengurusan perizinan. Namun, perizinan sebagal b
patur aktivitas masyarakat sudah-seharusnya memenuhi sifat-
elenggaraan'izin

sekarang Kinerja pelayananperizinan'yang dilaksanakan-olel pemerintah-dituntut-untuk’lebii baik.“Dalam
ak hal memang harus diakui-bahwa kineria pelayanan-perizinan pemerintah masih:buruk. Hal-ini

babkan oleh: Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat
jambitan-inisiatf galarn pe:ayanan perizinan yang ditandai dengan tingkat "etergantungan yang tinggi
aturan formai (rule driven) dan petuniuk Rimpinan-dalantmelakukan tugas pelayanan: Ketiga, budaya
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atur yang masih kurang disiplin’dan ‘sering mmelanggar-aturan. Keempat, budaya paiernalistik' yang tinggi,
ya aparat rmrenempatkan pimpinan sebagai prioritas. utama bukan kepentingan masyaraikat:Penyelesaien

REPOSITORY.UB.AC.ID |

hgai produk kebijakan publi

guiasi dan deregulasi perizinan di'indonesia Ke depan periu memperhatikan materi sanksi dengan criteria
gaiberikut:Disebutkan'secara jelas terkait dehgan unsure-unsur yang 'dapat diberi'sanksi dan-sanksi‘apa
akan, diberikan;

ka waktu pengenaan sanksi disebutkan;

BNisMe-penggunaan sanksi

can:kewajiban

cdan. Kewsjiban antara,pemahon dan.instansi-pemberi izin-harus tertuang dalam.regulasi.dan deregulasi
inan'di Indonesia.

rn‘halini-harus dipernatikan-hai-hal sebagai berikut: Tertulis dengan jelas:

bang antar para pihak:

dipenuhi oleh, para pihak.

hlam 'UU No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Pubiik juga dikemukakan hak dan kewajioan masyarakat
menichor izin).can instansi pemberi pelfayahan perizinan.”

|
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rapan sanksi'administratif

riian,Penerapan

rut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, Penerapan adalah hal, cara, dan hasil. adapun menurut
ari Ali Penerapan yaitu-mempraktekan atau memasarigkain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
pulkan bahwa'penérapanadalah

agiarism; deteocted 0,02 %shittp//€3journal wajy.ac.id/2695/2 ¢« i4:40
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andindakan vang dilakukan baik secara individu magpunkelompok dengan rmaikstid uniuk

apaisuatu tujuan yang telahdirumuskan.Apabila penerapan hukum per

gilakukan dengan menggunakan:konsep hukum sebagimana yang.telah dipahami, dalam tradisi berpikir
positivism, yang memandang tentang hukum dari hanya dengan sebatas pada di lingkaran peraturan
perUUan dan yang melakukan pemaknaan-perUUan-secara forrnal-tekstual, dengan’ mengabaikan: hilai-
s0sial di masyaraka, makavang.akan-teriadi adalah-hukum yang mengabdi padakepentingan elit bukan

Ha kepentingan rakyat, sehingga tujuan hukum agar untuk mewujutkan adanya keadilan akan semakin
jauh dari apa yang aiharapkan.Penerapan dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan mempraktexan
teori, metode,

lagiarisn; detected 0)18Y%:https//edjournaluidjy.ac.id/8695/2/1 ¢ id:a4

aldzin untuk mencapai' tujuan-terientu/dan  tntuk suatukepentingan yanyg diingikern 'cleh ‘suatt kelompok
golongani yang telah terencana
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ersusun-sebelumnya.

rut Soerjono Soekanto, fungsi penerapan hukum di masyarakat adalah:

etertiban dan Ketentraman masyarakat;

a.untuk-memwujudkari-keadilan sosiai/dan iahir batin;

apenggerakan pembangunan

m mempunyai‘pengaruh sangat besar di dalam hidup ‘pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini
terlinat juga 'dari-ketertiban, ketentraman-dan tidek terjadinya ketegangan-di'daiam masyarakat karena
rmengatur dan menentukan-hak-dan kewajiban serta-melindungi kepentingan individu dan kepentirigan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Si Kritis"hukum‘ini-adaiaih dalam’ kerja di hukum tidak serata-matajuga pada aparatur pemerintah, yang
tefinasulk juga terhadap aparaturdanpenegak huktm.(Dengan cerikian hukum nards\memitiki fungsi
likian rupa,-sehingga dalam-masyarakat dapat di wujudkan ketertiban, keadilan; keteraturan; dan
mbangan..Agar hukum dapat melakukan fungsinya dengan baik maka bagi pelaksanaan penegak hukum
ut'kemarnpuan dalam melaksanakan atau rnenerapkain -hukuim derngari gayanya masing-masirg antaralain
Herganmenfsirkan dicaiam hukuin sedemikian rupa:sesual dengan keadaan juge dan posisi pihak

tu. Bila perlu.dengan meneraokan atau menentukan kebiiskansanazan untuk hal yang sama serta

alusan hukum.

Wping ity Perlu diperhatikandaktor pelaksaan penegak hiukum bahwa yang di-butuhkan adalah kecekatan,
gKasan,dan keterampilartagar memperoiehjawaban atau tujuan tertentu yangdngin diketahui atau-dicapsai
hh,malakukan berbagai macam survey dan kegiatan yang suudah; direncanakan untuk memperoleh-hasil
diharapkan. Dari penjeiasan diatas

lagiarisny detected: 0,04% http:7/e<jourrialtuajy.ac.id/9695/2/: . id: 42
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uotes detected: 3,61% in quotes: id: 43



danya program yang dilaksanakan; b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran
diharapkan ‘akan'menerima manfaat-dari perogramtersebut; ¢. Aaanya pelaksanaan, baik crganisasi‘atau
eorangan yang bertanggung jawabrdalam-pengelolaan; pelaksanagn maupun pengawasan:daii perases
rapan tersebut.Pengertian Sanksi Administratif
gawalil pembahasan pengertian aan pemahaman secara umum'mengenal administrasi tentunya terlebin
lu-mengenal'dan-memzahami-apa itu-administrasi dalarm kajlan Ketatanegaraan, oleh Karenainya Korisep
nistrasi vang diterapkan dalam:sistem ketatanegaraan saat ini- mengalami banyak perkembangan dari
m.administrasi sebelumnya dikarenakan pola dan sistem baru yang kompleks menyesuaikan kebutuhan
berkembarigar giobalisasi'dan kebutunarn pelayarnanyang moderin.Sarksi-sanksi merupakan bagian
tup-yang penting dirdatany hukun, juga dalam hukuimadministrasi. Pada Umurrinya tidak ada gunanya
asukkan kewaijiban-kewaiiban.atau laranganlarangan bagi para warga didalam peraturan per
tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh taia usaha negara
m-hal dimaksud diperlukan).-Selanjutnya-pelaksanaan’ suatu-sanksi pemerinianari-berlaku-sebagai suatu
tusan (ketetapan) yang:mernberikambeban belastende beschkking.riHalitu-membawa sertza hakikat{sifat)
anksi. Hukum menijadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas. tertib,dan
lin agar beriangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib.Bagi

uat
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iat peraturan/penting‘uniuk-tidak nanys rnetarang{indakan-tindakan' yang-tanpa diserlal izin, tetapi juga
adap tindakan-tindekan-yang bartentangan dengan-peraturan per

vang dapat dikaitkan pada suatu ijin termasuk, sanksi-sanksi hukum administratif yang khas antara
Bestuurdwang

Sazin pemerintahan)Penarikan kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan {izin, pembayaran,
idi)

jenaan denda administrasi

Jenaar-uang paksa oleh pemerintah {dwangsom)Pelaksarnaan suatu sank pemerintahari berlaku sebagai
Keputusan yang memberikan-bepany Hal itwakanmembawasertanakekat dari sanksiv Bagijenis
kan-tindakan pemerintah terkandung secara khusus.adanya azas kecermatan dalam makna azas umum
erintahan yang layak. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan
jenaan-sanksi itu-sendiri. Sanksi administrasi-ditujukan’'kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan
si.pidana ditujukan-kepada pelanggan dengan memberihulkuman berupa nestapal-Sanksi administrasi
keud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi.adalah reparatoir artinya memulihkan pada
aan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana aan sanksi-administrasiialah tindakan
rgakan hukumiya. Sanksi-adiministrasi'diterapkan cleh’pgjacat tata Usaha negara fanpa harus melaiui
edur peradilan, sedangkan sanksipidana-hanya dapat-dijatuhkan oleh hakim:pidana-melalui. proses
ilan.Tentang satuan Polisi.Pramongpraja

an Polisi Pamong Praja atau’yang sering disebut Satpoi PP merupakan saiahsatu-perangkat

rintahan dasrah yangditujukan untuk membantu kepala dacrah daiam trienegakan Perda dan Peraturan
hla Daerah, menyelenggaarakan. ketertiban umum dan ketentraman serta. menyelenggarakan perlindungan
yarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengatur mengenai pembentukan Satpol PP,
ra-terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada PP No. 18 Tahun-2018tentang Perangkat
ah:Menurut PP No:, 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja atau bias

ut dengan SATROL..PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda serta

elenggaraan ketertiban umum dan ketertraman masyarakat. Dapat dilihat bahwa Po"
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mong Praja memiliki fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pamong praja lebin ditekankan pada kemampuan
remimpinwarga. Sefair memiliki kewenzangdan untuk melakukan penindakan' kepada warga, aparatir
lagiarisn; detected s 0;08%:https: /fsimtaunad.ac.idivploadsiwior¥ 11/ moreresaurees! i a4
badan hukum yang metakukan pelanggaran-atas

utan Dasrab dan/atav Persluian Kepale Baerah, Satpol PP berhak meridapatkan fasilitas-fasiitas yang
nikan dalam menjalankan-tugas-tugasnya, Namun:Satpol PP, tidak dapat memberikan tindakan yang

at pidana.kepada para pelanggar ketentuan

lagiarism detected: 0,04% http://www.hukurnonline.com/pusatdat..” + 4 more resources! id: 45
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a dan/atau peraturan Kepala Daerah. Tindakan

bl PP hanyalah sebatas tindakan non yudisial berupa teguran, penyitaan dan pemberian sanksi
istresi.alam menjalankan segala tugas ‘danfungsinya-Satpol PP

<L

>
- S lagiarisny detegtea’ 0,04% htips:/ipramiudyaram. wordpréssicomy2.. id:'46
fE s acman-pada Peraturan'Menteri Daiam’ Negeri
% 3 Ik indénesia
;‘ § lagiarisns detected ! 0,08%htipy/saipolpp atangkotd oo d/f i\ + 2morétesalircés! id: 47
% e IO 54 Tahun’2011tentang Standar Gperasional Prosedur-satuan Polisi’/Pamong

.'Dalam Lampiran’ Peraturandienteri- Dalam Negeri-Republik Indonesia tersebut-dimuat tentang tehnik
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iakan PerdaKetertiban Umum dan Ketentraman masyarakat



jakan ‘'unjuk rasa-gan kerusuhan-nasa
cwalan Peiabat dan Qrang-orsng penting
amanan tempat-tempat pentlnq

ity tugas Satpol Pl ‘adalan
agiarisny detectea! 0)08%hitps: /isintallintd.ac.id/uploads/ will ¥ Sorore resturess! id:(48
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kan-Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman-masyarakat'seria/perlindungan

. Dapat dikatakan bahwa Satpo! PRP'merupakan leir -b'~ga daerah’ yang rdngﬂt penting, selain dapat
a‘.vamkai Setpol PP juga dapat melakukan penindakan terhadap Regawai-Negeri Sipil,(PNS) yang
n pelanggaran ketentuan Perda. Satpol PP juga mendapatkan fasilitas-fasilitas vang hampir sama

an setara dengan aparat Kepolisian Negara.BAB iil

*PENELITIAN

nelitian

I|san hukum merupakan suatu kegiatan iimiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran
tu, yang-bertujuan untuk mempelajari'sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengar jalan
anglisahnya. Disampingitu juga dilakukan pemeriksaam yang mendetail-terhadap faktor hukum terseiut;
usahakan suatu;pemecahan paca permasalahan-permasalahan yvang muncul di dalam gejala yang
ngkutan. Maka jenis peneiitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakar pendekatan

e Yuridis' Empiris. ' Metode penelitian ini merupakan penetitian’ untuk mengetanui hukum secara nyata‘dar
h-mana berlakuriya-hukum di-masyarakat dengan melihat kenyataan yang-ada dalam peraktiek
hngan.Jenis penelitian yang dipilih, oleh penulis ini-menurut-pendapat Soeryono Scekanto dan Purnadi
hcaraka

akan penelitian hukury dimaina hukum sebagai lew'in action, dideskripsikan 'sebagai gejala-gejala scsial
empiris..Dengan demikian humum tidak sekedar diberikan arti-sebagai jalinan nilei=nilai, keputusan nejabat,
n kaidah dan norma, hukum posistif tertulis;, tetapi.iuga dapat diberikan makna sebagai , perilaku yang

1 ajaran tentarig kenyataan, perilaki'yang teratur dan ajeg atau hukumi dalam-arti-petugas. Alau dengen
ain; suatu penelitian yang-dilakukan-iernadap keagzan nyaia yang terjadirdi dalem praktek penerapan

i-:di. masyarakat . dan menganalisitindakan, institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam:hukum untiuk
atasi adanya kepastian hukum.Metode Penelitian

litian ini adalah penelitian-hukum empiris.-iKarena itu-menggunakan pendekatan yuridis'sosiolegis, yaitu

ittan yang berusaha untultcmelihat serta menganalisa fenemena hukum yang terdapst di dalam masyarakat
d.spsualkan dengan peraturan perlJUan ataupun Perda yang ada. Penggunaan pendekatan penelitian

s sosioiogis dalam penelitian diharapkan memahami serta mengkaji tentang upaya penegakan hukum

ha peniberian'tindakan administratif dalam pesangga -an‘Analisis/ dampakiaiu lintas dengan-fokus Stud:
pameritahidaerahl kota-Malang terkait dengan beriakunya-pasal 11/(ayat-2) Perda
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lagiarism. detected: - 0,05%.http://liukum studentjounal.ub.sc b id; 49
Malang-No., 7 Tahun. 2010 Tentang

issDampak Lalu LintasJenis-dan - Sumber-D

lagiarism. detected:.0,08%. htips:/feprints.uns |d,’?0867/ +:4. more resources! id: 50

penelitiansini-meliputi data primer.dan,data sekunder.

er adalah data yang pertama kali di catat langsung dari sumbernya yaitu di.tempat penelitian dimana

is meiakukan penelitian tentang penerapan pelaksanaan tindakar-acministrasi datam pelaniggaran Analisis
akdelu lintas imelalui wawaricara

lagiarism: detected 0,04 % hittp://éprints:Uns ac.id/9460/H808-, id: 54
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janpihak-pinak yang berhubungan secara

urg: Sementara data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penelitl dari sumber data: Jadi
D3 data siap pakai dan telah tersedia sebelumnya yang terdapat dalam catatan Kantor Pemda Kota-Malang
snya Dinas Satuan Poiisi Pramong Praja dan sumber-sumber lain baik daiam buku-bukuliteratur maupun
umberlain yang terkaitdengam permasalahan yang'akan-diteliti baik'yang didz2pat melalu <tudi

entasi, kepustakzah dan.observasitermasuk dariiinternet mau pun-email-Populasi.dan,Sample

lasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit/kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti
ntukan populasi ditentukan dengan popuiasi-sampling, karena responden yang terkait dalairi masalah ini
hielas dantertentu; yeitu:Dinas Satuan Polis:Prameng Praja Kota Malang

k- Mengumpulkan Data

bengumpulan data berkaitan erat'dengan pendekataan peneiitian yang-digunakan.-Dalam penelitian ini
ehan data diperoleh dengan melakukan penetlitian lapangan. Renelitian/!apangan inimemakaiiehnik

han data sebagai berikut:Data primer digali dan digunakan unfuk membantudari responden melaluiteknik
Aancara dengan Indepth interview, dengan menggunakan Kuisioner bebas terpimpin yang teiah disiapkan
umnya biasanya-pewawancara hanya membpacakan-pertanyaan yang telakr aisusurn'dan pokok
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icaraan tidak boleh me']y:mpang dari dpa‘yang telah ditentukan. Seaangkan faktor-rakior yang

berngaruhi wawancara aritara-'ain- sebagai-berikut:

5na baik antara pewawancara den responden atau.informan;

mpilan pewawancara,

K pencatatan

tan-wawancara dalam penclitian i dilakukan dengan aparat yang terkait-dengan penegakan dan

awasan terhadap penerapan perapan sanksi dalam penangan _pelanggaran analisis dampak lalu lintas vaitu
bl PP kota IMalang.

rgkan

lagiarisny, detectea 1 0;04%:httpe:/fid. 42800k ,com/accument/wyen. |+ 2 ioreiesources! i:52
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sekunder adalah data yang diperoleh

urdokurmentasi dan studi pusiaka, seita daridinternetberkaitan dengan/pencrapan sanisi dalain penangar
agaran. Analisis dampak lalulintes. - Dan dokumeniasi yang dimaksud disini.adalah suaty tehnis

mpulan data dengan cara mengutip data data yang telah ada yaitu meliputi:

uran per

Juku-bukucditerature yarig: terkait-dengan-permasalahan

k-Analisis;Data

5is adalah suatu Kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu keberiaran atau ketidak
an-dari’suatu hipotesis. Batasan ihiditngkapkan dbahwa analisis data adalzh sebagai'proses yang

erinci usaha secara format untuk menemukan tema dan-merumuskan ide.

i-yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk-memberikan bantuan pada tema dan ide. Terhadap
uruhan-data yang bernasii dikumpulkan,-selanjutnya ciinvertarisir, diklasifikasi, darr dianalisis secara
iptikualitzlif dengan 'mengedepankan'nilai positivitais| Koherensi dan kemanfaatan: Teknik-Analisa akan
lagiarisny deteotedr0;04 % https//hukenmstudentjournalubacdr+ 7moredesolees! id:53
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digunakzan.dalam pénélitiansini adalah

. deskriplifanalisis, yaitt:prosedurpemecahan masalah-yang'ditelitiidengan cara rnenganalisis kemudian
arkan atay menggambarkan atas data yang dipereleh-dari-hasil pengamatan di iapangzanr, dan studi

a kemudian dianalisis dan di iterpretasikan dengan memberikan kesimpulannya.Definisi"-Oprasional
opa.ao.o..al digunakan-sebagai dasar dalam pengumpulan data’sehingga tidak'terjadi‘kebingungan
r dataryang diambil entuk menyamakan pemahaman daricara pandangderhadap penulisan karya tulis
ka.penulis memberikan pemela san-mengenai maksud dan focus penelitian: padaskarya ilmiah. ini adalah
a I berikut

erapen -sanks: adaiah pelaksanaan pemberian sanksivang dikenakan terhnadap pelanggaran administrasi
eientuan peraturan perundanganiyang barsifat adminis

Pelanggaran adalah

lagiarism detected: 0,05% https://luthfiyahrisdiana.wordpress...+ 2 more resources! id: 54
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kan yang.dilakukan oleh seseorang atau kelompok

) yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan.per
yang berlaku.Analisis Daimpak Laiu
atau unuaial n‘adzizh

4770/

1, detected 017 % hittps//hukum:studentjourhalubsaca s 7 moresesolioes! id: 55
A StudifKajian’ mengenzi-dampalk iaivlintas dari suatl kegiatan dan/ateuusaha terentu 'vang hasilinya
ngkan dalam-bentuk dokumen Andalalin atau, Perancanaan pengaturan.l.alu
BAB IV
BAHASAN
can Geografis/ Keta Malang
Malang adala
uotes detected: 6,25%.in quotes id; 56
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ah-keta-yang terletaly dirPropinsi-Jawa Timur, Indohesia.Kote initérletak 80 km sebelah selatan Suiabaya
\erupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang berada.di dataran-tingai
Ccukup sejuk, dan seluruh wiiayannya berbatasan derigan Kabupaten Malang. Luas wilayah-kota Malang
A 110,06 km. Bersama’dengan Kota Baiu dan Kabupaten Malang, Kota-Malarng merupakan bagian-dari
tuanwilayah yang dikenal-dengan !\"a!ang Raya (Wilayah-Metropolitan Malang). Wilayah Malang Rava
berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di. Jawa. Timur setelah
bang kertosusila. Kawasan'Malang Raya dikenal sebagai salan satu daerah tujuan wisata utlarna di

esizl) Sedangkan untuk daerah Kota Malang sendiri-berpenduduk sekitar 200:000 jiwa Kota Malang. yeang
ak pada ketinggian-antara 440-667 meter diatas permukaan.air laut, merupakan Salah satu. keta tujuan

a di Jawa Timur kKarena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya ditenqah tengah Kabupaten Malang
a astronomi terletak 192,06"=112,07" Bujur Timur dan'7,06" - 8,02" Lintang-Selatan, dengan_ tatas wiiayah
gc' berikut:Sebelah, Utara: Kecamatan Singosari daniiKecamatan hclar'g;,-om v(mur aten-Malang

elah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
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blah-Selatan: Kecarmatan Tajian dariKecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

elah-Barat | Kecamatan Wagir dan Kecamatan DauKebupaien Malang

dikelilingi gunung-gunung:

ng Arjuno di sebelah Utara

ng-Sereru-di sebelah-Timur

ng-Kawi: dan Gunung Panderman di Sebelah Barat

ng Kelud di sebelah Selatan

tan’lain kota ini adalah kota bunga, dikarenakan pada zaman dahulu Malang dinilai sangat indah aan

kdengan'banyalcpohcn-pohon dan-bunga 'yang berkembang dan.tumbith dengarindah dan asri
perkembangannya dari waktu-ke waktuy ternyata kota Malang bergeser:statusnya-bukan hanya sebagai

nga tetapi dikenal juga sebagai kota belanja, karena banyaknya mall dan factory, outlet yang bertebaran

ta‘ini:' Hal inilah yang menjadikar-kota Maiang dikenaliuas memiliki keunikar, tersendiri yakni-disamping

gai Xota:Pendidikan ternyata-tanyvak juga-tempat-tempat wisata yarig sangat dikenzi-diseluruh pelosok

air .Profil Wilayah Kota Malang

Malang sebagai

satu' daerah otoriom’dan merupakan kota besar di dawa Timur yang'saat- dapat dikatakarrsudah

dekati keta imetropolis: Sebagai kota besar, asama-dengan Jaerah lain Malarig tidak lepas dari

asalahan; sosial dan lingkungan yang semakin berkurana kuwalitasnya. Kota yang-pernah dianggap

ipunyai tata kota yang terbaik diantara kini sudah berubah dimana banyak dikeluhkan warganya seperti

acetan dan ketidak teraturanya-laiu lintas,; suhu udara yang mulai panas, sarmpah yang berserzkan banyal

eharan para-pedadang kakilima. Namun terlepas dari berbagaipermasatahan tata kotanya, pariwisata kota

ng masih-mampu menarik perhatian tersendiri.Dari sisi geografis Malang diuntungkan oleh keindahan

daerah sekitarnya seperti Batu dengan Agrowisatanya, wanana-wahana tempat wisata yang‘sangat

prilcuntuk dikunjungi sertassitus-siius purbakala peninggatan seiarah dari kerajaan Singosari/ Jarak tempuh

iidak jauh-ketempat tujuan - membuat para pelancong,atau wisatawan.menjadikan-kota .ini sebagaiiempat

jah sekaligus tempat belanja yana menyenangkan. Munculnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang

ar-ini-akhrnya mampu-mengubah 'Korisep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahian’ menjadi kota

jaeadaan Penduduk

Malang.selalu mengalami kenaikan.jiumlah penduduk tiap tahun.l.aju. pertumbuhan penduduk tahun, 2010

sar 0,08 persen. Berdasarkan iaju pertumbuhan tersebut jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2015

pyeksikan sebanyak'851.298 jiwa.-Jumilah-penduduik-Kota-Malang dari tahun' 2009'hingga tahun 2015

ra’ berurutan adelah Tahun 2009 sebanyak 820.857 jiwa, Tahun 2010 sebanyak-820.243 jiwa, Tahun 2011

nyak 827.297 jiwa, Tahun 2012 sebanyak 845.252 jiwa, Tahun 2013 sebanyak 845,683 jiwa, Tahun-2015

nyak 647.786-Jiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 852.219 jiwa

paran Umum' Satuan/Polisi Famong Praja Kota Maiang

ah

eradaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejak Vereenigde Qost-Indische Compagnie (VOC) tahun

) menauduki Batavia dibawah pimpinan Gubérnur Jendral-Pieter Both, bahwa Kebutuhar untuk memelihara

traman dan ketertiban penduduk diperiukan, karerna:pade waktu itu kota Batavia sedarig mendapat

dgan secara sporadis dari pasukan.lokal dan tentaia.Inggris sertaimeningkatnya gangguan.penduduk yang

pa pencurian, perampokan dan perkelahian. Untuk menyikapi hal itu, VOC membentuk BAILLUW,

Acam-Polisivyang-merangkap-Jaksa dan'Hakirn yang-bertugas ‘menangani perselisinan hukum-yang timbui

2 VOC dan warga sertaimenjaga Ketertiban dan Ketentraman werga Pada imasa pasca Gubgnur Jendral

s, BAILLUW dikembangkan dengan dibentuk satuan yang:lainnya yang disebut Bestuurs. Politie atau

i Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat kawedanan untuk tugas ketertiban dan

traman/keahanan. Selanjutnya merjclang akhir era’kclonial; 'dalam’'hatinipada masa pzanjajahan

ng.-organisasi kepolisianmengalami perubahan besar,dan dalam prakteknya-menjadi tidak jelas, cimana

ra, struktural Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bencampur baur fungsi dengan kemiliteran. Pada

kerneirdekaan yang ilepatnya setelan Prokiainasi Kerrerdekaan pada‘tanggal’ 17 Agustus~1945, Poiisi

ong Prajaietap menjadi bagian Organisasi Kepolisian karena belurri ada secara definitiimengalami

rapa-peroantianinama namun tugas dan fungsinya:sama.Pada tahun; 1950.secara konstitusional

anpkan dengan-Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara

i dengan sebutan’ Satuan-Polisi Pamong Praja. Pada tahun-19€0,-dimulai pembentukan Kesatuan Palisi

ong:Praja di”
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awa dan-Madura dengan dukungan para petinggi mititer. Tahun 1962, namanya; berabah menjadi Kesatuan
r-Baya untuk membedakan: dari kerp kepolisian negara seperti yang. dimaksud dalam UU No. 13 takun
tentang pokok-pokok kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar

. istilah 'Satpol PR mulai terkenal ‘sejak pernberlakuan

lagiarisny detected i 0)08Yhitps: fekasumanvanto wordpress.ooml.) 4 2/more lie36urces! i (57
0.5 Tahun 1974 teritang Fokok-Pokok Pemerintahan

raf Dan dalam UU

lagiarisny deteoted 0072 %: https//satpolpp malangketa.gosid/fu I id:58
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P2 Tzhun 1999, Satuan-Pelisi Pamong Praja sebagai



Bt Femaa Visi dan Misi
ariSatpel PR adalah

lagiarism; detected 10,13 % hittp://malangketa.go.idpemerintaha.. idi 58

judnya Satvan Polisi Pemong-Prajayanghandal dan professional dalamimensgekkan perdadan
tusan Walikota serta menunjang

tanta ketentraman dan ketertiban-masyarakat
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uotes detecied: 2,63% in quoies. id: ©

o
<

dari-Satuan-PolisiPamong Prajaadalah :Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman'dan
iban-umum, penegakkan Perda/ Peraturan Walikoia dan-Keputusan Walikota;Pelaksanaan kebijakan
eliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

sanaan-penegakan Perda, Peraturan Waiikota dan Keputusan Walikota;Pengawasan terriadap
yarakatagar memsztuhicdan mentaati Perda, Peraturan Walikola/dan Keputusan -Walikota;Peleksanaan
dinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman.dan ketertiban umum serta penegakan Perda,
turan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian NRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
atau aparatur lainnya;Felaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan
ota dan-Keputusan Walikota;Pelaksanzan \pengenibengan Kemampuan-organisasi meliputi nembinaan
onil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana:dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
usunan iaporan dan evaluasi pelaksanaan-tugas.

wi-Qrganisasi

enang Satuan Polisi Pamorig Praja

asarkan Peraturan_Menteri.Dalam Negeri Republik.Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Polisi Pamong
h berwenang:a. melakukan tindakanp

ivan nonyustisial terhadap 'wargamasysrakat, aparatur ataw badan hukurs yang melakukan pelanggaran
Perda dan/atau peraturan kepala-daerah;:b, menindak warga masyarakat; 2

ur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;c. fasilitasi dan
pberd

n-kapasiias penyelenggaraan penindungan/ masyatakatd; meilakukan tinda

benyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatui, atauv. badan hukum yang; diduga melakukan

ggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dane. melakukan tindak

dministratif terhadap warga masyarakal, aparatur, alaw badgan 'hukurn yang-meiakukan pelanggaran ates
a-dan/atau peraturan kepala:daerah.Fungsi Satuen Polisi-Pamong Praja
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sunan perencanaan dan peiaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Waiikota dan
tusan'Wzlikota, penyeienggaraan ketertban- umum dan ketlenteraman/masyaraxat serta 'perlindungan
yarakat;

5anaan koordinasi.penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyeleggaraan
ibari-umum dan-Ketenteraman’ niasyarakat gengan Kepotisian,’PPNS 'dan'/ atau Apaiaturiainnya;P
anaan pembinaan PRNSDaerah;P

sanaan-penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penecakan Perda, Peraturan-Walikota dan

tusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
yarakat sesuai'dengan ketentuan-peraturan perUlan;F

lolaan perigaduan imasyarakatdi-bidang penegakan-Perda | Reraturan Watiketa dan Keputusan Walikota;
elenggaraan ketertiban umum dan keten teraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;P

wasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda , Peraturan
ota dan-Keputusan Wailkota;"
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rapan sanksi'administratif-datam pelanggaran atauproblématika Andalalin di'Kota MalangPengenaan

sl administratif merupakan tindakan-persuasif dan tindakan represif yang ditakukan-oleh, Satpel,PP ferhadap
obyek berupa orang, barang dan tempat. Dikatakan persuasive karena sebelum satpol PP melakukan
ibari'pepresif’, sesuai dengan standart operasional satuan polisi pamong Praja’'maka dilakukan pemberiari
e pertama; Kedua dan ketiga. Kepadd orang

agiarisms, detected y0;04%: hittp://$émarang.bpk.gotidhwp=corten.:. id: @4
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badan hukum yang meianggacketentuan

h,«emudian rnemberikar surat-teguran pertama , kedua dan‘ketiga agarorarg/ bedan hukom:iersebut
menertibkan.diri. Jika peringatan-tidak di.indahkaiv maka harus dilakukan.di adakan represif, yakni

iban berupa penghentian atau penutupan kegiatan sementara‘'maupun tetap dan atau pembongkaran'atau
bscngan. Pernberian teguran-ini adalah sesuai dengan Peraturan

lagiarishy deiected 0,06%htips/saipolpp malangkota.gol /. id: e
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eri-Dalam Negeri-Nomor 54 Tahun 2011 tentang

.("

lard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.Salah'satu/fungsi Satpot PP adalah melakukan



lagiarism detected: 0,05% https://alghif.wordpress.cor/2011/0.:. +7 more resources! id: 63
jawasan-terhadap masyarakat-agar mematuhi dan meritaati

h termasuk melakukan pengawasandernadap kegiatan’ pembangunan tyang ditakukan oleh masyarakat,
tujuannya adalah supava-kegiatan pembangunaniiersebut tidak mengganggu darnmenimbulkan masalah
ama yang berdampak pada terganggunya lalu lintas disekitarnya.Meningkatnya pembangunan dan
bahinya juimlah Kendaraan bermotor di kota-Malang dapat rmenimbulkan perimasaiabhan publik, mulai-dari
rangnya-ruang terbuke tijau; perubahan bentuk tate-ruarig kota, hinggayang-sering dialami yeitu

cetan lalu lintas. Selain.itu. pemerintah, juga gencarmelakukan nembangunan khususnya di bidang

bmi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan ruko yang luar biasa pesatnya di satu sisi menjadi indikasi
tumbuhiiya per-ekoricmiarn,-etapi juga menimbulkan-masalah'baru. Misainya:-D

lasitanah;?

ipitan_ruas jalan; K

etan‘iaiu lintas.Ditinjau dari Perda
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lagiarism’ aetected: 0,08% http://hukurn.studentjournal-:ub:ac:i.../+ 2’more resources! id: 64
Maiang No. 7-Tahun 2010 tentang Analisis’'Dampak Laiu Lintas,

utkan banwa

uotes aetecied: 0,33% in-quotes. id: 65

Bp pengembang/pengusana pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak
intas yang dapat rmempengaruhi fingkat pelayanantyang diinginkan, wajib’ dilakukan analisis dampak talu

5. Sehinaga-hasil analisis dampalclalu lintas, yvang akan menjadi salzh: satu-syarat bagi
jembang/pengusaha untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan."

karena itu, sebuah saran bahwa pemerintan memiliki kewajiban untuk dapat bertindak lebih tegas serta
agai pembangunan fidak merubah ‘pola ruang kota, yang dapat'menimbulkarntnasalah publik. - Pengusaha
ushyajugamampumembuat rericana permbangunan yang efekitif dan efisiern - Khususnya fahan parkir yang
adai. Agar konsumen yang datang,.tidak parkir sembarangan. Karena jika parkir. sembarangan.juga dapat
umbang kemacetan.Dalam peraturan per

perundang-undangan-Ana

uotes detected: 6,87% inquates! id.'66
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falu'lintas diatur dalaiy pasal 29 =107 UU No.-22-Tahun 2009 {entang-Lalw lintas dan-angkutan
jaturan lebih-lanjut-diatur dalamy PR No. Republik lndonesiz nomor 32: Tahun 2044 Tentahg

eiemen dan Rekayasa analisis dampak serta menciemen kebutuhan lalu lintas. Sedangkan di kota,Malang

ng andaialin sudah ada landasan yuriagisnya yaitu Perda Kota Maiang No. 7 Tahun 2010 teniang anaiisis

pak 1allfintas. Berdasaikan pasai’2 Perdaliersebut disebutkan bahwa setiap pEngembang/pengusana

t kegiatan dan atau,pemukiman vang berpotensi menimbulkan.dampak lalu lintas vang dapat

pengaruhi tingkat.pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu. lintas."Dan hasil

sis‘dampak ialu lintas' tersebut-merupakan saiah satu syarat bagi pengernbang/perigtisaha urituk

dapatikan: ijin mendirikan bangunan:ebindanjut disebuikan dalam pasaidiPerda Kota-Malang:No. 7-Tahun

) tentang-analisis dampak.lalu lintas bahwa kriteria kegiatan:atau usaha dan kegiatan.vang wajib msmiliki

sis dampak lalu lintas adalah sebgai berikut:P

ahan,A

emen/kondominium; T

uko/kantor/rumah: kantorP,

perbelanjaan/pasar/perkantoran,iH

10iel/penginapan,R

sakit/klintk; |

tri/pergqudangan, S

h/perguiuan tinggi, T

plrkursus; R

an/rumah makan,G

g.pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga, T

allpoo! kendaraan/gedung parkir, B

et kendarzan berrmotor-dan/atau Stasiun pengisian baham:bakar umum/gas

han. di

kukannya Perda Kota Maiang No. 7 Tahun-2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, tentunya dapat

adi-pedoman bagi pengembang dan-penguszha untulc melaikukan-kegiatarr pembangunan. ' Karena kondisi

embangan pembangunandi kata-Malang semakin-bertambah banyak dan-hampir seluruhnya

pakibatkan arus lalu lintas yang meningkat. Dalam rangka penataan pembangunan, sesuai dengan rencana

uang witayah, rencana-rinci tata ruang, dar guna tercapainya penataan kota yang asri serta ketertiban

yarakat maka perlu pedoman-yarg mengaiurmengenaitata teriib penyeienggaraen bangunandi koia

ng.-Untuk mendirikan suatu bangunan gedung, agar-sesuai persyaratan-administratif dan persyaratan

s.serta pembangunan yang.berwawasan lingkungan, maka_periu untuk melakukan.penataan dan

rtiban bangunan-dalam'wiiayah kota Malang.Secara fakiual kondisi'di kota-Maiang saat ini-derigan
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inbanyaknya perkembangan’ pembangunan baik untuk usaha maupun termpat tinggal yang tidak teratur
wenimoulkan dampaklalwlintas yvang meningkat akicattbenyaknya suatu kegiatar -dan/atav usaha pads
r-unsur jiaringan transportasi.ialan, maka diberlakukannya Perda Kota Malang No:7.Tahun.2010 tentang
sis Dampak Lalu Lintas memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengatur setiap kegiatan dan/atau
a dan'suatu pembangunan berkaiian dengan pemanfaatan ruang-di dalam-suatu kawasan-atau lokasi.
-a wmum tujuan dilakukannya-amdatalin adalah uniuk:
yrekdiksi dampak yang ditimbulkan suatu penmbangunan kawasan;
entukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi
bt penhgembangan bary; Menyelaraskan keputusan-kepuitsanrmengenaitaia guna‘lahan'dengan kondisi
intas, jumiah dan lekasiakses, serta-alternatif peningkatan/perbaikan;:
gidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan
ek yeng diusulkai;
hgabalatipengawasan.dan evaluasiterhadap pelaksanaarn:manajemen.cdan-rekayasa dalulintas.

REPOSITORY.UB.AC.ID |

I

5anaan Perda di lapangan, Perda yang bersangkutan tidaklah sesuai harapan. ltu semua dapat dilihat dari
aganya-kesinergien antara dinas-dinas'yang berkaitan 'dengan/Andalalin, yang-dalam hal ini adalah-Binas
rjaam Umum; Badan Pelayanan Perijinan-Terpadu,:Satuan Folisi Pamong Praia; sena Dinas
ubungan..berdasarkan penelitian-yang dilakukan terdahulu, bahwa;sejak diberlakukannys Analisis

pak Lalu Lintas dari tahun 2007 sampai sekarang dapat dihitung hanya berapa bangunan yang sudah
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jan-melihat perkembangan pembangunan di KKota Malang saat-inilyang mana telah-banyak didirikan

btan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin,.salah satu contohnya adalah Ruko (rumah toko)

n tidak sesuai dengan-jumlah-ijin’Andaialin yang dikeluarkan olefiDinas Pertiubuingan. Conton lain seperti
yangd tesebar disepanjang jalan Kedawung,/ riko sepanjang 'sepaniang jalan Sukarno Hattajalan ciliwing
banyak lagi ditempat lain. Inti-pokok permasalahan.dari dampak di atas. adalgh tidak.adanya kesinergian

a. dinas terkait, dengan kata lain dinas-dinas berjalan sendiri dan memiliki pedoman peraiuran masing-

ng dan-juga‘kekurang tahuan pihak ‘pengembang/pengusania akan' pemberiakuan -Perda Kota-Malang No.
un-2010 Tentang Analisis: Dampak Lalu lintas. Kendisi‘inilah yang menyebabken semakirzmaraknya
acetan terjadi.di mana-mana apalagi pada hari-hari:libur dapat kita jumpai.teriadinya kemacetan yang

at parah.N

berdasarkan penclitian di'lapangan, tidak semua bangunan/pengermbang/pengusaha‘’yang belum
urusHijinc Andalalin. Peneliti dapetmemberikan conioh-melzluirnarasumber:sailah satukaryawan

embang Apartemen Melati bahwa menurut beliau-ada mematuhi tata. cara mendirikan sebuah

a/kKegiatan dengan benaryang rencananya akan dibangun di jalan Mayjen Panjaitan kota Malang yang
hrraemiliki‘ijin ‘Andalalic dan Eelum’ dilakukan pembangunaniapartemencyang bersangkiutan. Apaternei
titersebutidari pihak pengembaria sudah-mengurus seluruh iiin baik dari. Dinas Pekerjaan Umum (DPL)),
hn Pelayanan Periiinan Terpadu (BP2T), maupun Dinas Perhubungan. Menurut narasumber, ijin Andalalin
sesuai dengan aturan yakni-bahwa“sebeluimijin Andalalin 'dikeluarkan, hiarus“idak ada pernbangunan
oersifat-fisik Baru setelahijin-Andaialin dikeiuarkan-pihak pengembang/pengusaha dapatimemulai
sanaan.pembangunan bangunan yang bersangkutan.

hlam tata cara-pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas, awainya pemohon harus megurus ijin ke Dinas
ijaan-Umum untuk rencana mendirikan suatu' bangunan

e Planning. Setelah mendapat ijindari DRU; pemeahon mendapatkan Keterangan Rencanz Kota daii-DRU
biasa disebut AP (Advice Planning), Fungsinva untuk dapat mengurus IMB ke BP2T, karena sebenarnya
mendapatkan VB itu sendiri'pemohon harus memiiiki KRK yang mana sudan diatur dalam’ Perda Kota
ng‘Nol4Tahun 2011 Tentang Rencana Tata‘RuangWilayzh Alur.rnengurus KRK cukuplah mudah yakni
phon-hanya-mengisi formulir perrmohonan-yang sudah disediakan di:DPU untuk-mengisi identitas peimohon
rta syarat-syarat yang diperlukan-yaitu: Foto copy.surat tanah legalisir

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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KT legalisiifaslinya; Surat Kuasa di'atas Meaterai(Bila dikuasakan padaicrang-lain);- S
irlokasi; Gambar; Rencana Bangunan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemohon selesai melengkapi persyaratan di atas, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengukuran ke
i yang dilakukan'oleh bidang pengukuran-yang merupakan orang-orangteknis'ahli'dalam pengukuran.
icana bangunen dinyatakan {ayak, maka DPU bidangPerngukuran menyerankan berkas penilaian-pada
i perijinan untuk dikeluarkannyaijin KRK, lalu bidang rekonstruksi berperan dalam, pengawasan

angunan serta mengeluarkan cetak biru-untuk diberikan pada pemohon.

inilan yang dibuat untuk mendapatkan ljin-Menhdirikan Bangunan (IMB).di Badar-Pelayanan Perijinan
duABP2T).-Namun-dalam KRK tidak - mencantumkan.Analisis,Darmpak Lalu Lintas sama sekali, Sefelah
eluar sesuai dengan jenis usaha-yang akan dibuka oleh pengembang dengan syarat dasar adanya-UKL -
maka harus mengurusijin’amdal-dai ijin ‘Lingkungan dimana BLH-(Badan Lingkungan Hidup) yang
nzngiialujika seluruhk

lah, selesai diurus dan dinyatakan sesuai prosedur, - maka pengembang/pengusahabaru mengurus iin
lalin di Dinas Perhubungan.Dengan melinat fakta tersebut diatas pengurusan perijinannya juga lumayan
namun’‘demikian-sudaiy selayaknya‘semua proseduriersebut harus dilakukarn: oleh 'karena'itutidak hieran
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oanyak pengusaha atau pengemb' ang'tidak mengindankan ketentuan ‘perda'tentarig-amdaialin. Tetapi
melihatkondisi yang eda-di jalanan-maraknya terjadi kemacetan diimana-mana: tentunya sudah

aknya nenerapan sanksi.administrasi harus dilakukan, mengingat keadaan yang terjadi di Malang sudah
dikatakan kernacetan ialu lintas vang terjadi sudah sangat mengganggu kenyaman para-‘pengguna
Sanksi-administrasi'ini‘'secara yuridis sudzh diatur dalam-pasal 11-Ferda

REPOSITORY.UB.AC.ID |

’ agiarisny detegtedi 0,07 % htipd/mukum/stadentjournal ubaciil\+ 2mdrétiesolirdes! id: 67
Malang Noe. 7 tahun' 2010-tentang Analisic Dampak
ntas yang berbunyl sebagai'berikut
uotes detecied: 0,43% inquotes id:(68

hda pengemband/pengusaha-yang tidak melaksanakan kewajban:kewajiban baik secara sebagian aiau
vhnya yang tertuang dalam. dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan-segala akibat
minya.Kepada pengembarg/pengusaha yang tidak meiakukan Andalalin-dapat dicabut ijinnya-dengan
la.akibat-hukurnnya

eium-dilakukan pencabutaniijin.harus diberi peringatan, 3 (tiga) kali berturut-turut yang, masing-masing
gatan berjalan 7 (tujuh) hari sejak diterima:
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naar'sanksi administrasi-dari-pelanggaran Perda tersebutl 'secara operasional fnenjadi'wewenang uuri
b|-PP Wewenand pengenaan sarksi administrasi yang dilakukan olsh Satoo PP-kota Malang merupaks
an represif non yustisial dan merupakan tindakan-eksekusi terakhir dilakukan tindekan preventlf berupa
lagiarisim’ aetected: 0,04% http://saipoipp ralangkota.goid/iu... id: 69

an Polisi Pamong Praja’ Kota Malang
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mempertahankan untuk lepifrmemperbesal dalam sariksi non yustisial terhadap para pelanggarnya,
aproses pemberian sanks! administiasinya tidak memakan waktu yangiama; prosesnya tidak rumit.
dingkan-dengan sanksi yustisi

lagiarism. detected:.0,05%.hitps://indonesiacompanynews.wordpry..; + 2 more resqurges! id: 70

memakan waktu lama-dan preses.yang

tapi putusan hakim tidak-seberapa sehingga parapelanggarnya tidak jera dan.cenderung untuk
ukannya lagi.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republikindonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standard
Bsicnal-Prosedur-Satuan Polisi-Pamorig Praja menjadi-dasar-adanya peringaian-teriuiis,
ertian/penutupan kegiatan sementara/selamanya; pemborigkaran/pemngescongan sepertiyang ada di
rPerda Kata Malang No.. 1, Tahur;2004 Tentang Penyelengaaraan Bangunan juga meniadi.dasar dalam
2 tentang Amdalaiin dalam kerangka penerapan sanksi administrative. Lebin Ianjut dikatakan'dalam
ancara ‘tersebut bahwa pelaksanzanpenerapan sariksi-administrative' terkait amdalalin dilaksanakantidak
merta tetapi mulal proses-bertahap yaitu pertama-tamardilakukan dengan pembel.an teguran pertema
dan ketiga keoada orang/badan-hukum yang melanaggar, kemudian kalau tidak diindahkan dengan
berikan surat peringatan ‘pertama; kédua dan ketiga agar orang/badan hokumi tersebut secara persuasive.
a kerll a-parz pelanggar dipanggibuntuk memenuhi panggilan 'Satpol PP maka! pelanggar harus segera
an uk'w penggilan tersebut yang kemudian-untuk dibuatkan, berite .acara klarifikasi, setelah selesaiproses
k33| langkah berikutnya adalah si oelanqqar ke instansi terkait untuk menyelesaikannya. Jdika si pelanggar
itikat baik, maka |a'lg,\a} berikutnya yang sering-dilakukan oleh Satpoi-PP'adaiai’ melakukan

fen/ pemberhentian-kegiatan sementara dan apabila pelanggar masih juga membandel:maka baiu
pkan.pasal 11 Perda

agiarism detected: 0,05% hitp://hukum,studentjournal.ub,ag.i... id: 71
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Malang.No. 7 Tahun 2010 tentang

hlalin dengan melakukan pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun dalam prakteknya
tuan'pencabutan ijin tersebut sampal penelitian ini dilakukan belum pernah dilakukan, tetapi-baru sampai
eringatan-peringatan.Dati keseluruhan' proses temuen'dilapangan dan‘hasil wawancara tersebut yang
kan oleh penelitl dapat-ditarik analisis:-mengenai pelaksanaan penérapan pasal11:Perda

lagiarism. detected:-0,07%: http://hukum;studentjournal-ub.ae;i, - + R moresesourees! id;

Q
=
o

MalangNo., 7 Tahun 2010 tentangAnalisis Dampak

ntas dapat dikatakan tidak efektif dalam penerapannya.-Rimana dengan-mehggunzkan teorinya Sderyeno
onto maka,ada lima faktor yang mempengaruhinya yaltu.Faktor hukumnya

r penegak hiukurmnya

I-sarana-dan perasarana

rmasyarakat

r budaya

r hukumnya
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M ‘merupakan sekumpuian norra-yang berisi'perintah-dan larangan bersifat mengikat dan“memaksa
akanuntuk-mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilarisertia kenyamanan
aibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek:pelaksanaan hokum. difiapangan tidak dapat

eadiian; kepaslian;, kemaniaatan-tidak-selalu berjalan'selaras,

| REPOSITORY.UBAC.ID |

lagiarisny detected 0,072%https/docplayertinfe/21 5185 -8nl 0 #\S mdre résotirces! id: (73
ng‘.ae:n kepastian-hukum 'mercpakan-suatu prosedur-yangtelah ditentukan secara
ri.' harus memitiki-kemanfaatan bagi semua crang dalam pelaksanaannya dimana fialterseout
secara proporsional; Dalam ketentuan DE‘ raa
L detected:-0,05%. http://mukum,studentjournal.ub.ac¢, - id: 74

7 Tahun 2010 tentang
lalin tersebut-pengurusan-dokunmen-amdalalin ternyata sangatrumit- sebagaimanaiercantum dalanipasal 4
berbunyi sebagai berikut:Analisis-bangkitan dan tarikan la

as aan-angkutan-jalariSimulasi-kinerja lalu

tanpadan engan adanya-pengembanganRekomendzsi

lagiarism;, detectedy0;12% hittps: Ffagrobumiindonesiax:weeb| e, id:
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encanadmplementasi penanganan dampak

@gung jawab.Pemda dan pengembang/pengusahardalam nenanganan dampak rencana.pemantauzin dan

asiDari.isi pasal tersebut.jelas nampak bahwa betapa rumitnya pengurusan dokumen.amdalalin, belum lagi
perigurusan dokumen'ini harus melibatkan

lagiarism’ aetected: 0,04% http://hukurn.rialarigkota.go.idrdownl... id: 76
aga Konsuitan' yang memiliki tenaga ahli

rtifikat sebagaimana tertuang dalam pasal Perda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan

lagiarisin’ aetected: 0,04% http:7/hakurn.studéntjournal-ub:ac:i... id: 77
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ak para ‘pengembang/pengusaha yang tidak

urus'dokumen anaqaialain karena secara substansiai Perda ini sulit diterapkan.Fakior Penegak Hukum
Iini berasal'dari calarr pem,gak hukumnya sendiriiyang membentuk dein mensrapkan hukurn'dengan kata
dzlah, struktur pelaksanany

lagiarism. detected:-0,07% http:,//r.'ocplayer info/215435:|i-tin.,. # 9 more resourges! id: 78
erhasilan-dalam penegakan hukum.adalah. mentalitas atau kepribadian penegak-hulkum

identik-dengan, perbuatan dan peranan penegak hinkum iika-suatu peraturan sudai baik
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irkualitas petugas kurang.baik,.maka

saja hukum. itu tidak dapat berialan dengan baik.Terkait dengan penerapan perda;amdalalin, ini

aisarkan penelitian yang dilakukan di lapangan kualitas dan kuantitas kierja penegak hukum aalam hal ini

h Satpo: PP kota-Malang sudah baik'dan-sesuai dengan tupcksinya. Hawu saja karena kewenangan yang
adi tanggung jawab lemataga Setpaol PR ini sebagairaparatunnegara yang harus renjaga ketertiben dan
gakakan perda sangat banyak dan penerapan sanksi administrasi amdalalin.lumayan rumit, maka dapat
gerti banwa masaiah penerapan sanksi-amdalalin ini‘tidak bisa berjalan‘’dengan efektif apalagi dengan
hanggota Satpol PR yang terbatas.Fakior Sarana dan’'Prasarana

a2 dan prasarana yang-dimzaksud-disini adalah mencakup-tenaga manusia,

lagiarism. detected:-0,05%- https:/fppkn34 files.wordpress.com/.... 4 4 more.resources! id;
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isasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

ebagainya.

a filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Sehingga upaya pembangunan
t mustatiil-terlaksana'jika-ketertiban-urnunvdan ketenteraman masyarakat beium direaiisasikan. Satpoi Pr
akan perangkat utama:begijalannyaroda pemerintahan: Diiihat dari jumiah Saipo PP Kota Malang baru
19.personel, baik yang berstatus-pegawai negeri sipil (PNS) maupun :Banpol PP. Padahal idealnya;jumlah
nil adalah 450 orang. Sehingga dapat dikatakan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, hingga
nirmasih-kekurangan ratusar personel yang bertugas menegakkan Perda di wilayan.Selan’ jJumlah

nel, fanjutnya; kantor Satpo! PP juga membuthkan-anggaran yand cukup tesaruntukmengoptimalkan
a;termasuk dalam upaya menegakkan

h. Kebutuhan anggaran itu, digunakan urituk menambah sarana dan prasarana, pembangunan gedung

a tertahap'serta merambzah-jumiah-personel. digunakarn untuk gaijl serta untuk biaya seragam dan
sional;-serta pengmbahan mobil operasional. Fakior-Masyarakat

rkeempat berasa! dari

arakat yaitu-lingkungaridirnana aturan tersebut diberlakukan yang pada akhirnya digunakarn
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mencapai kedamaian-di-dalam masyarakat. Setiap

sia gtaukelompek manusiatentunya

agiarisny detected 1 0)07%:hitps/docplayeninfe/215185:iinlQ 6 mdre resotirdes! id.82
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punyai kesadaran hukirm, persoalan yang timbul adalan' taraf kepatuhan

|

Ir'talkkepatuhan yang iinggi, kepatuihan yang sedang atau kepatunan/yang karang.Adanya derajat
uhan-hokum masyarakt terahadap hokum

lagiarism detected:.0,06%. hitp://docplayer,info/2154 35-[i-tin. .. + 5 more.resources! id: 83
pakan-salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

lku masyarakat yang kurang mengetahui perannyaterhadap-penegakan-hukum; tidak. mendukung,;can
lagiarism detected: 0,05% hiip://sarmyendrahendy:-blogspot.co..,. #:;3.more resources! id: 84

kap.apatis serta menganggap tugas-penegakan hukum

ki urusan petugas penegak hukum. -Hal semacamiini juga terjadi pads masyarakat kota Malang,

vakan masyarakat belum mempunyai kesadarah dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan
bKnya pelanggaran banguhan-bangunan yang tidak memiiiki'dokumen ‘amadalalin dengan aiasan klasik
a-mergka tidal mengestahui perda tentang Amdalalin-tersebut.Faktor Kebudayaan

layaan adalah

lagiarism detected: 0,07% htip://knowledgeisfreee.blogspot.co.:.. + 6 more resources! id: 85

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

gai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

sia dalam pergaulan hidup; Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaaan mempunyai fungsiyang sangat
bagi-manusia dan masyarakat untuk

lagiarisny detectea: 0,26% httpr//docplayerinfo/21513%-H-tn: ' +10-more resources! id:'86
gatur-agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusiya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya
rnereka berhubungan /dengan orang lain, ‘Dengan demikian kebudayaar-adalah-suaty garis pokok tentang
Ak yang menetapkan, peraturan mengenai apa yang harus dilakukan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

payang-harus dilarang. Fakta.yang.teriadi terhadap-penerapan sanksi terkait. dengan.amdalalin iniiiclas
bak masyarakat kota malang sudah terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hal ini terlinat dari
knya para pengembang/pengusana yang melakukan pelanggaran’dengan-tidak raeriliki dokumen
laiin.

patan penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak.lalu

Hambatan disini adalah segaia sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan

aai idak-maksimal. Hambatan tersebut/bisa terjadi bzaik 'dalam’ prosedurai maupun-instansicyang
ngkutan: Sejak diberlakukannya Perda
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lagiarism. detected:-0,15%- hitp://ukum;studentjournal-ub.a¢.i, - # 2 moresesourees! ic; 87
L Malang-No., 7. tahun 2010 tentang Analisis\Rampakd.aly lintas banyak masyaraketmaupun

jembang/pengusaha yang masih belum mengetahui bahwa

Perda tersebut. Munculnya Perda.ini sebetuinya merupakan semata-mata

lagiarism detected: 0,15% http://hukum.studentjournal.ub.ac.i... id: 88

d dari bentuk penegakan hukum bagi masyarakat.terlebih bagi pengembang/pengusaha yang ingin
dirikan suatu bangunari-'yang dapat menimbulkan bangkitan ialu
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yang berdampak- pada kemacetan.Kondisi.di'Malang ‘saat ini'sering teijadi-kemacetari di rhana-mana,
itwsemakin bertambahnya jenis=ienis\usaha yang-dibuka oleh parz pengembang/pengusahsa yang
uat.semakin semrawutnya keadaan.lalu

, juga menjamurnya bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha baik itu bangunan yang
ataupun-bangunan -bangunan-yang-dirchabilitasi. Narmun-penerapan sanksi' administratif celum dapat
sanakan dengan baik haliini disebabkan karena beberapa fektor, yaitu fakter internal-dan faktor eksternal:
r-internal yang menjadi penghambat penerapan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% http://hukum.studentjournai.ub.ac.i... id: 89

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang

lalin adalah sebagai-berikut:Dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini belum ada peraturan secara

5 operasional yang seharusnya diatur aalam peraturan Walikotla. Karena daiam pasal 11 perda‘tersebut
rmeribadzakan pengenaan sarksioléh pengembarig/pengusaha anfara tangunan lama dan banguran:vang
didirikan.sedangkangkan dampalk-dari bangunan tersbut,.sama-sama, beresiko-menimbulkan dampak pada
cetan lalulintas. Sebagai contoh deretan'ruko yang.terdapat di jalan kedawung yang semuanya bangunan
pdalah-merupakan rehabilitasi dari rumah-hunian yang-tanpa-ada ijin amdalalin tetapi‘ketika bangunan
put:beruban menjadi ruko:make bangunzan tersebut wajio memiliki amdalaiin: Demikian juga:dengan klausui
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butan-ijin tersebut denga.n segala akibal fiukumnya.-Padahal akibat hokum dengan penicabutan ijin
putdentunya berdampak pada mobiiitas perekonomiari daerah semsntarakeberacaan ruke yang berhasii
banyak-menvumbang APRD

diperoleh dengan pembayaran pajak. Hal ini tentunya merupakan keadaan yang delematis antara
apan'sanksi atau-berjasa-dalam 'meningkatkan pendepatan daerah. Keadaan-ini tentu n/@ harus disikapi
AN bilak. Kordinasi antarinstansi terkaitpuny masih lemah beluim-ada komunikzasi yang saling bessinergi-dan
terkesan berjalan sendiri-sendiri

itnya-aiur pengurusan Ijin-ijin yang berkaitan dengan-amdalalin-dimana harus menyertakan pihak ketiga
hal Korsulten'yang bersertifikat; keadaan ini'tentunya’ jugamemberatkar
engembang/pengusaha-apalagijumlah konsultan.yang bersertifikat |un“'°hnya sangat terbatas dan
butuhkan biaya yang mahal.Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% http://nukum.studentjournal’ub.ac.i... id: 90

Malang No. 7'tahun.2010 tentang

hlalin'terkait dengan penerapan sanksi administrative adalag sebagai berikut: Kurangnya kesadaran dari
arakat-kota Malang khususriya-para pengermbang/pengusaha ‘atas perbuatanyang meieka' lakukan dengan
ukan petanggaran hukuny amdalalin

anya, sosialisasi Perda yang. bersangkutan pada masyarakat maupun pada pengembang/pengusaha. Hal
sebabkan tidak adanya campur tangan Pemda

lagiarism’ aetected: 0,11% hitp://hukur.studentjournal.ub:ac.i... id: 91

REPOSITORY.UB.AC.ID |

|

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Perda tersebut. Serta minimnya usaha untuk lebin
sosiglisasikan

h fersebut padahal banyak saranayang tersedia sebagai proses sosialisasi.Kurangnya partisipasi
arakat-akan pentingnya amdalalin:dengan; tidak membikan informasiataumelaporkan/ mengadu képada
| PP kota.Malang mengenai adanya pelanggaran.amdalalin.

i

ditakukan dalam.penerapan sanksi peianggaran analisis dampak lalu'liintasDokumen-Amdalalin ternadap
bangunan memang;terbukti merml.ki andil.yang besar dalam.penataan bangunanyvang dapat mencegah
cetan lalulintas. Akan tetapi dengan kondisi kota Malang yang semakin hari semakin bertambah jumlah
/kegiatan-yarig dapat menark suatu akiifitas banyak'dan’cerakibat pada kemacetarrmenjadi-nal yang
penting bagi pengusaha

embang, mereka hanya menginginkan bagaimana usaha dan kegiatan mereka segera dapat berjalan,Dari
pengamatan dilapangan dapat diketahui

lagiarism aetected: 0,1% nttpr//mukum swdentjournalitiv:ac.i.:. id: 92
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a setiap instansi yang terkait dalam ijin mendirikan suatu kegiatan/usaha bekerja secara individu

dak ada saling berkomunikasi. Iniiah yarg menyepbabkan tidak sedikit para pengemnang/pengusaha yang
memiliki' jjin mendiriikan bangunan niamun tidak memilikisijin-armdaialin’ demikian juga'sebaliknya.

an ketidak-sinergian

lagiarism. detected:-0,13%. http://hukum,studentjournal.ub.ac i, .- id: 93
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71

instansi-inilah yang menjadi-fakior minimnya, kepemilikan dokumen-Amdalalin. yahg-dikeluarkan berbeda
dengan kondisi pembangunan

ni. Untuk meminimalisir hambatan tersebut' maka
lagiarism detected: 0,04% http://lib.unnes ac.id/7363/1/10427... id: 94

dilakukan _hal-hal sebagai berikut;

i. Hambatan Internal

uhkan psn\ddtl ran penerapan sanxsi terhadap pela..g aran-Amdatalin yang te terperinci'dan bersifat
sicanai danjelas terhadap pelandgarannya yang disesuaikandengan jenissjenis bangunannya sehingga
at.perbedaan penerapannya. Dan hal tak kalah pentingnya supaya penerapan sanksi tersebut bisa
asional maka diperlukan penambahan personil dalam penangan penegakan Perda, sekaligus tersedianya
aran yang cukup /ang diperguna<an-uniuk menunjang kinerja 'Satpol PP.Jatinan-kerdinasi yang kuat-antar
st yaing terkait/selalu dilakukan mengingat prosedur-peroiehan perijinan-melatuimekanisme yang

tkan antar instansi yang diharapkan pengurusan ijin amdalalin dapat dipermudah.

5 ada sikap tegas dari Satpol PP untuk menindak para peianggar amdalalin’dengan berpedoirian pada
tuzin atau peraturan per

yang berlaku tanpa;pandang buiu.siapa pelanggarnya.Solusi-Hambatan Eksternai

lukan campur tangan Pemda untuk ikut serta mensosialisasikan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% hitp://hukum.studentjournal-ub.ac.i... id: 95

Malang No. 7-tahun.2010 tentang

alalin' kepada masyarakat luas bahwa setiap pelanggaran amdaialin dikenai sanksi yang tegas, harapannya
h supaya tercipta-kesadaran-hokum-masyarakat akan pentingnya-dokumen amdalalin.Cibutuhkan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

.("



anian dan pariisipasi dari-masyarakat untuk melaporkar kepada Pemda apaciia disekKilar ternpat tinggainya
ermnpat lain yang terdapat-indikasi-gelanggaran amdalalin:Limana pelapornya-mehdapalkan, perlindungan
i-dari Pemda setempat. BAB

lagiarism detected: 0,07 % hitps://core.ac.uk/display/78648252 + 6 more resources! id: 96
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asarkan-uraian dampembahasar-yang telah

kan diatas, maka dapst diceroleh kesimpulan sebagai berikut:
rapan sanksi administrative pada pasal 11 Perda
lagiarism detected: 0,07% http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...’+ 2 more resources! id: 97

Malang No. 7' Tahun 2010 tentang Analisis Dampak

ntas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi'‘daiam pemberian
idalaiin ‘dimana narusriya ijiri amaalalin diperlukan oleh pc:ngembang/pengusaha adalah *ebqgal syarat
merperolen ijin mendirikan-hengunan tetapi faktaaya IMEB dapat dipercieh tanga adanya din amdaiziin
akta yang lain bahwa pembangunan dilaksanakar setelah IMB. terkit tapi faktanya pembangunan dilakukan
al. menunggu iMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil
ada di-Satpol PP-lerpatas'sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya oangat banyak yang
hanya menegakkan Perda saja sehingga pengaweasan dzin penindakan terhadap-pelanggaran amdalalin
optimal.Hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% http://hukum.studentjournal.ub.ac.i... id: 98
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Malang No. 7 Tahun 2010 tentang

lalin ini secara internal dan secara eksternal. Secara Internal dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini
ada peraturan secara tehnis operasionai yang seharusnya diatur-dalani peraturan VWalikota. Karena dalam
1Mperdaiersebul tidak membedakan pengenaan sanksi-oleh pengembang/pengusaha antara bangunan
dan bangunan yang baru-didiriken sedangkangkan dampak dari bangunan-tersbut sama-sama berasiko
bulkan dampak pada kemacetan lalulintas.Sedangkan hambatan yang bersifat eksternai adalah kardinasi
instansiterkailpuin masihtermah telurn ada’komunikasiyang saling bersinergi-dan-masin terkesan berjalan
ri=sendiri; serta rumitnyaralur pengurusancijin-ijin yang berkaitzn/den gan emdaialin dimanaharus
ertakan pihak ketiga sebagai konsultan yang bersertifikat, keadagn ini tentunya.iuga memberatkan
engembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang berseriifikat jumlahnya sangat terbatas dan
putuhkan ciaya yang mahal.Saran

hsarkan kesimpulan: diatas; penulis; memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada

lagiarism: detectedi-0,04%: hitp://satpolpp .malangkota.ge, id/fu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

D

o
(%

Polisi-Pamong Praja:Kota-Malang

9 h(‘hh\.f

uhkan keberanian,;dan partisipasi-dari masyarakat untuk melaporkan kepada.Pemda apabila disekitar

At tinggainya atau tempat iain yarig terdapat indikasi pelanggaran ardalalin. Dimana peiapornya
apatkan-perlindungan hukum: dari: Pemda setempat:Perli-dilakukan perubshan terhadap Perda

lagiarism: detected 0:)07%:hitps//hukenystadentjournaluibsach s 2 moiemesoliroes! id 106
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Wiziteing NoU7 tahun 204 0-teniang Analisis Dampak

ntas terkait penerapariisanksi sebaiknya lebif kongkrii dani terperinci di'dalarm perigenaan sanksinya
ingat.chyek sanksi-administrasi (na!am amdalalin berbeda berdasarkan;ienis angnmannya Di
kan penambahan personil pada

lagiarism detected: 0,04% http://satpolpp.maiangKota.go.id/fu... id: 101
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an Polisi Pamong Praja Kota Malang

oEll tangan kanan Pemda dalam melaksanakan fungsinya khususnya dalam rangka penegakan
0. DAFTAR PUSTAKA

Iagiarssn‘- détecteai 0,06% http/digitibiinia/ac.id/8760/ 16411 id: 102
hn Sutedi, Hukum-Perizinan 'Daiam 'seklor-Pelayanan Pubiik;

Grafika:Jakarta; 2011:Burhan-Ashshofa, Metode Penelitan Hukum, 'Rineka Cipta:"Jakarta, 2004 .E.
ht; Pengantar-dalam Hukurri indonesia. Icht' : Jakarta, 1957 . Kansll; CST-dan-Christine., Pemerintahan
ah, di IndoneS|a Sinar Grafika, Jakarta, 2Z008.N.M. Spelt dan J.B,J.M.
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ABSTRAK
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REDY -FARDIAN; ‘Hukum- Administrast, Negara, |Fakultas : Hukum, Universitas
Brawijaya,-Desember 12017, "Penerapan (Sarksi /Dalam «Penanganan - Pelanggaran
Anadlisis) Dampak: © Lalalintas \dit WilayahPemerintah '\ Daerah’ Kota® Malang \(Studi
pada ‘Satuan 'PolistPamong Praja Pemda Kota-Malang)?Lutii Effendi SH.M:Hum.,

Agus-Yulianto, SHEMH.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai masalah penerapan ‘sanksi
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dalam penanganan pelanggaran Analisis Dampak ‘lalulintas karena sejak berlakunya
Peraturan Daerah Keta Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Amnalisis Dampak
Laulintas tersebut sampai saat ini masih banyak terdapat _bangunan-bangunan vang

berdirl - memicu resiko -kemacetan lalulintas itidak memiliki;idokumen . amdalalin!

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Padahal’ kelaw: dikajisecara-mendalaim sebetulnyal sanksi-adaministratif  terhadap
pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secera togas diatur dalam Pasal 11

x

(ayat'2) Peraturan-Daerah’ tersebut balikan dalam pprkuxu angannya'semakin fama

semakin'' banyak' “terjadi''pelenggaran- dndalalin’ yang’ “semakin “vanyak" tetjadi

kemaecetan 1aulintas. Perimasalahian pencgakan sansksi ‘1nilah ‘yang  diangkat-oleh
peneliti dikaji dan dianalisis.

Dalam .penelitian ini menggunakan metode vyuridis sesiologis, yang
mendasarkan. penelitian pada peraturan perundang-undangan vang berlaku dan juga
dikaitkan, ; dengan. kenyataan  yang. terjadi; sebenarnya - di - lapangan.  Peneliti

menggunakan-data. primer; yang, didapat melalui, wawaneara dengan pejabat vang
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berwenang dan date sekunder yang didapatmelaui studi kepustzkaen.

Berddsarkan hasil perelitian 'yang ‘dilakukan- dilapangai, -bahwa ‘pencrapan
sankst adrministrative pada’pasal ‘11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 'Tahun

2010 tentang Analisis’ Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal

karena kurangnya kordinasi antar instansi dalam-pemberian 1j1n amdalalin dimana
harusnya 1ijin _amdalalin diperlukan oleh pengembang/pengusaha, adalah sebagai

syarat ;untuk _memperoleh 1jin_mendirikan bangunan tetapi . faktanva IMB_dapat

| REPOSITORY.UB.ACID |

diperoleh. tanpa: adanya-ijin .amdalalin.. Dan fakta yang, lain bahwa pembangunan
dilaksdanskan-setelali IMB, terbit tapi. faktanya, pembangunan - dilakulkan- sambil
menunggu IMB ! Inilah terbukti bahwa' artar instansi kurang adagya Kordimasi: Disisi
lain’ jumlah personi; yang adadi Satpol PP terbatas vsedang kewenangan yang
menjadi!'tanggung - jawabnya' < sangat banyak \yang! bukan hanya “menegakkan
peraturan ‘dacrah ‘saja’ sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran

amdalaiin tidak optinial.
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Hambatan “yang terjadi dalain’ (penerapan 'sanksi' dalard “'penanganan

[ REPOSITORY.UB.AC.ID |

pelanggaran ‘andalalin ' adaleh’ hambatan yang ‘bersifat internal~dan-eksternal.“Dan
upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahai terhadap peraturan
Daerah kota' Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Calulintas-terkait
perierapan sanksi sebaiknya -lebih kongkrid dan “terperinci didalam pengenaan
sanksinya. Dan.dibutuhkan -~ keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk
melaporkan. kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat  tinggalnya,  atau

tempat -lain, -yang..terdapat indikasi pelanggaran amdalalin.; Dimana pelapornya
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mendapatkan-nerlindungan hukum dart Pemerintzh Dderah setemnat,
1y D 1
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ABSTRAK
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REDY -FARDIAN; ‘Hukum- Administrast, Negara, |Fakultas : Hukum, Universitas
Brawijaya,-Desember 12017, "Penerapan (Sarksi /Dalam «Penanganan - Pelanggaran
Anadlisis) Dampak: © Lalalintas \dit WilayahPemerintah '\ Daerah’ Kota® Malang \(Studi
pada ‘Satuan 'PolistPamong Praja Pemda Kota-Malang)?Lutii Effendi SH.M:Hum.,

Agus-Yulianto, SHEMH.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai masalah penerapan ‘sanksi
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dalam penanganan pelanggaran Analisis Dampak ‘lalulintas karena sejak berlakunya
Peraturan Daerah Keta Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Amnalisis Dampak
Laulintas tersebut sampai saat ini masih banyak terdapat _bangunan-bangunan vang

berdirl - memicu resiko -kemacetan lalulintas itidak memiliki;idokumen . amdalalin!

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Padahal’ kelaw: dikajisecara-mendalaim sebetulnyal sanksi-adaministratif  terhadap
pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secera togas diatur dalam Pasal 11

x

(ayat'2) Peraturan-Daerah’ tersebut balikan dalam pprkuxu angannya'semakin fama

semakin'' banyak' “terjadi''pelenggaran- dndalalin’ yang’ “semakin “vanyak" tetjadi

kemaecetan 1aulintas. Perimasalahian pencgakan sansksi ‘1nilah ‘yang  diangkat-oleh
peneliti dikaji dan dianalisis.

Dalam .penelitian ini menggunakan metode vyuridis sesiologis, yang
mendasarkan. penelitian pada peraturan perundang-undangan vang berlaku dan juga
dikaitkan, ; dengan. kenyataan  yang. terjadi; sebenarnya - di - lapangan.  Peneliti

menggunakan-data. primer; yang, didapat melalui, wawaneara dengan pejabat vang

<
i
=
=
oc
(a0

UNIVERSITAS

berwenang dan date sekunder yang didapatmelaui studi kepustzkaen.

Berddsarkan hasil perelitian 'yang ‘dilakukan- dilapangai, -bahwa ‘pencrapan
sankst adrministrative pada’pasal ‘11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 'Tahun

2010 tentang Analisis’ Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal

karena kurangnya kordinasi antar instansi dalam-pemberian 1j1n amdalalin dimana
harusnya 1ijin _amdalalin diperlukan oleh pengembang/pengusaha, adalah sebagai

syarat ;untuk _memperoleh 1jin_mendirikan bangunan tetapi . faktanva IMB_dapat

| REPOSITORY.UB.ACID |

diperoleh. tanpa: adanya-ijin .amdalalin.. Dan fakta yang, lain bahwa pembangunan
dilaksdanskan-setelali IMB, terbit tapi. faktanya, pembangunan - dilakulkan- sambil
menunggu IMB ! Inilah terbukti bahwa' artar instansi kurang adagya Kordimasi: Disisi
lain’ jumlah personi; yang adadi Satpol PP terbatas vsedang kewenangan yang
menjadi!'tanggung - jawabnya' < sangat banyak \yang! bukan hanya “menegakkan
peraturan ‘dacrah ‘saja’ sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran

amdalaiin tidak optinial.
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Hambatan “yang terjadi dalain’ (penerapan 'sanksi' dalard “'penanganan
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pelanggaran ‘andalalin ' adaleh’ hambatan yang ‘bersifat internal~dan-eksternal.“Dan
upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahai terhadap peraturan
Daerah kota' Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Calulintas-terkait
perierapan sanksi sebaiknya -lebih kongkrid dan “terperinci didalam pengenaan
sanksinya. Dan.dibutuhkan -~ keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk
melaporkan. kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat  tinggalnya,  atau

tempat -lain, -yang..terdapat indikasi pelanggaran amdalalin.; Dimana pelapornya
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UNIVERSITAS

mendapatkan-nerlindungan hukum dart Pemerintzh Dderah setemnat,
1y D 1

[REPOSTORUBACID]
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakan
Setiap negara menganut system pemerintahan yang sesuai_dengan falsafah

negara’dan’ UUD"atau konstitusi 'yang “dimilikinya. Indonesia’memiliki-falsatah

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

negara cyaitw ‘Pancasila: dan UUDONRI tabun 19458 sebagat. landasan
konstitusionalnya yvang selanjutnya’ disebut UUDN-RI 1945 ..0Oleh Karena itulak

Indonesia menganut system pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pancasila.!

1

Negara ' Indonesia ‘merupakan Negara -yang memperoleh julukan~sebagai

“Negera Kesattan: yang nietiganut. asas) dedentralisasi.-Desentralisasi itu sendirt
sebenarnya: mengandung dua pengertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakar

pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu-kepadanya oleh

pemerintah pusat. Desentralisasi dapat puia berarti penyerahan wewenang tertentu
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kepada “dacrali otoriom - yang telah -aibentuk oleh “pererintalr pusat’ Sistem
sentralisasi yang pernali di terapkari, «di mana semua urtsan negara menjad: urusarn
pusat,  pusat imemegang ;semua kendali: atas semuacwilayah -atan dasrah di

Indonesia, . dan. daerah; harus melaksanakan japa, yang menjadi  kebijakan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemerintah pusat.

Penerapain otonomi daerah dalany UUDN'RYT 1945 tersebut jelas tercantum

dalam pasal 18 yang tertulis sebagai berikut 2:

L Kangil,, CST dan Christine:- Pemerintahan Daerah diIndonesia, SinarGrafika, rta, 2008, hlm
1

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

2UUD NRIG45 pasat 18




(1) ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas «daerah-daerah propinsi
dan-daeral ‘propinsi itu dibagi atas kabupaten-dan kota, vang tiap:tiap
propinsi,-kabupaten, dan kota. ity mempunyai pemerintahan -daerah, vang
diatur dengan UTJ,

(2). Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan,

(3). Pemerintahan “daerah propinsi, dacrah kabupaten, dan_kota memiliki
Dewan  Perwakilan - Rakyat “Daerah yang anggota- auggomnya dipilih
melalui pemilihan vimum.

(4) Gubernur, Bupati, ‘dan Walikota’' masing-masing’ sevagai-Kepala' Pemda
Propinst Kabupaten dain Kota'dipilih seCara demokratis.

(5) Pemda menjalankan otonoraiseluas-luasnya; kecuali urusan pemerintahan
yang oleh Ul ditentukan sebagai urusan Pernerintal: Pusat!

(6) Pemerintahan-daerah berhak menectapkan Perda. dan-peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(@A Susunan dan tata cara penyglenggaraan pemerintahan daerah di atur dalam
Uu.”

REPOSITORY.UB.ACID |
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Dalam pasal 18 (1) dimaksudkan adalah wilayah Indonesia itu dibagi manjads

daerah-daerai propinsi dan’daerah propinsi-itu dibagi menjadi yang lebih kecil
lagi 'tetapl “tetap menjadi satii negara yaitu negard  kesatuan: “Dacrali-daerah int
bersifat .otonom atau bersifat administrasi -sajal Paerah- yang bersifat-otonom

tersebut _dimaksudkan adalah dacrah. yang boleh. mengurus. rumah, tangganye
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sendiri dan daerah-daerah yang bersifat administrasi yaitu daerah yang tidak boleh
oerdiri sendiri.’

Padalera “globalisesi' semakin menampdkkan! kepentingan’ -Ketika pintu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

otonomi-melalul WU Pemerintahaan Daerah yang kini- semakin rterbuka lebar

Pada. keadaan .ini; semua. sector pemerintahan; sangat dibutuhkan . dalam hal

menciptakan suatu system tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal

dengan istitah good governance. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Konsep

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

3 UUD NRI 1945 pasal 18




1

otonomi dacrah tersebuty ' sekali < lagin diperinkan) komitinen vang kuat: dan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

kepimimpinan yang konsisten.dari pemerintah pusat4

Berangkat dari_urusan  pemerintahan, pembagian wurusan pemerintahan
menurut pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi
menjadi-3 bagian yaitu

1

(1) “Urasan Pemmerintah

BRAWIJAYA
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an Absolut yaitu urusan pemerintaban yang sslurthnya
menjadi kewenangan pusat yang meliputi:

(a) Politik Luar Negeri;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(b) Pertahanan;

(¢) Kcamarnar;

(dy Yustisiy
() Moneter dan Fiskal Nasional; dan
(f). Agama,

(2) Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang ‘dibagi
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antara pemerintah pusat dan daerah Propinsi dan Dacrah Kabupaten/Kota,

Pl e ‘4 A PP cAatrHaa 1 4 N HAAGE 4+ i 23 A 3
uriisan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otoriomi
daerali; yang - terbagi; atas curusarn pemerintahan wajtb ~dan - urusan

pemerintahan  pilithan. Urusan. wajib . adalah. segala rbentuk  urusan

o

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh. pemerintahan yang ‘terkait

dengan pelayanan “dasar aan ‘tidak berkaitan ' dengan pelayanan” urusan

4 Ryads Rasyid, Desentralisasi dan-Otonomi Dacrah : GtonomiDaerah, Latar B¢lakang dan Masa
Depannya, LIPI Press, Jakarta, 2207, hlm 12
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5 UU No. 23 %ahun 2034 tentang Pemerintahan Dacrah




Sedangkan ~urasan pemeriniahan  yangcwajib “beikaitan ~.dengan

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

pelayzanan dasar meliputi6 :
(a). Pendidikan

(b) Kesehatan;

A~
(@)
~

*‘:1

ekerjaan umum dan penataan ruang,
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(d) Perumahan rakyat dan kawasan perrmukiman;
(e) Ketenteraman; ketertiban- umum)| 'dan pelindunzan. masyarakat:

dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(f) Sosial.

(3) Urusan Pemerintahan~Umuiny 'yaitu' urisan pemerintahan’ yaig ‘menjadi

kewenangan Piesiden sebagai Kepala Pernerintahan yang meliput 7
(a) Pembinaan, wawasan- kebangsaan den ketahanan-nasional dalam

rangka memantapkannengamalan Pancasila,  pelaksanaan UUD

NRI Tahun 1945, peiestarian  Bhinneka Tunggal Ika serta
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pemeitahanan’ dan pemeliharaan  Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Tndonesia;
(b) Pembinaan persatuan-dan ke¢satuan bangsa;

(¢). Pembinaan kerukunan. antarsukudan. intrasuku, umat beragama.

‘ REPOSITORY.UB,ACID ‘

as, dan golongan lainnya.guna mewujudkan stabilitas kemanan

lokal, regional, dan nasional;

(d) Penanganan konflik sosial sesual ketentuan peraturan perUlUan;

6 Ibid

7Ibid

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




(¢y Koordinasi pelaksanaar tugas antarinstans! - peracrintahan’ -yang

REPOSITORY.UB.ACID |

|

ada di wilayah Dagzrah-prepinsi dan-Daerah kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan-memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi’ manusia, pemerataan, ‘keadilan,

keistimewaan - dan * kekhususan, ‘potensi “serta keanckaragaman
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Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;
(f) Pengembangan kehidupan-demokiasi berdasarkan Pancasila; dan

(g). Pelaksanaan semua,Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kewenangan Daerah  dan tidak dilaksanakan oleh- Instansi

vertical”.

Socara normeiif 2zds yang digongkan dalam pembagian iitusan pemerintahar
adalah, asas desentralisasi; asas dekonsentrasi dan dsas tugas pembantuan;
Lahirnya UU. No: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah merupakan

petunjuk tentang eksisterisi Pemda dalam membangun daerahnya masing-inasing
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serta menciptakan pelayanan, partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan
masyarakat | yang - padal akhirnya® berfijuan pada ' penirigkatan | kesejahteraar

magyarakat: dasrah dan disesyaikén «dengari kekhasan daerahnya masing-masing

Dengan_demikian-isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dengan daerah lainnya.® ‘Dalam. UU tentang, Pemda tersebut memberikan

kesempatan ‘dankeleluasaan dacrah’ untuk ‘membangun ' daerahnya ‘demi

tercapainya pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan daeral adalah -seluruh | pembangunan: yang ‘dileksanakan di

daerah dan meliputi-aspek, kehidupan, masyarakat, dilaksanakan: secara terpady
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8@ U4
> Siswanto! Sunarno, Hukom Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika j/Jakaita, 2007 hlm'6




dengan mengembangkan sswadaya gotong royon2 | sertacpartisipasi  magyarakat

REPOSITORY.UB.ACID |

|

secara.  aktif; - Dalam . hubungan = ini- pembangunan , daerah. diarahkan . untuk
memanfaatkan secara maksimal petensi sumber daya alam dan mengembangkan
sumber “daya manusia -dengan meningkatkan “kualitas  hidup, Kketerampilan,

prakarsa-dengan bimbingan dan barntuan dari pemerintah.” Namun bagaimanapun
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Juga pembangunan pasti akan berdarapak baik itu dampak positif inaupun dampak
negative:

Perkembangan pembangunan-dalam segala, sektor saat ini-yang terjadi di

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kota adalah bertujuan demi terciptanya kesejahteraan warga kKota Malang. Namun

tanpa 'disadart pembangunan-ini mentimbuikan permasalahan publik; ‘mulai” dari

berkurangnya tuang térbuka hijau,-perubahan’ bentule tate “rmang kota; hingge
jadinva-kemacetan;lalu-lintas. ‘Penyebab vtamed kemacetan-laiu lintas-di-Kota
terjadinya-kemacetan: lalu - lintas. Penyebab utame kemacetan-laiu-lintas-di-Kot
1 adalah kapasitas: jalar va tidak ;seimb: ngan eningl 1 Jut Y
Malang adalah kapasitas: jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah

kendaraan dan banyaknya bangunan yang muncul dimana-mana. Oieh karena itu
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setiap kegiatan  pembangunan harus- senantiasa- direncanakan ~derigan rnatang
tentang manfaat dan damipaknya yang ditimculkan.
Sesuai-dengan bunyi pasal 99 -ayat (1) UU No: 22 Tahun 2009 tentang Lalu

lintas dan_ angkuta-jalan serta pasal 47 PP No. 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

“setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang

akan menimbulkan gangguan keamanan, keselaniatan, ketertibari 'dan kelancaran

lalu lintas dan-angkutan jalan-wajib dilakukan Analisis dampal-lalu lintas >
Sebagaiinana disebutkan diatas: bahwa Analisis Dampak: Lalw Lintas-atau

vang- selanjutnya isebut Andalalin adalah: “studi jatau kajian .mengenai-dampak
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70U No. 22 tahun 2009 Tentang Lahidintas dan Angkutan Jalan




lalu 'lintas “dari-suata kegiatan pembangunarn, kegiatan dan/atau 'usaha tertentu

REPOSITORY.UB.ACID |

|

vang. hasilnya . dibuat, dalam bentuk - dokumen | Andalalin. -atau - perencanaan
pengaturan lalu lintas.”
Adapun reguiasi tentang amdalalin, kota Malang sat ini~ telah diatur'dalam

Perda’ Kota Malang No. 7 tahun" 2010 -tentang-Anaiisis Dampak® Lalu 'lintas.
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Namum-sejak berlakunya: Perda tersebut 'sampai 'saat ipi’ tidak sesuai dengan
harapan Karena-masth banyak terdapat bangunan-bangunan: yang berdirt-memicu
& 5

Ly

resiko kemacetan-lalu lintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal kalau

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dikaji. secara mendaiam sebetulnya sanksi adaministratif terhadap pelanggaran

Analisis-Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11-(ayat 2)

Perda Kota Malang No./ 7 Takun 2016 yang tertilis sebagaiberikut 10:
(1) “Kepada- pengembang/pengusaha - yang - tidak - melaksanakan . kewajban-
kewaiiban baik  secara sebagian atau. selurvhnya. vang tertuang dalam

dokumen Adaialin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
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(2) Kepada pengembang/pengusana yang tidak melakukan Andalalin’ dapat
dicabut ijinnya dengan segalatakibat Hukunmnya
(3)Sebelum: dilakukan: pencabutan ijin ' hams diberi peringatan 3. (tiga): kali

berturut-turut yang masing-masing peringatan berialan 7 (tujuh) hari sejak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diterima.

Beirdasarkan buiyi pasal tersebut maka, menarik untuk dikaji‘dan diteliti tentang:

Penerapan sanksi' dalam, penanganan pelanggaran analisis dampak-lalu

lintas di wilayah ' Pemda Kota Malang (Studi pada Satuan Polisi Pamong

Praja Pemda Koia Malang), Sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi
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inl_terdapat penelitiany terdehulu yang berkaitan rdengan  penulisan iniadalah

[ ReEPOSITORY.UB.ACID |
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sebagai berikut:
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B. RumusanrMasatah

REPOSITORY.UB.ACID |

IC

Bagaimana  penerapan, sanksi - dalam . penanganan pelanggaran -analisis
dampak laluz lintas: yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang?

2. Apa hambatan dan-solusi dalam penerapan sanksi dalam penanganan

nelanggaran’ analisis dampak talu-lintas?
3
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C._ Tujuan Penelitian
Berdasarken latar belakang vang telah-diuraikan di atas maka tajuan-penulisan ini

adalah sebagai berikut:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1. Mendiskripsikan “dan menganalisis ~tentang penerapan  sanksi -dalam

penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di-wilayah

Pemda Kota Maiang.

N

Mendiskripsikan  dan, menganalisis hambatan dan-solusi vang  dilakukan
[ g yvang

oleh Pemda kota Malang dalam penanganan pelanggaran analisis. dampak
lalu lintas.

D. " Manfaat Peneiitian
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Dengan penelitian ini, /pencliti ingin menelaah dan ihengkaji tentang tindakar
administratif yang diberikan dalam-pelanggeran Andalalin-yang terjadi di-wilayah

kota Malang, lain-dimana diharapkan. dari, hasil  penulisan jini. dapat bermanfaat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bagi berbagai pihak.

1." Mantaat Akademis

Dengan “dilakukannya ‘penelitian /ini, 'peneliti ~akan' 'menclaah,
menganalisis; dan; mengidentifikasi- terhadap, ;pelenggaran: yang terjadi
terkait dengan, keberlakuan dari Perda Kota Malang No: 7. Tahun 2010

tentang analisis dampak lalu lintas khususnya terhadap penerapan sanksi
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administratit terhadap pelapggarnyayang diverikan ‘oleh ‘pejabat -vang

REPOSITORY.UB.ACID |

|

berwenang, -Disamping ifu. peneliti - mengharapkan. -adanya. penelitian
lainnya vang mengkaji tentang _analisis dampak lalu lintas vang terjadi
di wilayah Pemda Kota Malang dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.

araita »
2. Mantaat Praktis
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a.5 Bagi Pemda Kota Malang
Peneliti berharan penelitian-ini-dapat,menjadi mesukan dan-memberikan

kontribust, bagi Pemda Keota Malang, dimana hasil penelitian ini dapat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

digunakan sebagai patokan kebijakan terhadap pembangunan yang

terjadi - pada * pusat-pusat” ‘kegiatan ' yang mempengarunt ‘lalu ' lintas

diwajibkan “miemiliki dan membuat Analisis® dampak- lali \lintas.
Disamping itu peneliti berharap agar penelitian-ini bias menjadi referensi
bagi _organisasi, . lembaga atau . perusahaan, atau  juga. bisa  sebagai

referensi fambahan untuk melakukan peneliti yang bersifat lanjutan.
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0.~ 'Bagi Pengusaha atau Pengembang
Penelitian inidiharapkan - dapat-sebagal acuan bagi - pengembang ‘atau
pengusaha ragar memahami-pentinginya perhatizi: terhadap-dampalk:; lalu

lintas yang disebabkan olch proyek-proyek kegiatan vang dilakukan agar

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan mengganggu

kenyaman berlalu lintas.

¢.-'Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat menambah pengetalinan dan-wawasan bagi masyarakat

akan-, adanya,  persoalan -hukum terkait, dengan perkembangan
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pembanguran di Kota Malang yang danmpaknya langsung bias dirasakan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

olehimasyarakat.
c. . Bagi Penelitt
Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai-sarana
untuk pengembangkan ilmu pengetahuan-yang didapatkan secara teoritis

1.1
a4/ SCKai1gus
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khwisusnya ' pengembagan < hukom  administrasi negara, jug

dapat, mengetahui, secara’ langsung bagaimana- praktek -yang, terjadi

lapangan terkait dengan tindakan administratif yang diberikan terhadap

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pembuatan dokumen andalaiin.

BABIT: Pendahtiian

kang yang, akan-dibahzs terkait dengan

Berisi imengenai pertama latar-bela
penangan . penerapan sanksi Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang

Analisis Dampak Lalulintas, karena sejak berlakunya Perda tersebut sampai

<
=
=
<
oc
(a0

UNIVERSITAS

saat masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu'resiko
kemacctan lalulintas tidak memiliki 'dokumen ' amdalalin. Kedud, rumusan
masalah yany berisiymengenai hagaimana pelaksandan: penerapan  sanksi

berdasarkan: perda; tersebut, apa. saja hambatan dan upya; yang dilakukan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

oleh Pemda Kota Malang utamanya Satuan Polisi .Pamong Praja dalam

melaksanakan “tugasnya sebagal - dparat penegak Perda. Ketiga ‘tujuan

penulisan-yang mierupakan ‘deskiipsi' yang -akan“dicapat dalam' penulisan.
Keempat,-adalah manfaat penulisan yaitu hal yang: ¢kan diperoleh dalam
melakukan penulisan.ini. Kelima, orisionalitas penulisan yang merupakan

perbandingan dengan penulisan sebelumnya, Keenam sistematikan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




12

penulisan: yang //berupa uraian. singkat tentang: susunan- yang, akan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

ditampilkan dalam keseluruhan penulisan,

BAB II: Kajian Pustaka
Berisi telaah pustaka-berkaitan ‘dengan teori-teori maupun azas-azas yang
digunakan'sebagai pisau analisis: Pertamia tentang teori-teort efektifitas yang

didalampya imengulas tentang faktor-Taktor yang rempengaruhi penegakan
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hokum terutama, dalam penegakan Perda. | Kedua- mengenai  teori  -teori

tentang pemberian ijin dimana ulasan,ini akan berkaitan dengan persyaratan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemberian perijinan yang rawan terhadap terganggunya laiu lintas. Ketiga

adalah ‘tcori-teort tentang penerapan -sanksi administiasi-apabila teijadi

pelanggaranierhadap perijinan:
BAR I Metode Penglitian
Dalam  bab rini_akan diuraiken berkaitan. dengan. jenis penelitian, metode

penelitian, lokasi penelitian, populasi dan'sampel, data yang akan di peroleh
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dani cara peniguimpulan data, tcknik analisa data dan definisi operasionai.
BABITV: Hasil dan Peinbahasan

Pada- bagian r pembahasan ini; berisi)rteritang -gambaran jumuny lokasi

penelitian, hasil dari penelitian, pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pasal 11 (avat 2) Perda Kota Malang No., 7 Tahun 2010 tentang Analisis

Dampak Lalu 1intas serta harnbatan apa saja yang dinadapi oleli Satuan

Polist Pamong Praja Kota Malang ‘dalam menjalankan tugasnya dan upaya-

vapaya yangz dilakukansebagat penegak Perda
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REPOSITORY.UB.AC.ID

BABV: Penutip

|

Pada bagian ini berisi uraian singkat atau kesimpulan; sebagai bagian akhit
dari jawaban-atas permasalahan dengan analisis. berdasarkan-teori dan kajian
Perda yang berlaku dan diakhir1 dengan saran-saran dari penulis. -Dalam

penulisan-int juga dilengkapi dengan daftar ‘pustaka sebagai bentuk uraian
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referensiyang telah digunakan sebagai dacuan penulis dalenimenulis skripsi

ini-

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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‘ REPOSITORY.UB,ACID ‘
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BAB il

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

KAJIAN PUSTAKA
A. Tentang Penegakan Hukum
Dalam  pengertiannya’ menyebutkan bahwa Penegakan —hukum -adalah
“merupakan usaha untuk “mewujudkan-ide-ide dan konsep-konsep-hukuii “yang

1

diharapakan  rakyat ‘menjadi kenyataan: Penegakan, hukum - nierupakan, suatu
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proses: vang imelibatkan banyak halll -Menurut| Seerjono  Sockanto, . penegakari

hukum  adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai_ yang terjabarkan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

didalam kaidah-kaidah/pandangan nifai yang- mantap dan mengejewantah dan

sikap ' tindak “sebagai ‘rangkaian penjabaran mnilai ' akhir ‘untuk ‘menciptakan,

memelikara 'dan “menipertabankan Ckedamaian pergaiilan hidup. 2 Penegakan
hukum secara- konkvet ~adalah “berlakunya - hukum. positif ~“dalam - praktik
sebagaimana. seharusnya patut dipatuhi oleh karena itu, memberikan keadilan

dalam suatu perkara berarti _memutuskan hukum in concreto -dalam
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mempertahankan dan menjarin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan
cara prosedural ‘yang-ditctapkan oleh hukur formal 13

Dalam: bidang r “hukum publik-penegakan hukuny: dibedakan imenjadidua;

yaitu;!4

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

I1 Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum, 1988, Yogyakarta: Liberty him 32
12/1bid
13 Tbid

4 1bid him 34
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(1} Darp sisisubjekaya

N

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Dalam.makna, luas subyek ini-adalah berkaitan dengan orangnya vaitu
siapa_saja, yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada ~-aturan

hukum-yang berlaku, dalarn-erti apakah yang bersangkutan “menjalankan
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atau “tidak’ ‘melaksanakan aturar hukumc Dalam ~makna - sempit,
penegakkan -hukum hanya diartikan sebagai upaya-aparatur, penegakan

i

hukum_tertentu untuk menjamin . dan memastikan bahwa suatu “aturan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hukum berjalan sebagaimana seharusnya,

(2) Dari sisi-objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Makna~ ‘uas/'darl sisi obyeknya disini. diditikan bahwa = pencegakkan
hukum- mencakup pada nilei-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung
dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan . dalam.bermasyarakat.

Dalam makna sempit, penegakkan ~hukum itu  diartikan sebagai
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penegakkan peraturan yang- formal “ dan  tertulis “dari  pejabat “yang
berwenang!
Dalam: beberapa: teori  tetanz penegakan hokum: terdapat ‘beberapa -jenis

penegakan yang akan diterapkan terhadap para pelanggarnya termasuk pendapat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

seperti yang disampaikan oleh Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum

datam bidang hiokum pidana yang divedakan menjadi menjadi 3 bagian yaitu:!3

a. “Total ~enforcement,” yakni- ruang lingkup' ‘penegakan hukum ' pidana
sebagaimana  vang dirumuskan  oleh hukuni pidana  substantif

(subtantive- law.- of . crime). -Dalam . penegakan. hukurn pidana . secara

I511bid him 3¢9
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keseluruhan tidak bisa dilekukan isebab para: penegak hukum: dibatas:

REPOSITORY.UB.ACID |

|

secara ketat, oleh -hukum. -acara -pidana, yang imencakup  ketentuan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan
awal. Selain 1tu -bisa juga” terjadi -hukum pidana substantit sendiri

memberikan batasan-batasan:
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b o Fullenjorcement, adalaly penegzkan hukom pidzna ‘yaing bersifat tota!l
dikurangi .area of no enforcement dalam penegakan hukum. Dalam hal

ini. penegak hukum diharapkan dilakukan secara maksimal.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

C. Actual enforcement, dalam hal in1 dengan adanya keterbatasan waktu,

personily’ alat-alat “investigasiy 'dana “ini' ‘menyebabkan ‘munculnya

diadakannya ' discretion dan sisanya inilah!yang disebut’ dehgan actual
enforeement, . Sehingga penegakan hukum. pidana, menampekkan: diri

sebagai penerapan.. hukum pidana. (criminal low, application). yang

meiibatkan peibagai sub sistem struktural yaitu aparat kepolisian,
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kejaksaan, “pengadilan dan pemasyarakatan seita lembaga penasehat
huktim. “Dalam ‘hal ini ‘penerapan’ hukum' haruslah-dipandadg \dari 3
dimensi9:

(1). Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

system) -yaitu penerapan. keseluruhan aturan, hukum’ yang

inenggambarkan nilai-nifai sosial  yang “didukung oleh ‘sanksi

pidana.
2y Penerapan hukum ~divandang | sebagai- $istem radministratif
(, T E O >

(administrative sysitem) yang mencakup. interaksi-entara pelbagai

1071bid
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1

aparatui penegak hukumoyeang merupakan sub sistem peradilan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

diatas.
(3). Penerapan hukum pidana merupaken sistem sosial-(socia! system).
dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagatr perspektif ' pemikiran’ yang ada ‘dalam
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lapisan magyarakat.
2+ Faktor-faktor vang mempengaruhi penegakan hukum
P g? p o ' f=

Faktor _faktor -yang mempengaruhi penegakan . hukum menurut - Soerjonc

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Soekanto adalah:!’

a. Faktor Hukum

Perlu-disadatibahiwa  suatu kebijakan atali tindakan yang/schuruhnya
berdasar ~hukum , merupakan, hali -yang | dapat «dibenatkan  sepanjang
kebijakan-atau tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentnan yang

berlaku /hukum. Maka penyeienggaraan hukum bukan hanya mencakup

<
=
=
<
oc
(a0

UNIVERSITAS

law “enjorcement,” namun “juga ‘peace maintenance, “kairena

penyelenggaraan “hukum sesingguhnya merupakan proses penyerasian

antara -ilai ‘kaedah -dengan: pola perilakirnyata: yang ‘bertujuan muntuk

S S )

mencapai-kedamaian.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas “atau” kepribadian petugas periegak  hukum

memainkan peranan penting, Kalau' peraturan sudah-baik, tetapi kualitas

1

potugas: kurang baik: ada:mesalzh: Oleh karena itu; salah satu, kunci

17'Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yaug Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan
Kelima.Jakavta: Raja Grafindo Persada hlm 42
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keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atav keoribadian

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

penegak hulum;
c. . Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Sarana dan fasilitas pendukuing yang dimaksud disini adalan perangkat

lunak™ dan' ‘perangkat keras: - Perangkat’ lunak yang  dimaksud adalah
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pendidikan: Pendidikan yang diterinta cleh penegak hukum devasa ini
cenderung -pada ~hal-hal “yang- praktis [Kenvensional; sehingga \ dalam

banyak hal mereka mengalami hambatan,di dalam tujuannya.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

d.” Faktor Masyarakat

Setiap “warga ' mmasyarakat “atau- kelompok' didalam “diri-pribadi- setidak

tidaknya meripunydi kesadaran hukum, persoatan yang timbui selama ini
adalah -didasarken, tavaf kepatuhan hukum-itu-seadisi., 'yaitu kepatuhan
hukum pada taraf yang tinggi, taraf sedang, ataupun tarang kurang. Salah

satu indikator tentang berfungsinya hukum yang bersangkutan -adalah
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dapat dilihat dari-derajat Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hokum
i senairi.
e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam, kehidupan. sehari- hari, _mempunyai fungsi. yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sangat besar bagi ‘manusia dan masyarakat dalam berperilaku ; vaitu

mengatur-agat manusia dapat mengerti bagaimand seharustiya oertindak,

berbuat, dan mienentukan sikapnya apa yang seharusihya tidak diekukan
dalany o berinteraksi dengan orang lain, Dengan demikian, kebudayaan

adalah -hal, yang penting» . dalam -berperikelakuan - uniuk . menentukan
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mengenalapayang harus cdilakukan; dan apa vang: scharisnya tidak

s

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dilakukan:”
3. Tentang efektifitas hukum
Efektivitas berasal dari-kata efekiif, yang berarti ada efeknya (akibatnya,

pengaruhinya, kesannya), dapat membawa hasil; berhasil' guna (tentang usaha,

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

tindaken). Efektifitas ertinya keefektifan 18 Efektifitas juga berartt taraf sampai
sejauh mana- suatu, kelompok mencapai tujuannya, Bagi-studi hukum dalam

masyarakat, yang penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

intinya adalah_efektifitas hukum. Hukum- dikatakan “efektif apabiia -terjadi

dampak-hukum-yang positif. Dengan demikian, hukum mencapal sasarannya

dalany T membimbing | ataw mengubab perilaky ianusia Smenjadi| perilaku
hukum:1?

Untuk -mencapai - efektifitas  penegakan. hukum  telah, banyak  teori yang
dikemukakan yang terkenal dikemukakan yaitu meliputi Komponen Struktural,

1a adalah kelenibagaan ‘yang diciptakan olen sistem hukuri itu dengan berbagai
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macain “fuingsinya'dalam rangka mendukung ' bekerjanya sister! t2rsebut.
Komponen Substansi. yakni dasar-dasar peraturan yang me

lembaga hukum tersebut. Komponen kultur atau kultur hukum ini terdiri dari

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

nilai-nilai_sikap-sikap yang merupakan. pengikat sistem. itu serta menentukan

tempat sisterm hukum itu di tengah-tengah Kultur bangsa secara keseluruhar.

Lebily' lanjut-dikatakan-oleh Soerjono -Soekanto mengemukakan ‘bahwa faktor

vang cmemgpengaruhi penegakan hukum ditu meliputiy ‘Substansi-(hukumnya).
» o 9

18 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departémen Rendidikan Nasional; 2002, Jakarta, him-284

T

19" Soerjono Soekanto, .Efektifatas Hukum Dan Penerdpan Sanksi, Ghalia-indonesia, jaKarta, 1983

him32
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Penegak hukuranya (yang membentuk nian pun yang meherapkan), sarana dan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

fasilitas.yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat (yakni, lingkungan
dimana hukum, itu diterapkan), Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
hukum yang dibuat tidak’ menjamin pelaksanaannya akan efektif. Hukum

belur tentu akan ‘dilaksanakan taat-azas. Ketidakmampuar-atau Ketidaksiapan
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aparat dan -atau masyarakat, atau hukumyang tidak-jelas dar tumpang, tindib
akan ~menghambat, penegakan ~hukum.: -Soerjono juga: mengatakan. bahwd

J

gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

nilai, kaidah dan perilaku.

Norima hukum-akan' terlembaga (institusionalized) dalara suatu-sistem’ sosial

tertenitu; apabila dipenuhipaling tidak 3 ¢yarat:20

(1), Bagian terbesar warga dalam,satu-sistem sosizl-telah menerima norme

<
= tersebut
= ;
« " (2) Norma fersebut telah menjiwal bagian terbesar warga-warga “sistem
=
= : A
Sm sosial tersebut.

(3) Norma tersebut bersanksi.

Berfungsinye aturan, hukum dengan baik atau  tidak, sangat tergantung pade

substansi/aturan.itu sendiri. Masalah pokok pada komponen itu meliputi:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

a. Sistematisnya peraturan tersebut,

o.  Peraturan tersebut “cukup ‘sinkron, artinya apakah secara hirarkis™ dan

horizontal tiada pertentangan

o/ 1Secara kuantitatif dan kualitatifperaturen tersebut sudah ‘cukup, dan
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Soeryono Sockanto-dan Mustafa 'Abdullah, Fenegakan Hukumi, Batidunig, Bina Cipta 1983, hiin 14
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d/o Penertiban peraturan terteato adalah sesuai dengan: persyaratan: yuridis

REPOSITORY.UB.ACID |

|

yang ada;
Sedang gangguan dari ketentuan aturan hukum disebabkan oleh, faktor-faktor:
(1) Tidak diikutinya asas-asas beriakunya UU,

(Zy Belum “ada''‘peraturan  pelaksana' yang sangat— dibutuhken ‘untuk

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

raenecapkannya, danp
(3). Ketidak; -jelasan-arti kata- dalam | UU. yang. mengakibatkan

kesimpangsiuran di dalam penafsiran den penerapannya.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kesadaran hukum merupakan persepsi masyarakat tentang hukum, yang

berkaitan ‘dengan-efektifitas hukum- dan budaya hukum. Kesadaran hakum

masyarakatibarat jembatan yang menghubuigkan ‘antara aturan hukum' dengan
tingkah daku-hukum anggota masyarakat., Termasuk-kegadaran hulun adalah
pandangan,. sikap. yang mempengaruhi. bekerjanya hukum;  yang . disebut

Friedman sebagai budaya hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau
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nilai-nilai yang terdapat’ dalam “diri “rmanusia, -tentang hukuni yang. ada atau
hukum' yang diharapkan ada. Kepatihan hukum sangat “erat hubungannya
dengan kesadaran-hukum; Kesadaran cmierupakan proses psikisy yang -terdapat

dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak. Kesadaran

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat . mematuhi ketentuan yang

berlaku. Tahiapan untuk mencapai kesadaran hukum adatan:

a. -~ Mengetahui hukumnya/peraturannya ) (law' acquaintance) - Pengetahuan
1, - - . - 3
hukum menyangkut pengetabuan seseorang mengenat beberapa perilaku

tertentu yang diatur hukum, baik- tertulis atau. tidak, yang berkaitar
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dengan perintah, ‘bolehan ) dan’larangan. Hal “ini = terkait - dengan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

pengetalman terhadap isi peraturanjika telah diundangkan.
b. Memahami hukumnya/peraturannya (law  awareness). Pemahaman

<

hukum di ‘sini- maksudnya ‘adalah” “‘sejumlah” informasi yang dimiliki

seseorang mengenai isi perturan 'dari suatu’ hukum.“Dengan kata-lain,
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raengerti- terhadap is1 danfujoan hukum dan-marnfaat bagi pihak - yang
kehidupannya diatur oleh-peraturan, térsebut. -Dalam rhal, pemahamar

hukum, -tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya aturan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tertulis yang mengatur suatu hal.” Yang dilihat adalah bagaimana

ersepsi- mereka 'dalam “menghadapt ‘berbagai hal” dalam' 'kaitannya
g

dengan morma dalam rnasyarakat) Persepsi -ini ' biasanya' diwuiudkar

T

dalam:sikap mereka terhadap tingkah lakir sehari-hari:

(@]

Mempunyai sikap terhadap hukum (legal attitude), Sikap hukum adalah

suatu kecenderungan untuk menerima hukum Kkarena adanya
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penghargaan’ terhadap hukum sebagai -sesuatu yang berinanfaat atau
mengoniungkan-bita hukum ditadati. | Sikap hukum: melibatikan pilihan

warga: masyarakat sesuai-dengan nilai yang ada-pada dirinya. schingge

f

warga menerima berdasarkan penghargaan terhadapnya;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

d. Berlaku. . sesuai hukum. (legal.. behayior).?! Pola perilaku hukum

merupakan hal “yaing utama dalam ' kesadaran  hukuri, ‘karefia’ aapat

dilihat darisini apakah peraturan berlaku atau tidak dalam measyarakat.

Suatu-kaidah hukum berhasil atat gagal mencapai tujuannya, biasanyéa

211bid him 16
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Giukur dart apakah pengaruhnya berhasih imengatur sikap  tindak atau

REPOSITORY.UB.ACID |

|

perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atautidak.

o

Budaya hukum (culture of law) adalah elemen terpenting dalam sebuah
sistem hukum. Dalam budaya hukum, menurut Ruth Benedict syarat

penting adalah budaya malv-(shame culture),-dan vudaya tasa ‘bersalah
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bila-sescorang melakukan pelanggaran terhadap hukuin 'yang berlaku
(suilty feeling).- Budaya: hukum -dapati dilihat. dart perilaku, hukuni

masyarakat setempat. Perilaku_hukum, kata Fridman adalah perilaku

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang dipengaruhi oieh kaidah, peraturan dan keputusan.

Penegakan hukuni-akan berjalan ctektif sangat tergantung pada:

Nas?

Iy Barapar-masyarakat, yaitu pencgakan huktin seguai-atan tidak dengan

N

nilai-nilai masyarakat.
(2). Adanya - motivasi _warga  masyarakat, untuk . melaporkan  terjadinya

perbuatan melanggar hukum kepada organ penegak hukum.
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(3) Kemampuan dan Kewibawaan organ petiegak hiukuiii.
Ketiganya saling terkait, ‘bila ‘satahCsatu tidak " dipenshi-akan’ senimbulkan
to

eranst: sosial. Ketidakserasian-antara perumusan oleh-pibak yang berwenang

dengan. perumusan oleh masyarakat. lazimnya digambarkan sebagai. toleransi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sosial-terhadap tingkah laku menyeleweng.22

2211bid him 17
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B. Tentang Perizinan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Menurut -Sjachran, Basah, definisi- izin, tidaklah, mudah -untuk, diartikan23,
Pendapat yang dikatakan Sjachran-agaknya sama dengan yang berlaku di negeri
Belanda, seperti dikemukakan oleh van der Pot, Het is uiterst moelijk voor-begrip

7~

vergunning’ een ‘definitic’ te vinden- '(sangat’ sukar ‘membuat - definisi  antuk
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menyatekan pengeitian izin itn)24 Halini-disebabkan oleh-zntara para pekartidak
terdapat-.persesuaian- paham;, masing-masing-melthat dart -sisiyang berlainari

terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.%

Izin~ (vergunning) adalaly suatu-persctujuan dari penguasa berdasarkan UU

atau’ peraturan - pemerintah untuk- (dalam | keadaan Ncitentu ‘menyimipang | dari
ketentuan-ketentuan ~larangan peraturan- perUUan: ' Izin. dapat- juga  diartikar
sebagai. dispensasi.atau pelepasan atan_pembebasan dari suatu larangan. Dengan

kata lain perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan UU _atau peraturan
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pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umuininya mermeriukan
nengawasan khisus, tefapi yeng pada nmumnya tidaklah dianggap sebageai hal-hal
yang, sama sekali; tidak, dikehendaki.. Jadi  izin  adatah perbuatan: hukum

administrasi . negara bersegi . satu -vang mengaplikasikan peraturan  dalam ha!

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

konkret berdasarkan persyaratan..dan prosedur sebagaimana . ditetapkan oleh

ketentuan peraturan perUUan.  Kongkridnya bahwa izin dalani arti iuas berarti

suatu' ‘persetujuan’ ‘dari “penguasa’ berdasarkan’ peraturan- perUUan Juntuk

23'Sjachran Basah, Pencabutan Tjin'Salah Satu Sanks1 Hukum Administrasi, Makalah pada Seniinar
Hukum Adrinisirast den Dingkungan di Fakuitas Hukura Unair, Surabaya; 1995 him' 122

24 E. Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1957, him 187

2311bid him 186
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memperbolehkan melakukanfindakan atau perbuatan tertente vang Secara omum
| )

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dilarang., N.M. Spelt-dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian: izin dalam arti
luas_dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak

digunakan “dalam hukum administrasi.” Pemerintah menggunakan izin sebagai

sarana © yuridis “untuk'mengemudikan - tingkah “laku “warga.” lzin 1alah’ suatu
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persetujuas davi penguasg berdasarkan -UU atau’ peraturan “pemerintah’ untuk
dalam keadaan tertentu menyimpang. dari-ketentuan-ketentuan larangan peraturari

perUUan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini

menyangkut “perkenan’ bagi- suatu™ tindakan  yang “demi ‘kepentingan umumnm

mengharuskan “pengawasan khusus Datasnya)’ Inilldadzlah “paparan’ luas  dari
pengertianizin.26
Selanjutnya dikatakan bahwa izin dalam  arti. sempit. yakni pengikatan-

pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan
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pembuat UU “untuk “mencapai suatu-tatanan ‘tertentu atauuntuk “menghalangi
keadaan "yang burtk! Tujuannya 1alal mengatur 'tindakan-tindakan’ yang olek
pembuat-UlJ tidak seluruhnya diahggap tercela, ndmun di-mana iarmenginginkar

dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin (arti sempit).ialah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar

dalam ‘ketenttan-ketentuai yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan

teliti 'diberikan -batas-batas tertentu bagt tiap 'kasus. Jadi-persoalantya bukanlah

urituk hanya memberi perkenan ‘dalam -keadaan-keadaan ‘vang ‘sangat-khusus;

26° N.M.Spelt dan J.B.7.M ten Berge , Pengantar Hukum Perizinan , disunting oleh Philipus
M. Hadjon, Yundika ;Surabaya, 1993, hiin 2-2
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tetapi agar tindakan-tindakan yang-diperkenankan dilalukar ‘dengan:cara terientu

REPOSITORY.UB.ACID |

|

(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”??
1. . Fungsi dari pemberian izin
Secara umum tungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada
aktivitas' pemerintall ‘dalam hal-hal - tertenta’ ' dimana ' Ketentuannya © berisi

kan baik 'yang berkepentingan ataupun pejabat
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pedoman yang harus dilaksana
yang berwenang . Selain itu, fungsi dari perizinan, itu-dapat. dilihat dari-tiga sisi

yakni dari sisi pemerintah, sisi masyarakat, dan sisi pembentuk 1JU.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

a. “Dari sis1 Pemerintah

Iy Untuk ‘melaksanakan peraturan, Apakah ‘ketentuan-keterituan “yang

N

P

termuat -dalam)/‘peraturan’ tersebui’ sesuail ‘dengan: kenyataan  dalam

I

e

oraktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
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permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan
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bertambah karena setiap 1zin - yang  dikeluarkan pemohon harus
membayar retribusi terlebih dahuliu.
1 ™

b.< Dari sisi- Masyarakat

(1) Untuk adanya kepastian hukum.,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(2) .Untuk adanya kepastian hak.

T

(3) Untuk memudahkan mendapdtkan fasilitas.

¢. - Dari sist pembentuk UU

baaaN

1} Keingzinan mengarahkdan ataw mengendalikan aktivitas tertentu, misal

IMB; izin HO, dll.
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{2) Mencegahbahaya lingkungen, misal ' lzin penebangan, Izin usaha

REPOSITORY.UB.ACID |

|

indusiri.
(3). Melindungi obyek-obyek tertentu, - misal. izin, membongkar

monumen, -izin~ mencari “atau ‘menemukan benda peninggalan

=
+
<
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Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yarg tervatas, misal izin

7

menghuni di daerah padatpenduduk (SIP).

(5) Mengarahkan - atau -pengarahan  dengan menggunakan seleksi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

terhadap orang dan aktivitas tertentu, misal 1zin bertransmigrast.”

2. Sifat izin

Padadasarnya izin diartikan sebagai keputisan badan tata tisaba 'negara (TUN)
atan, pejabat-yang memiliki kewenangan-atas itu, yang: berisi atau; substansi

dalam keputusan tersebut mempunyai sifat sebagai berikut:

(1) “iIzin bersifat bebas, adalah 1zin sebagai keputusan tata usaha negara
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yang penerbitaniiya’ tidak terikat pada aturan dan hukum tertuiis“serta
organ-yang berwenang dalam Gzin memiliki Kadar kebebasan'yang besar

dalam: memutuskan pemberian izin.

7~
N
—

Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata. usaha negara

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang penerbitannya terikat pada.aturan dan hukum tertulis dan tidak

tertuiis serfa organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan

wewenangiya tergantung ‘pada-kadar sejauhmana’peraturan perUUan
mengatuinya: Misal izin vang bersifat terikat adalah IMB;-izin HO; izir
usaha-industri;; dan lain-1ain - Pembedaan antara- izin, yang bersifat bebag

dan terikat adalah penting dalam hal apakah 1zin bisa ditarik kembali
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atardicabut ataw ttidak. Pada dasaroya hanya izin sebagai keputusan tate

REPOSITORY.UB.ACID |
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usaha negara yang bebas dan dapat ditarik kembali-atain dicabut, hal itu
karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimane
1zin tidak dapat ditarik kembaii atau dicabut. Sedangkan pada izin yang

bersifat ‘terikat, ‘pembuat  UU-memicrmulasikan syarat-syarat «di’ tana
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izin-diberikan dan izin dapet ditarik kembalicatau dicavut, Hal penting
dalam- perbedaan \di atas adalah dalam hal menentuken kadar-luasnysa

dasar_pengujian oleh hakim tata usaha negara  apabila izin sebagai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang

terikat, ‘hakim relatif akan -menguji lebih lengkap -dibanding dengan

wewesnang yang' bebas dalam menetapkan izin; 'sehingga' bila” banyak
kebebasan -vang dimiliki- oleh, organ pemerintahan: dalam, menetapkar:
izin,. maka hakim akan-membatasi diri pada pengujian ala: kadarnya

pada UU dan asas-asas umuim pemerintahan yang baik.

<
=
=
<
oc
(a0

UNIVERSITAS

(3) Izin" yang" bersifat menguntungkar, -merupakarn -izin “yang 'isinya
mempunyai 'sifat menguntungkan pada yang: bersangkutan. Izin -yang
bersifat menguntungkan 15t nyata Keputusan merupakan titik pusat-yang

memberi. .anugerah. kepada yang  bersangkutan.  Dalam  arti, yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak

) 1

akafi ada tanpa“ keputusan tersebut. Misal 'izin yang menguntunigkan

adalah SIM, STUP, SITU, dan lain-lain

7=
AN
g
i

zin yang bersifat memberatkan, merupakanizin;yang isinye
mengandung, unsur-unsur, -memberatkan ;. dalam - bentuk . . ketentuan+

o 2t

ketentuan yang berkaitan kepadanya. D1 samping itu, izin yang bersifat
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raemberatken mermpakan pulz izin yang memberi beban pada orang lain

REPOSITORY.UB.ACID |

|

atau. .masyarakat, sekitarnya.. Misalnya, , pemberian izin -kepads
perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang
merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Pembedaan

ntara’ izin yang . bersifat-“menguntungkan ‘dengan ‘izin yang betsifat
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raeraberatkan adalah peating dalam hal cpenarikan: kembali ~atau
pencabutan,, dan  perubahannya. IZin, sebagai -keputusan  yang

menguntungkan tidak begitu mudah dapat ditarik kembali atau diubah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

atas Kerugian yang berkepentingan.” Adapun penarikan kembaii atau

pencabutan dan-perubanan -zin' 'yang bersifat memberatkan biasanya

tidak terialu rdenjadi soal:

(5) dzin-yarg segera; berakhir, -merupakan izin yang menyangkut; tindakan-

<L
o
X2 g tindakan. yang akan segera berakhir atan izin yang masa berlakunya
7S
g o relatif pendek, misal IMB, yang berlaku hanya untuk mendirikan
=
‘:2) o bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
(6) 1zin" yang ' berlangsung ™ dama; 'merupakarn izin- yang cimeényangkut

tindakan-tindakan vang berakhirrya atas imasarberlakunya; relatif lama|

misalnya .izin: usaha industri_dan. izin yang. berhubungan dengan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

lingkungan. Pembedaan antara izin yang segera. berakhir dengan izin

yang ~berlangsunglama “adaldh ~penting “dalam™ hak ‘kemungkinan

penarikan kembali’' dan masa berlakunya-izin:
(7p dzm-yang fbersifat pribadt,ymemupakan izin yeng isinya tergantung pade
sifat ataw kualitas pribadi dan pemohon izin, Misalnya, izin mengemudi

atau SIM.
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(8) dzinyang bersifat’ kebendaan, merupakan izin vang: isinya tergaatung

REPOSITORY.UB.ACID |

|

pada sifat dan objek.izin: Misalnya-izin HO, SITU; dan fain-lain.”
Pembedaan antara izin yang bersifat, pribadi .dengan izin, yang bersifat
kebendaan adalah™ ““penting dalam hal kemungkinan mengaiithkannyd pada

pihak-lain.“1zin’ yang bersifat pribadi-tidak dapat-dialihkan pada pihak-lain,
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contch/ SIM:- tidak dapat - dialihkan (pada ipihak’ lain, adu sebuah penjualan
perusahaan- pada-pihak- lain m izin HO-nya - secara. otomatis-beralih pade

pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah. kin seperti itu harus

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ditaati oieh mereka yang-secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.”

3. Fingsi pemberiari izin

(b'

Ketentuan dentang 'perizinan niempunyai fungsi yaiths “sebagai-peneitib: dan

sebagat fungsi pengatur,, Sebagai fungsiipenertib, dimaksudkan, agar izin-atau
setiap. izin.atau tempat usaha,, bangunan. dan bentnk: kegiatan masyarakat

O

lainnya tidak bertentangan satu sama lain,” sehingga Ketertiban dalam' setiap

<
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segl kehidupan “masyarakat dapat terwujud.  Sebagai fungsi mengatur
dimaksudkan agai''perizinan yang adadapat’ dilaksanakarn  sestai~ dengan
peruntukannya -sehingga terdapat penvalahgunaan izin yang telah diberikan.

dengan kata lain fungsi pengaturan. ini dapat disebut fungsi yang dimiliki oleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemerintah.”28

Berdasarkan ‘pemaparan pendapat ‘pada pakar tersebut, dapat disebutkan

e

bahwa'izin‘adalah’ “perbuatan pemerintah 'bersegi satu- berdasarkan peératuran

PerUUan (untuk r diterapkan pada peristiwa konkret; menurut | grosedur: dar

|
s &

28 Beberapa - elemien pokol /perizinans 'Wewenarlg; Sebagai: bentuks; ketetapan; ~Lembage
emerintah; ;. Pristiwa . kongkrit;. Prosedur. dan: persyaratan:  Persyaratan  tertentu;  Waktu
penyelesaian  izin, Biaya perizinan; Pengawasan penyelenggaraan izin; Penyelesaian
pengadian dan‘sengketay Serksi; dan Hak dankewajiban
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persyaratan tertentus Dart ‘pengertian ini ada beberapa-unsur dalam’ perizinan,

REPOSITORY.UB.ACID |

|

yaitu sebagai-berikut:
a. . Wewenang
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur

atau pemerinitahan  berdasarkan peraturan’ perUan. -Dengan’ kata“lain,
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setiap) findakan  hukum pemetintab; baik) dalam  mergalankan: fungsi
pengaturan-maupun fungsi pelayanan; harus didasarkanpada, wewenang

L

yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku. Qm positief recht

A

E: ten kunnen vasstellen en_handhaven-is een bevoegdheid noodzakelijk

E

EE 71 15 A1 3 -

|2 Zonder bevoegdlieid kunnen ‘geen juridisch concrete besluiten genomen

|8

| &

:g 4 1 1 1 1.

- worder,; (natil'dapat melaksanakandan mencgakkan ketentuan' Hukum
pesitif perlu-wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan

yuridis yang bersifat konkret).

b.  Sebagai bentuk ketetapan

<
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Secara konstitusional “pemerintah “diberikan ™~ wewenang ‘untuk
melaksanalkan’' “pergaturan, yang  ddri fungsi pengaturainini-mincul
beberapa instrumen; yuridis untuk menghadapi peristiwa rindividuat darl

konkret; ketetapan ini merunakan ujung tombak dari instrumen hukum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dalam penyelenggaraan pemerintahan . Salah satu wujud dari ketetapan

ini ‘adalah “izin. Berdasarkan jenis ketetapan, izin teimasuk sebagai

ketetapan 'yang bersifat konstitutif, yakni' ketetapan' yang raenimbulkan
hali baru'yang sebelumnya tidak dimiliki olel ses¢orang yang namanyé
tercantum. dalam ketetapan itu,-atau. beschikkingen. welke iets toestaar

wat tevoren niet geoorloofd Was, (ketetapan yang memperkenankan
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sestatu yang. sebelnmnya- tidak ' dibolehkan}): r Déngan demikian; izin

REPOSITORY.UB.ACID |

|

merupakan- instrumen yuridis .dalam bentuk. ketetapan, yang - bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau
menetapkan peristiwa konkret.

Lembaga pemerintah
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Dembaga atau kelembagaan, secare tcoritis adelah: suatu rule of the game
yang mengatur tindakan dan mengntukan apakah- suatu jorgantsasi, dapat

=)

berjalan secara efisien dan efektif.. Lembaga pemerintah adalah lembaga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di

tingkat” daerah. Menurut * Sjahran -Basah, ' dari- penelasuran ' berbagai

ketentuan ' penvelerggaraan Ctertinggi (presiden)s sampai dengan
administrasi-negara -terendah, (lurah) berwenang. memberikan izin, Ini
berarti terdapat aneka ragam administrasi negara. (termasuk instansinya)

pember1 izin, yang didasarkan pada-jabatan yang dijabatnya baik di
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tingkat pusat rnatpun-daerai.??
c. o1 Pristiwa Kongkrit

Discbutkan bahwa rizin merupakan instrumen: ryuridis -yang berbentuk

ketetapan,, yang digunakamn: oleh nemerintah dalam menghadapi peristiwa

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi

pada“waktu“tertentyu, orang tertentu, temipat tertentu, dan'fakta hukum

tertentu. ~“Karena' peristiwa 'konkret ini''beragam, ‘scjalan “dengan
diern 2t o X emb 15 ey idraing putl ~memitiki| | berd 3
keragaman perkembangan - masvarakat, |izino purl s merniliki | berbagai

keragaman, Jzin yang jenisnya beragam jitu dibuat dalam- proses vang
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cara proscdurnya-tergantung dan-kewenangan pemberd izing macan izin,

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dan strukiur organisasi instansi-vang menerbitkannya, Berbagai jenis izin
dari instansi pemberi izin-dapat saja _berubah seiring dengan perubahan
kebijakan peraturan’ perUUan yang terkait dengan 1izin -tersebut.

Meskipun demikian; izin “akan’ tetap ‘ada’ dan- digunakan “dalam ' setiap
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penyelenzgaraan pemerintahanidan kemasyarakatan.
d.  Presedur, dan persyaratan
1

Proses dan_prosedur perizinan - dapat meliputi., prosedur pelayanan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal

yang“dilakukan olch aparat/petugas. 'Dalam “setiap’ tahapan’ peketjaan

tersebut, “masing-riasing “pegawai’ ddpatl’ fengetahin Cperan | Anasing-
maging-dalam proses penyelesaian perizinan.
Pada_umumnya permohenan. izin harus; menempuh_ prosedur . tertentu

yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus
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meneinpull “prosedur tertentu,” pemohon izin juga  harus memenuhi
persyaratan (iertentu-yang: diteniiikan /secara’ sepihaks oleh peémerintah/
pemberi izin.”’

Dalam_hal pelaksanaan perizinan, lack of competencies sangat. mudah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

untuk dijelaskan. “““Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya

pengetahuar tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan,

£ g “

tetapt “lebil ‘jauh “dari “aspek o tersebut. Kedua, “proses’ perizinan
memertukan dukungan keahlian-aperatur! tidak hanya dalam mengikuti
tata -urutan- prosedurnya, tetapi-hal-hal lain yang-sangat. mendukung

kelancaran proses perizinan itu sendiri seperti -pengoptimalan
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penggunadn teknologi infermasic Ketiga, proses perizinan tidak: teriepas

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dari interaksi  antara. permohon, dengan  pemberi- izin. Dalam  interaksi
tersebut terkadang muneul perilakun yang menyimpang baik yang
dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oieh kepentingan- bisnis

pelaku-usaha, seningga aparatur - ‘pelaksana ‘perizinan - diwuntut ¥ untuk
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UNIVERSITAS

memiliki perilaku yang positif dengan tidak meraanfaatkan situasi ‘demi
kepentingan pribadi:

e. Persyaratan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Persyaratan merupakan hal yang harus, dipenuhi oleh pemohon untuk

memperoleh 1zin 'yang 'dimohonkan: Persyaratan perizinan “tersebut

berupa- dokumen kelengkapan® “ataw ' surdt-sturdt: Dalam’ ‘re€gulasi’ dan
deregulasi: persyaratan dalam proses perizinan -metijadi satn yang paling
utama Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling;tidak memenuhi

kriteria berikut:
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(1) Tertulis dengan jelas
Regilasi sulit teriakganha dengan baik tanpea tertulis dengan jelas.
Oleh karena,itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan, dengar

ielas.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(2) Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinain -~ harus “berorientasi pada asas™ Kemudahair - untuk

dilaksanakan oleh'“si‘pengurus “izins' -Meskipun ) tetap

memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat-ideal.
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(3) Berlakuuniversal

REPOSITORY.UB.ACID |

D

Perizinan  hendaknya -tidak - menimbulkan . efek - diskriminatif

|

Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.-Memperhatikan
spesitikast teknis dan ‘aspek lainnya yang terkait (termasuk
memenuhi ketentuan-internasional).

Iad

o Waktu penyelesaian izin
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Waktu- penyelesaian 1zin ~harus, ditentukan- oleh “instansi  yang

bersangkutan. Waktu penyelesaian. vang ditetapkan. sejak. saat pengajuan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

permohonan sanipail dengan penyelesaian pelayanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan Karena adanya tata

cara' «dan—prosedur yang “harus “diternpuli | sesecrany: dalaim’ mengurus
perizinan-tersebut.  -Dengan ~demikian [regulasi« dan. deregulasi.  harus
memenuhi kriteria berikut:

(1) Disebutkan dengan jelas
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(2) ‘Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
(3) Disinformasikan secara’luas bersama-sama 'dengar prosedur dan
persyarata

.. :Biayaperizinan

to)

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian “izin" Penetapan besaran biaya pelayaman ‘1zin - perlu

1wemperhatikan hal-hal sebagai berikut:

~~
—_—
<=

Rincian biaya harus gelasuntuk sefiap, perizinan, khususnya vang
memertlukan tindakan seperti-penelitian, pemeriksaan, pengukuran

dan pengajuan;
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(2) Ditetapkan: oleh peraturan (perUUan, atau | dan memperhatikan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

prosedur: sesuai ketentuan. peraturan perl/Uan.
Pembiayaan menjadi hal -mendasar dari. pengurusan perizinan. Namun.
perizinan_sebagai -bagian dari kebijakan pemerintah untuk ‘mengatur

aktivitas “masyarakat sudal -seharusnya- memenuhi -sitat-sifat “scbagai
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public goods.
h. Pengawasan penyelerggaraan izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemerintah dituntut untuk lebih baik, Dalam banyak hal memang

harus ‘diakui ‘bahwa Kinerja pelayanan perizinan -pemerintah ‘masih

buruk. “Hal ini’ disebabkan oich: Pertama, ‘tidak ada Sistem irsentif
untuk melakukan- perbaikan, Kedua, buruknya itingkat-pengambilan
inisiatif dalam. pelayanan  perizinan, yang.ditandai-dengan. tingkat

ketergantungan ‘yang tinggi pada -aturan formal (rule driven) dan
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petunjuk Pimpinan dalamr melakukan tugas pelayanan. Ketiga; budaya
aparatur’ yang-masih kurang-disiplin_dan ‘sering ‘melanggar: atiran.

Keempat: budaya patermalistik' yang tinggi, artinya;aparaf

menempatkan pimpinan, sebagai. pricritas utama bukan. kepentingan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

masyarakat.

1.~ Penyelesalan pefigaduarn dan sengketa

o
—
N
-
1%
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=
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(2) Sengke
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- Sebagai produk: kebijakam publik,: regulasi dan-deregulasi.perizinan di

Indonesia-ke depan perlu-memperhatikan materi sanksi-.dengan criteria
sebagai berikut:30

(1) Disebutkan secara jeias-terkait’ dengan unsure-unsur yang dapat
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diberi sanksi dan sanksi@pa yang akan diberikan;
(2), Jangka waktu-pengenaan sanksi disebutkan;

(3). Mekanisme penggunaan sanksi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

. ~ Hak dan kewajiban

Hak dan-Kewajiban- antara pemohion’ dan instansi-pembeit 'izin' harus

tertuang dalatiregulasi dan deregulasi perizinan di Indonesial Daldm hal
ini-harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1). Tertulis dengan jelas.

(2) Seimbang antar para pihak.
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(3) 'Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Dildalany 'UU/ No.-25 Tahun :2009;) tentang ' Pelayanan- Publik - juga

ikemukakan bak dan kewajiban masyvarakat (yang memohon izin), dan

£

instansi pemberi pelayanan perizinan.”

‘ REPOSITORY.UB,ACID ‘

C. Penerapan sanksi administratif

1. Pengertian Penerapan

Menurat 0.3 ‘Badudu - 'dan Suitan Mohammad Zain, Penerapan ‘adalah hal,

cara; danhasi! 2! radapun:menurut; Lukman Ali Penerapan’ yaiti: mempraktekar:

30 Adrian-Sutedi; SH: MH. Hal. 192

31J.S Badudu-dan Sulian Muhamrad Zain, Luknan Ali Kamus Umuni Bahasa Indonesia, Pustaka
Sihar Harapan, Jakarta; 1996, hal 1478
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ataw meniasangken ‘Berdasarkan pengertian itersebut/ dapat- disivpulkan bahwe

o

REPOSITORY.UB.ACID |

|

penerapan-.adalah sebuah tindakan vang dilakukan baik secara individu maupun
kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah-dirumuskan.
Apabila penerapan hukum perUUan dilakukan dengan menggunakan konsep

hukum' sebagimana yang telah dipahami, dalam tradisi-berpikir legal-positivism,
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yang memandang tentang hukum dari hanya dengan sc:be.lia:; pada di lingkaran
peraturan -dalam perlJUan, dan vang. melakukan pemaknaan perl/Uszn, secard

formal-tekstual. dengan mengabaikan nilai-nilai sosial di masyaraka, makayang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

akan terjadi adalah hukum-yang mengabdi pada kepentingan elit bukan kepada

kepentingan ‘rakyat, “schingga tujuan- hukum agar untuk ‘mewujutkan- adanya

keadilan ekansenzkinidalam jauh dariapa yang dinarapkan.3?

Pencrapan dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan merapraktekan suatu
teori, metode,. dan, hal lain_untuk mencapai tujuan, tertentu dan. untuk  suatu

kepentingan yang  diingikan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah
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{erencana atau tersusun seoelumnya.
Menunut Saerjono Soekanto, fungsi penerapan hukurn di-masyaraket adalah;®
(M) Adat ketertiban: dan ‘ketentraman masyarakat)

(2); Sarana untuk memwujudkan keadilan sosial dan lahir batin;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(3). Sarana penggerakan pembangunan.

Hukum mempunyai pengaruh sangat ‘besar di -dalam hidup pergaulan’ di tengah-

1

tengah masyarakat. Hal'ini ' dapat terlihat juga’ dari ketertiban, ketentréman dan

1

tidak, terjadinya: ketegangan di dalemi masyarakat ‘karena hukumi rmengatur; dart

32 yanitd Sufrivadi; Penerapan Hukum,Progresif Dalam Pencgakan Hukum Di Tengah Kris
Demokrasi, Jurnal Hukum, No. 2,"Vol. 17 April 2010, hal 233-248
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3318 perjono Sackanta, Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1990, hal 53
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menentukan  hak dankewajiban <serfa imelindungi  kepertingan dndividu: dan

REPOSITORY.UB.ACID |

1

kepentingan sosial:

|

Fungsi kritis hukum ini adalah.dalam kerja di hukum tidak semata-mata juga
pada aparatur pemerintah,” yang tetapi termasuk juga terhadap aparatur dan

pencgak nukum. ‘Dengan- demikian~ hukumi haras memiliki fungsi ‘sedeimikian
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rupa, sehingga: dalam  masyarakat dapat Cdi. wujudkan: | ketertibany | keadilan,
keteraturan; dan perkembangan. Agar hukum dapat- melakukan: fingsinya dengari

baik maka - bagi- pelaksanaan penegak -hukum, dituntut. kemampuan ~dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

melaksanakan atau menecrapkan hukum dengan gayanya masing-masing- antara

lain 'juga 'dengan menfsirkan di dalam hukum sedemiikian “rupa’ sesuai dengan

keadaan juga dan posisi-pitiak terténtu Bila' perli/idengan: menerapkan atau
meénentukan kebijakansanaan untuichal yang sama serta- penghalusan-hukum.
Di samping itu, Perlu. diperhatikan faktor pelaksaan penegak hukum bahwe
>y 5 'y L} o

yang di butuhkan adalah kecekatan, ketangkasan, dan Kkeferampilan agar
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memperoleh jawaban ' atau’ tujuan tertentu - yang ingm diketahiui - atau dicapai
setelah’ “malakukan - berbagai niacam Ssurvey . dan© kegiatan 'yang “studak
direncanakan untuk mempercleh hasil yarg diharapkan.-Dari penjelasan diatag

(13

adapun . unsur-unsur , penerapamn meliputi:’4, “a. Adanya program  yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dilaksanakan; b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran

dain diharapkan akan menerima nianfaat dari perogram tersebut, c. “Adanya

pelaksanaan, baik organisasi atau perseorangan yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari pereses penerapan tersebut

2.1 (Pengertian Sanksi Administratif

3411bid him ‘5
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Mengawali-pembahasan pengertian dan pemahaman secara urnum mengena

REPOSITORY.UB.ACID |

|

administrasi: tentunya, terlebih dahulu. mengenal. dan imemahami .apa itu
administrasi dalam kajian ketatanegaraan..oleh karenanya. Konsep administrast
yang diterapkan —dalam sistem ketatanegaraan  saat  inl mengaiami banyak

perkembangan dari sistemi administrasi-sebelumnya  dikarenakan pola ‘'dan sistem
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UNIVERSITAS

baru yang kompleks menyesuaikan kebutuhar dan perkembangais globalisasi dan

kebutuhan pelayanan yang mederr.

Sanksi-sanksi-merupakan bagian penutup yang penting.di dalam hukum, juge

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

daiam hukum administrasi. Pada umumnya ‘tidak ada gunanya mermasukkan

kewajiban-kewajibar atau laranganiarangan-bagi-para-warga didalami peraturan

perUUan tata usaha fegard,  manakdla’ aturén-aturan ‘tingkaly laku'\iidak dapat
dipaksakan-oleh: tata-usaha negara {dalam hal-dimaksud diperlukan); Selanjutnye
pelaksanaan . suatu. sanksi pemecrintahan berlaku . sebagai . suatu . keputusan

(ketetapan) yang memberikan beban' belastende, beschkking. Hal itu membawa
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serta  hakikat ~(sifat)  dari~ sanksi.” Hukum menjadi- dasar utama ‘dalam
melangsiingkan kehidupan “untuk “menjamin’ asas’ terfibo dan | disiplin' “agar
berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dari

tertib.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak. hanya melarang tindakan-

{indakan yang tanpa dis€itai izin, tetapi’ juga’ terhadap tindakan-tindakan “yang

bertentangan dengan peraturan perUUan 'yang dapat ‘dikaitkan pada’ 'suaty' ijin

termeasuk, sanksi-sanksi hukum adniinistratif yang khas antara lain:?’

35" Philipus M:Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1994, hiin 245
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(D) Bestuurdwang (paksaan peraetintahan)

REPOSITORY.UB.ACID |

|

(2); Penarikan kembali. Keputusan- (ketetapan) - yang -menguntungkan . (izin,
pembayaran, subsidi)
(3) Pengenaan denda administrasi

(4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah' (dwangsom)
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Pelaksanaan  suata 'sank pemerintahan’ berlakn | sebagal suatu keputusan -yang
memberiken beban.-Hal itu akan membawa serta hakekat dart sanksi; Bagi jenis

tindakan-tindakan pemerintah terkandung secara khusus adanya azas kecermatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dailam makna azas umum-pemerintahan yang layak. Perbedaan antara-sanksi

adminisirasi ‘dan ‘sanksi pidana dapat ‘dilihat dari tujgan pengenaan’ sanksi itu
p p q] peng

sendiri/ “Sanksi administrdsi ditujukan keépada’ perbuatan: pelanggardnnya,
sedangkansanksi pidana dituiukan kepadaipelanggar dengan memberi hukumar
berupa nestapa.. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu

dihentikan. Sifat sanksi  adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan
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semula. Di sainping itu perbedaan antara sanksi-pidana dar sanksi administrasi
talah tindakan penegakan hulkumnyz: Sarnksiadministrasi diterapkan oleh pejabat
tata jusaha- negara tanpa ~harus melaluiprosedur peradilan; -sedangkan  sanks!

pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan 3¢

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

D. Tentang satuan Polisi Pramongpraja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yaig sering disebut Satpol PP merupakan

salah'satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala
daerah dalarm mencgakan Perda danPeratunan Kepala Daerzh;, smenyvelenggarakart

ketertiban - umuni: .dan . ketentraman. -serta -menyelenggarakan - perlindungan

20 hid him 246
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masyarakat, Dalant U1 No/ 23 Tahun 2014 tentang Pemda raengatur mengenas

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

pembentukan Satpol PP, secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan-pada
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi

Pamong Praja atau 'bias disebut dengan SATPOL PP adalah bagian dari perangkat
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daerah dalar penc¢gakan Perda serte penyelerggaraan -Ketertivan umum: dan
ketentraman masyarakat. -Dapat dilihat, bahwa Po”isi- Pamong Praja: memiliki

fungsi-fungsi_ pemerintahan. Fungsi _pamong , praja_lebih _ditekankan pada

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kemampuan. dalam memimpin warga. Selain memiliki kewenangan - untuk

melakukan penindakan ‘kepada ' ‘werga, ‘aparatur  atau badan hukum' “yang

melakukan pelanggaran atag Peratutar Daerah dan/atan Peraturan Kepala Daerah,
Setpol PP berhak--mendapatkan’ fasilitas-fasilitas  yang - dibutuhkan, dalam
menjalankan. tugas-tugasnya, Namun, Satpol PP tidak dapat memberikan tindakan
yang bersifat pidana kepada para pelanggar ketentuan Perda dan/atau peraturan

m 1
1

indakan ‘Satpol PP hanyalah “sebatas “tiridakan “non “yudisial
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Kepala Daerah.
berupa teguran, penyitdai dan pemberian sanksi adminisitasi.
Dalam:menjalankan segala tugas dan fungsinva Satpel PP berpedoman:pade

Peraturan . Menteri, Dalam  Negeri: Rpublik . Indonesia. Nomor 54 Tahun 2011

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tentang Standar Operasional Prosedur satuan, Polisi Pamong Praja. Dalam

Lainpiran Peraturan ‘Menteri- Dalam Negeri-Republik indonesia terseout dimuat

tentang tehnik pelaksanaan' tugas danrwewenangnya meliputi:
(1) Penegakan Perda
(2): Ketertiban tJmum dan Ketentraman masyarakat

(3) Penegakan unjuk rasa dan kerusuhan masa
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(4) Pengawalan'Pejabat:dan Orang:orangpenting

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

(5) Pengamanan tempat-tempat penting
(6). Patrol
Selain itu tugas Satpol-PP adalah menegakkan Perda dan menyeienggarakan

ketertiban umutn -dan' ketentraman “masyarakat ‘serta’ perlindungan’ masyarakat.
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Dapat ' dikatakan ~bahwe ~Satpol PP merupakan lermbaga daerah yang sangat
penting;-selain -dapat . menindak masyarakat, Satpel. PP juga. dapat ;melakukari

penindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ketentuan Perda. Satpol PP juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang hampir sama

dengan dan'sctaradengan aparat Kepolisian Negara.
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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BAR I

REPOSITORY.UB.ACID |

|

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, -sistematika ‘dan’ peraikiran “tertentu, 'yang bertujuan untuk mempelajari
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sesuatu catau beberapa gejala huikun tertentu, dengan jalan- nienganalisabnya

Disamping itujuga dilakukan pemeriksaan yang mendetail terhadap faktor hukuni

tersebut. mengusahakan suatu pemecahan pada permasalahan-permasalahan yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

muncul di dalam_gejala’ yang bersangkutan. ‘Maka jenis penelitian ini -adalah

el

penelitian -hukuni~ empiris ' dengan ~menggunakan pendekatan “Metode Yaridis

Empirisi Metade penclitian/ini meripakan (perelitian sintuk-mengetahui hukunm
secara nyata ‘dan sejauh mana berlakunva hukum di masyarakat-dengan melihat
kenyataan yang ada dalam peraktek dilapangan,

Jenis peneiitian yang dipilih_oieh penulis ini menurut pendapat Soeryono

Q]
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ockanto dan Purniadi Purbacaraka’” merupakan penelitian hukum dimana hakum
sebagai faw!in ‘action, dideskripsikan sebagai \gejala-gejala sosial yang ‘empiris.
Dengan demikian - humum: tidak sekedar diberikan arti sebagai - jalinan nilai-nilail

keputusan. pejabat;,ialinan kaidah |dan norma, hukum posistif tertulis, tetapi juga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dapat diberikan makna sebagai , perilaku vang sistem ajaran tentang kenyataan,

perilaku yang teratur dan ‘ajeg atau hukuin dalamarti petugas.” Atau dengan kata

lain, suatu penelitian-yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam
prakick penerapar huknm di masyatakat dan menganalis tindakan- institusi hukun

berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum
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Soeryono Sockanto; PengantarPenelitian Hukurs, (I Press, Jakatia, 1 6&1 hlm 43
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B. Metgde Perelitian

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Penelitian. ini;adalah- penelitian. hukum. empiris,, Karena- itn - menggunakarn

55
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha untuk meiihat serta
menganalisa Tenomena - hukum yang terdapat di dalam ‘masyarakat’ yang
discsuaikan dengan peraturan perUUan ~ ataupun Perda yang ada.” Penggunaan

nendekatar: penelitian yuridis sosiclogis dalam penelitian-diharapkan memaham;
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serta, menekaji- tentang  upayva penegakan hukum- berupa: nemberian : tindakar:
t= 8) g 'y J > y

administratif dalam pelanggaran Analisis dampak lalu lintas dengan fokus Studi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pada pameritah daerah kota Malang terkait dengan berlakunya pasal 11 (ayat 2)

Perda Kota'Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analsis' Dampaic Lalu Lintas:

C. Jenis dan Sumber Data
Data -penelitian -ini. meliputi ‘data primer dan- data- sekunder.-Data; Primer

adalah data vang pertama kali di catat langsung dari sumbernya-yaitu di tempat

penelitian dimana penulis melakukan penelitian tentang penerapan pelaksanaan
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(indakan administrasi 'daiam pelariggaran “Analisis dampak lalu  lintas™ melalui
wawancara: dengan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung. Se¢mentara
datarsckunder;adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari: sumber data

Jadi berupa data siap pakai dan telah tersedia sebelumnya; yang,terdapat dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

catatan Kantor Pemda Kota Malang khususnya Dinas Satuan Polisi Pramong Praja

dain sumber-stimber lain baik dalam buku-buku literatur niaupun dari sumber lain

yang terkait dengan ‘perinasalahan’yeng akan diteliti baik' yang didapat melalui
studi; dokumentast: rkepustakaan ddn obsetvast termasuk-dari- internet, maw; purt

email.
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D. Populasi dan Sample

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Populasi adalah seluruh obyek atau, seluruh unit/kegiatan. yang-akan. diteliti
Dalam penelitian-ini_peneliti menentukan . populasi -ditentukan dengan populasi
sampling, karena responden yang terkait dalam masalah i adaiah jelas dan

tertentu, yaitu:
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11 Dinas Satuan Polis Pramong Praja Kota Malang

E. Teknik Mengumpulkan Data

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan pendekataan penelitian yang

digunakan.” Dalama penelitian ini' perolchan 'data’ diperoleh dengan ‘melakukan

penclitian lapangar.” Penclitian lapangan ini\'memakai “tehiik “perolehan date
sebagai berikut:
1. Data primer. digali dan digunakan untuk membantudari responden melalui

teknik “wawancara ‘dengan Indepth Interview, dengan menggunakan
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Kuisioner bebas” terpimpin yang teian’ disiapkan sebelumiya  biasanya
pewawancard ~hanya,/ membacakan pertanyaan Cyang  telal ~disusun - dan
pokak ~pembicaraan  tidak < boleh 'menyimpang «dari: apayang telah

ditentukan., Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi  wawancara

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

antara lain sebagai berikut:

(1) Suasana paik anfara pewawaricara daii respondeii atau informian,

(2y Ketrarpilan pewawancara;

Kegiatan:wawancara.dalam penelitian ini| dilekukan dengan aparat.vang

HAL

terkait dengan penegakan dan pengawasan terhadap penerapan perapan
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sanksi ‘dalam penangan pelanggatan analisis -dampak lalw lintas yaity

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

Satpol PP kota Malang.
2. - Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh. melalui dokumentasi
dan studi pustaka, serta dari internet berkaitan dengan penerapan -sanksi

dalam“penangan “peianggaran ~Analisis ' dampak~ Talu “lintas. “Dan
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dokumentasi yang dimaksud «disint adzlah suetu-tehris pengumpulan-data
dengan caramengutip data data- yangtelah ada yaitu meliputi:

(1) Peraturan perUUan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(2) .Buku-buku literature yang terkait dengan permasaiahan

F. Teknik’Analisis Data

Analisis' adaiah - suati kegiatan untukOmemaparkan: 'data, “sehingga dapat
diperoleh suatu-kebenaran;atau ketidak -henaran dari suatu hipotesis. Batasan ini
diungkapkan. bahwa analisis data; adalah sebagai proses yang memerinci usaha

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide. seperti yang
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disarankan oleh data sebagai’ usaha untuk ‘memberikan bantuan pada t€ma dan
ide 38!\ Terhadap keseluruhan data” yang (berhasil Vdikompulkan; selanjitnye

diinyertarisir, ~diklasifikasi, dan dianalisis - secara  deskriptif kualitatit dengarl

mengedepankan nilai positivitas, koherensi dan kemanfaatan. Teknik Analisa akan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang digunakan dalam penelitian. in1 adalah” dengan deskriptif analisis, yaitu

prosedur pemecalian masalali yang diteliti dengan ‘cara menganalisis kKernudian

memaparkan atau menggambarkan atas 'data yang diperoleh dari hasil pengamatan
di' lapangan den studi pustaka kemiudian-dianalisis dan di iterprétasikan: dengart

memberikan kesimpulannya.
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20! Lexy Ul Mboleong; Metode Penelitian Kuaiitatif, RemajaRosdakarya, Bandung 1994, hlm 103
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G. Definisi Oprasicnal

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Definisi: operasional - digunakan -sebagai. dasar, dalam.. pengumpulan - data
sehingga tidak terjadi Kebingungan terhadap data yang - diambil untuk

¢nyamakan pemahaman dan an a uiis arya tulis ini,
menyamakan pemahaman dan cara dang terhadap penulisan karya tulis ini

maka penulis memberikan penjelasan mengenal maksud-dan focus penelitian pada
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karya ilmiah ini-adalah sebagai berikut:

(1) Penerapan [sanksi :adalah pelaksanaan pemberian;

ol
&

nksi 'yang, dikenakan

terhadap_pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan perundangan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang bersifat administratif.

(2) Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan olehrseseorang atau kelompok

1,

orang | yang melakilkan suatt hal yang bertentangan “dengai keteéntuan

petaturan: perUlUan vang beriaku.
(3). Analisis Dampak Lalu lintes atau andalalin adalah adaleh Studi/Kajian

mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atan usaha tertentu
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yang hasilnya dituangkan -dalam -bentuk  dokumen Arndalalin ~atau

Perencanaan pengaturan Laiointas.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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BAB IV

REPOSITORY.UB.ACID |

|

PEMBAHASAN
A. Keadaan Geegrafis Kota Malang
Kota Malang adalah “sebuah kota yang ‘terletak “di Propinsi Jawa ‘Timur,

Indonesia. Kota'int terletak 90 km ‘sebelah selatan’ Surabaya ‘dan merupakarn kota
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tinggi vang cukup:sejuk, dan, selurgh-wilayahnyal berbatasan dengan, Kabupateri

Malang. Luas wilavah kota Malang.adalah 110,06 km. Bersama dengan Kota Batu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah

yang dikenai-dengan ‘Malang Raya (Wilayah Metropolitan -Malang). “Wilayah

Malang ~Raya “yang Vberpénduduk sekitar 4,5 juta: jiwa,- adatah’ kawasan
metropolitan terbe¢sar-kedua di Jawa Timur setelah) Gerbang kertosusila. Kawasar

Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia

Sedangkan untuk daerah Kota Malang sendiri berpenduduk sekitar 900.000 jiwa.
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Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 metei diatas
permukaan dir laut; mertupakan Salah satu kotd tujudn wisata di-Jawa Timur
karena potensialanydan iklim yang dimiliki. [ietakhya ditengah-tengah

Kabupaten Malang secara astronomi terletak 112,06° = 112.07° Bujur Timur dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai. berikut:

(1) Sebelah Utara™: Kecamatan Singosari dan Kecainatan Karaigploso

Kabupaten Malang
~

2) Sebelaly Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Turnpang Kabupaten

Malang
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(3)'Sebelaly Setatan v Kecamatan Tajian dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Malang
(4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Serta di kelilingi gunung-gunung;:

N

(1) Gunung Arjuno di sebeiah Utara
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(2) Gunung Semeru di sebelah Timur
(3) Gunung Kawi-dan Gupung Panderman, di Sebelah Rarat

(4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sebutan lain kota ini_adalah” kota’ bunga, dikarenakan pada zaman

dahulu Malang dinilai sangat indah ‘dan’ cantik' dengan-banyak® pohon-pohon dan

bunga'/yang berkembang ~dan “timbuh CdengenVindah- dan'asri © Dalam
erkembangannya -dari, waktu: ke waktu-ternyata kota Malang-bergeser, statusnye
y < - .) rel >

bukan hanya sebagai kota bunga tetapi dikenal juga sebagai kota. belanja. karena

panyaknya mall dan factory outlet yang bertebaran di kota ini. Hal inilah yang
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menjadikan  kota Malang ~dikenal ~luas memiliki * keunikan, tersendiii” yakni
disamping sehagai kota' Pendidikan ternyata 'banyak' jiiga ' termpat-teinpat wisate

L
[}

yang sangat dikenal/diselurul pelosok tanah air :

1.; Profil Wilavah Kota Malang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kota Malang sebagai salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar di

Jawa Timur yang saat dapat dikatakan sudah mendekati kota metropolis."Sebagai

kota besar,asama dengan daerah lain Malang tidak lepas dari permasalahan sosial
dan lingkungan yang semakin beérkurang o kuwalitasnya. Kota -yang: pernak
dianggap mempunyai tata kota yang terbaik diantara . kini sudahrberubah.dimana

banyak dikeluhkan warganya severti kemacetan dan ketidak teraturanya lalu

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




51

lintas, sutiv udara yang mulai panas; sampah iyarg ‘berserakan-banyak bertebaran

REPOSITORY.UB.ACID |

|

para- pedagang. kaki. lima. Namun. terlepas. dari.- berbagai. permasalahan. tata
kotanya, pariwisata kota Malang masih mampu menarik perhatian-tersendiri,
Dari  sisi geografis Malang ~diuntungkan “oleh “keindahan aiam ™ -daerah

sekitarnya seperti-Batu dengan Agrowisatanya, -wahana-wahana tempat ‘wisata
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yang sapgat menarik wuntuk -dikunjangi serte sifusssitas -t Jf‘t akalaipeninggalan
sejarah  dari kerajaen, Singoesari. Jarak, tempuh ryang tidak jauh ketempat. tujuar

membuat para pelancong atau wisatawan. menjadikan kota ini-.sebagai tempat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

singgah sekaligus tempat belanja_yang menyenangkan. Muncuinya pusat-pusat

perbelanjaan ‘modern ' yang “nyaman - int’ akhinya 'mampu-mengubah “Konsep

pariwisatd Kota- Malang dariKota peristirahan menjadi kota belanja.
2. Keadaan Penduduk
Kota Malang-selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk-tiap. tahun.Laju

pertumbuhan penduduk tahun 2010 sebesar 0.08 persen. Berdasarkan laju
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perturmbuhan tersebut jumilah penduduk-Kota Maltang Tahun 2015 diproyeksikan
sebariyak 8512298 jiwa. Jiumiah pendioduk Kota Malarg dari tahun 2009 hingge
tahun 2015 secara: bernrutan-adalab-Tehun 2009 5ebanyak (820,857 jiwa, Tahur!

2010, sebanyak 820.243jiwa, Tahun 2011, sebanyak 827.297 jiwa, Tahun 2012

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sebanyak 845.252 iiwa, Tahun 2013 sebanyak 845.683 jiwa, Tahun 2015 sebanyak

847.730 Jiwa, dan Talun 2015 sebanyak 852:219 jiwa.
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e

B. Gambaran Umumn Satuan Pelisi Pamong Praja IKota Malang

REPOSITORY.UB.ACID |

IC

Sejarah

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejak Fereenigde QOost-
Indische Compagnie (VOC) tahun 1860 menduduki Batavia dibawah pimpinan
Gubernur' Jendral -Picter' Both, bahwa-kebutuhan -untuk memelihara” ketentraman

1

dan ketertiban penduduk diperlukan; karena pada waktw it dkota Batavia sedang
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mendapat-serangen -secara, sporadis dari pasukan lokal dan tentara-Ingeris serta

meningkatnya gangguan penduduk yang  berupa pencurian, perampokan dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perkelahian.. Untuk menyikapi hal itu, YOC ‘membentuk BAILLUW, ‘seinacam

Polisi' yang mierangkap' Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan

hukum/ fyang “titbul\antara~ VOC cdan “wargd serta “raenjaga Ketértiban dan
Ketentraman -warga.- Pada  masa ‘pasea,« + Gubenuri Jendral, Rafles; . BAILLUW:
dikembangkan dengan dibentuk satuan yang lainnya vang disebut-Bestuurs Politie

atau Polisi  Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat
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kawedanan untuk’ tugas™ ketertiban ~dan - ketentraman/keamanan. Selanjutnya
menjelang “akhir ‘eral kolenial, dalamChal Cint' pada/driasa ~penjdjahan “Jepang,
organisasi kepolistan-mengalami perubahar ‘besal dan dalam prakteknya menjadi

tidak jelas, dimana secara struktural Satuan. Kepolisian, Polisi; Pamong . Praja

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bencampur .baur . fungsi. dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan yang

tepatnya setelali Proklamast Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus' 1945, Polisi

Pamong Praja tetap mienjadi’ bagian Organisasi-Kepolisian' karena' belum' ada
secara definitif mengalami beberapa pergantian name namui tugas dan fungsinye

sama,

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




53

Pada rtabinre 1950 secara konstitusional: ditetapkan-dengan

surat' Keputusan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Menteri Dalam-Negeri Nemeor Up: 32/2/21-tanggal: 3 Maret .1950-secara resmi
dengan sebutan -Satuan Polisi ‘Pamong. Praja., Pada tahun 1960, dimula:
pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di “var Jawa dan Madura dengan

G4

dukungan para petinggi militer. Tahun 1962 namanya’ berubah menjadi Kesatuan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Pagar Baya uptuk -membedakan- dar korp kepolisian: | negarar ‘seperti -yang
dimaksnd -dalam UU No: 13, tahuri 1961 tentang pokok-pokok kepolisian,, Namur

pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpo!

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahandi‘Daerah. Dan-dalam 'UU Neo. 22 Tahun 1999, Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai Aparat Pemda

2.: 1Visi dan:Misi

Visi dar1 Satpol PP adaiah terwujudnya Satuan Polisi Pamong Piaja yang
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handal dan professional dalain menegakkan perda dan keputusan Waiikota“serta
menuniang terciptanta ketentraman-dan keterfiban masyarakat.
“Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah3?:

(1), Penyusunan. program dan  pelaksanaan. ketentraman;.dan, ketertiban

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

umum, penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(2) Pelaksanaan Kebijakan pemiclihdraan ‘dan penyeleriggaraafi ketentraman

danketertiban umum;
1

(3» Pelaksanaan  penegakan - Perda. | Peraturan, Walikota ~dan ' Kepntusar

Walikotu;
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REPOSITORY.UB.ACID |

|

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(5) Pelaksanaan . koordinasi_pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan Ketertiban umum -serta penegakan Perda, Peraturan
Valikota dan' Keputusan “Walikota-dengan ' Aparat ‘Kepolisian. NRT dan

e

Penyidik Pegawai Negeri-Sipil dan/atau aparatur-lainnya;
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(6). Pelaksanaan, penyidikan-dan penindakan-terhadap-pelanggaran Perda)

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(7) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi mefiputi pembinaan

1

personil,” administrasi uraun,’ ketatalaksanaan, sarana’ 'dan 'prasarana

Kerja Saiuan'Polisi Pamong Praja;
(&), Penyusunan laperan dan'evaluasi pelak<anaan tugas:

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISAS
SATUAN POLISI PAMONG FRAJA (SATFCL. PP)
KOTA MALANG
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4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Rerdasarken Peraturan, Menteri Dalam:Negeri Republik-Indonesia: Nomor 6
Tahun 2010 Tentang . Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan tiukum yang melakukan pelanggarai atas Perda dan/
atau peraturan kepala daeral;

blUmemndak' “warga ) thasyarakat,- aparatur, ' atau-'badan hukum) ‘yang

mengganggu ketertiban umuin dan ketenteraman masyarakat;

fagilitasi ~dan pemberdayaan kapasitas | _penyelenggaraan ‘perlindungan

magyarakat;

melakukan tindakan penyelidikan terhadap, warga masyarakat, aparatur

atau; badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/

atau.peraturan kepala daerah; dan

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur.

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran. atas Perda’ dan/atau

peraturan kKepala daerah.
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o

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
o

T

Fungsi Satuaii Polisi Pamong Prajato
A/~ Penyusunan ' perencanaan - dan (pelaksanaan- program!''di - pidang
penegakan - Perda, Peraturan - Walikota, dan - Keputusan., Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum. dan ketenteraman masyarakat. serta
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perlindungan masyarakat;

o

Pelaksanaan * koordinasi “penegakan ' Perda, Peraturanr  Walikota ™ dan
Keputugan— Waliketa serta ‘ponyeleggaraan ' ketertiban ™ umum ' dan

ketenteraman masyaraket dengan Kepolisian, PPNS: dan! / atau Aparatur

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

lainnya;

c. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
d.  Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran ‘di bidang penegakan

Perda, Peraturean Walikota dan- Keputusan ‘Walikota; penyelenggaraan
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ketertiban -umum, dan ketenteraman masyarakat - serta -perlindungan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUllan;

o

Pengelolaan pengaduan- masyarakat di_bidang. penegakan Perda
Peraturan ~“Walikota dan "Keputusan Walikota, penyelenggaraan

etertiban umum. dan Kketen -teraman ‘masyarakat” serta “perlindungan
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f.,~. Pengawasan, terthadap rmasyarakat, -aparatur,-atau -badan-hukum agar

mematuhi_dan mentaati Perda ., Peraturan Walikota dan Keputusan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Walikota;”

C! 'Penerapan-sanksi administratif dalam pelanggaran atair problematika
Andalalin di Kota Malang

Pengenaan sanksi administratif merupakan tindakan persuasif dan tindakan
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represif yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap suatu obyek berupa otang, barang
dan tempat. “Dikatakan -persuasive  karena \/sebelurm ' satpol “PPmelalkukan
penertiban-pepresifs ; sesual ‘dengan: standart operasional: satuan’ polisi -pamong

Praja maka dilakukan pemberian teguran. pertama, kedua, dan ketiga, Kepada

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Perda, kemudian memberikan

surat teguran pertama , keaua dan Ketiga dagar orang/ badan nukuim {ersebut untuk

menertibkan diri. Jika 'peringatan “{idak ~di“indahkan ‘maka-harus “dilakukan di
adakan represif; vakni penertiban bernupa penghentian-atau: penutupan kegiatar

sementara- maupun tetap dan.atau pembengkaran|atau-pengosongan.. Pemberian
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1

teguran (ni adalan sesuaidengan Peraturen Menteris Dalamy Negeri Nomor 54

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Salah _satu fungsi . Satpol PP adalah melakukan pengawasan terhadap
masyarakat agar mematuhi-dan mentaati Perda termasuk melakukan pengawasan

terhiadap kegiatan pembangunan tyang-dilakukan eleh masyarakat, yang tujuannya
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adalah csupaya: kegiatan pembangunan tersebut, tidak  mengganzgu- dan
menimbullcan-masalah, terutama yang- berdampak| pada. terganggunya lalu, lintas

disekitarnya,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Meningkatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor

di-kota~ Malang “dapat’ = ‘menimbulkan ' permasalahan “publik, "muiai~ dari

berkurangnya itang terbuka hijau, peribahan beéntuk tata ruang kota, hingga yang

sering \ dialami «yaitu-kemacetan lalu lintas:, Selain, itu. pemeriritah; juga, gencar

R =1

4 G melakukan. pembangunan . khususnya. di. bidang jekonomi, Hal. ini . dibuktikan
= ;
« " dengan pembangunan ruko yang luar biasa pesatnya di satu sisi menjadi mdikasi
Z0e
‘:2) o makin  tumbuhnya Pper-ekonomian, - tetapi juga- menimbuikan - masalah’ “baru.
Misalnya:
a. - Degradasi tanah;

£~

b. . Penyempitan ruas jalan;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

c. Kemacetan lalu lintas.

Ditinjau dari Perda’ Kota Malang No. 7 Tahut 2010 tentang Anaiisis Dampak

Lalu 'Lintas, disebutkan ' bahwa “‘setiap-pengembang/penguszha pusat Kegiatan
dan/atav permukiman yang ‘berpotensi ) menimbulkan ~dampak Halw lintas yang

dapat mempengaruhi-tingkat pelayanan yvang diinginkan, wajib-ditakukan.analisis

dampak lalu lintas. Sehingga hasil analisis dampak lalu lintas yang akan menjadi
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salaly satw syarat bagi pengembang/pengusahauntuk mendepatkan 1jin mendirikan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

bangunan,”
Oleh karena itu, sebuah saran-bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk
dapat bertindak lebih tegas serta  bijak agar pembangunan tidak merubah pola

ruang Kota, yang dapat menimbulkan miasalah publik. Pengusaha scharustiya juga
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manpu cmembuat “rencana pembangunan yang efektif dan-efisien: Khususnyza
lahan \ parkir - vang -memadai. Agar konsumen ~yang- datang, -tidak, parkir

sembarangan, Karena jika parkir sembarangan . juga . dapat menyumbang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kemacetan.

Dalam peraturan peraturan perundang-undangan Ana”isis-dampak’ lalu lintas
g

diatur’'dalam pasai 99~ 101 UUNO. 22 Tahun 2009 'tentang Lalu/lintds: dar
angkutan -jalanc Dan; pengaturan - lebih, danjut, dietur delam -PP./No. Republik
Indonesia. nomor 32 Tahun 2011, Tentang Menejemen. dan Rekayasa. analisis

dampak serta menejemen ‘kebutuhan lalu lintas, Sedangkan di kota Malang
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tentang andaialin sudan ada landasan yuridisnya yaitu Perda Kota Malang No. 7

0

Tahun V2010 tentang 'analisis dampakClaluslintas! Berdasarkan pasal 2/ Perde

tersebut -discbutkan jahwa setiap pengembang/pvengusaha pusat kegiatan danatau

pemukiman .yang- berpotensi menimbulkan . dampak . lalu . lintas  vang . dapat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mempengaruhi tingkat pelayanan. yang dinginkan, wajib dilakukan analisis

dampak lalu lintas. Dan hasil analisis daimpak lalu-lintas tersebut merupakan ‘salah

satu’ ‘'syarat’' bagi -pengembang/pengusaha’ untuk -mendapatkan ‘jin 'mendirikan

bangunan:
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Lebih danjut disebutkan dalam-pasal 3 Perda Kota Malang-No: 7 Talmn 2010

REPOSITORY.UB.ACID |

1

tentang, -analisis dampak -lalu lintas -bahwa . kriteria , kegiatan ratau  usaha. dan

|

kegiatan yang wajtb memiliki analisis dampak Ialu lintas adalah sebgai berikut:
a. ~ Perumahan,
0.~ Apartemen/kondominium,

o/ o Toko/ruko/kantor/rumah Kantor
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d.~ Pusatperbelanjaan/pasar/perkantoran,

e. Hotel/metel/penginapan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

f. ~ Rumah sakit/klinik,

2.~ Industri/pergudangan,

h/e Sekolah/pergurian tinggi;
i,/ Tempat kurs
j.,.. Restoran/rumah makan,

k. Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga,
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I~ Terminal/pool kendaraan/gedung parkir,

. Bengkel kendaraan bermotor dan/atau

N

n, - Stasiun pengisian bahan bakar umum/gas

Dengan . di berlakukannya Perda Kota. Malang No..7 Tahun 2010 tentang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Analisis Dampak Lalu Lintas, tentunya dapat menjadi pedoman bagi pengembang

dain pengusaha untuk mielakukan ‘kegiatan’ pembangunan. Kaiena “Kondisi

perkembangan pembangurian’ di Kota Malang' semakin’ bertambah banyak dan
hampir selurubnya mengakibatkan-arus dalu dintas yang meningkat, Dalam vangke

penataan. pembangunan sesuai dengan. rencana tata ruang wilayah, rencana rinci

tata ruang, dan guna {ercapainya penataan kota yang asri serta ketertiban
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masyarakat mrakd: perlw pedoman ) yang mengatur mengenad tata viertib
i, ® S S &

REPOSITORY.UB.ACID |

|

penyelenggaraan bangunan, di kota Malang. Untuk mendirikan;suatu bangunan
gedung, agar sesuai persyaratan. administratif dan persyaratan teknis serta
pembangunan  yang berwawasan lingkungan, maka periu untuk melakukan

penataan dan penertiban barngunan dalam wilayah-Kota Malang:

o

Secaras fa
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ctual kondisi di kota Malang saat ini dengan seniakin’ banyaknye
perkembangan, pembangtinan-baik untuk usaha maupun-tempat tinggal vang tidak

teratur. dan menimbulkan dampak lalu lintas yang meningkat akibat banyaknye

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan, maka

diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 ‘Tahun-20 10 tentang Analisis Dampak

Lalu Lintas memiliki fongsi yang sangat strategis untule niengat iap kegiatar
dan/atan-usgha -dan suatu -pembangunan, berkaitan dengan pemanfaatan ruang di
dalam suatu kawasan atau lokasi.

Secara umum tujuan dilakukannya amdaialin adalah untuk:
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a.  Memprekdiksi “daimpak “yang dittmbulkan suatu -penmoangunan
kawasan;
b/ Menentukan  bentuk peningkatan/perbaikan yarig ~diperlukan  untuk

engakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan

kondisi 1alu lintas, jumlah dan iokasi akses, seita aiternatif peningkatan/

perbaikan;
d,/ o Mengidentifikasi masalalismasalal yang :dapat mempengaruhi-potusar

pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan
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Sebagai alat pengawasan can evaluasi terhadep pelaksanzan manajemen

nga

(@)

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dan rekayasa lalu lintas.
Pelaksanaan Perda di lapangan, Perda yang bersangkutan-tidaklah sesuai
harapan. Itu semua dapat ailihat dari tidak adanya kesinergian antara dinas-dinas
yang berkaitari-dengan Andalalin," yang -dalam hal 'int'adalah Dinas’ Peketjaan

D)

Umum, ‘Badaa ‘Pelayanan-Perijinan Terpadu; Satuan  Polisi Pamong Praja; serta

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Dinas, Perhubungan.- berdasarkan  penelitian rvang dilakukan- terdahulu,, . bahwa

sejak -diberlakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas dari tahun 2007 sampai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sekarang dapat dihitung hanya berapa bangunan yang sudah memiliki Andalalin,

Yakni Kurang febin hanya sekitar 30 perasahaan yang mengurus Andalalin+

angat: ironis-dengan trelihat perkembangan perdbzrigunan 'di ‘Kota Malang

2

saat ini-yang mana- telah banyak ‘didirikan kegiatan dan/atau-usaha, yang wajit
memiliki Andalalin, salah satu contohnva adalah Ruko ( wmah toko).namun tidak

sesuai dengan jumlah ijin Andaialin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan,
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Contoh ‘lain “seperti “ruko yang tesebar -~ disepanjang  jalan Kedawung, riko
separijang s¢panjangjaian Sukarno-Hatta jalan ciliwung dan banyak-lagi diteinpat
lain. Inti-pekok permasalahan dari dampak dijatas 2dalah tidak adanva kesinergiarl

antara dinas terkait, dengan kata lain dinas-dinas; berjalan ;sendiri. dan memilik:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pedoman peraturan masing-masing dan juga kekurang tahuan pihak pengembang/

perigusahia akan pemoerlakuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 “Tentang

Analisis~ Dampak - Lalu' Lintas. 'Kondisi' 'inilah- yang ' menyebabkan ‘semakin
maraknya kemacetan terjadi di mara-mana apalagi pada hati-hari‘libur dapat kite

jumpai terjadinya kemacetan yang sangat parah.
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Namugn  berdasarkan: penelitian)di lapangan, didak semua  bangunan/

REPOSITORY.UB.ACID |

|

pengembang/pengusaha  yang belum, mengurus| ijin  Andalalin:; Peneliti  dapat
memberikan . conteh melalui narasumber . salah satu karyawan Pengembang
Apartemen Melati bahwa menurut beliau ada mematuhi tata cara mendirikan

sebuah’ usaha’/kegratan ‘dengan benar-yang tencananya akan -dibangun “di ‘jalan
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Mayjen Panjaitan  kota Malang yang sudah memilikicijin Andaialin’ dan belum
dilakuken pembarigunan apartemen’ yang-bersangkutan 42

Apatemen Melati tersebut dari pihak pengembang sudah mengurus seluruh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1jin baik dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

(BP2T),“maupun Dinas Perhubungan.- Menurut narasumber,~ijin-Andalalin “yang
i\ )s s 1) Yy

sesuai dengan aturan-yakni bahwa sebelim ijin Andalalin dikelnarkan; haris tidak

~

adal pembangunan: yang bersifat fisik,-Baru setelah ijin- Andalalin, dikeluarkar:

o

pihak. pengembang/pengusaha dapat memulai. pelaksanaan. pembangunan

pangunan yang bersangkutan.
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D1 ‘datam’ “tata ‘cara “pengurusan- Analisis Dampak Laiu Lintas, ‘awalnya
nemohoi hariis megurus ijin ke Dings Pekerjaan Umum untulk rencana mendivikar
suatu bangunar Advice Planning. Setelah cmendapat ijin ‘dari -DPU, pemohor!

mendapatkan Keterangan Rencana Kota dari DPU atau biasa disebut AP (Advice

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Planning). Fungsinya untuk dapat mengurus iIMB ke BP2T, karena sebenarnya

untuk mendapatkan TMB “itu sendiri penionon’ harus memitiki KRK yaiig imana

sudah' diatur dalam PerdeKota Malang No.'4 Tahun 2011 Tentang Renoana Tata

Ruang Wilayah:

42" Hasil wawancara', Karyawan pengembang apariemen Melati Dinoyo pada saat pameran di Matos
tanggal 7 Oktober 20617
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Alnermengures - KRK v eukuptah ) mudal yakniv pemohen - hanye “mengis:

REPOSITORY.UB.ACID |

|

formulir permohonan . yang , sudah disediakan. di \DPLJ untuk. mengisi identitas
pemohon beserta syarat-syarat yang diperlukan yaitu:
(1) Foto copy surat tanah legalisir;

(Z) Foto copy KTP legaiisir/aslinya;
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(3% Surat Kuasa di atas Materat (Bila dikvuasakan pada erang lain);

(5). Gambar, Rencana Bangunan,”

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Setelah pemohon selesai melengkapi persyaratan di atas, Dinas Pekerjaan

1 1

T - P 1l : 174 | N . X y Nalmal A 154 [
Umum “melakukan “pengukuran ' ke lapangan ~yang - dilakukan “olch™ bidang

pengukiran  yang mertpakdn orang-orang tekhis ‘ahli- dalam penguiuran. Jike
rehcana bangunan-dinyatakan layak, maka DPU bidang Pengukuran menverahkar
berkas penilaian ;pada bidang perijinan untuk dikelvarkannya;ijin, KRK, . lalu

pidang rekonstruksi berperan dalam pengawasan pembangunan serta
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mengeluarkan cetak biru untuk diberikan pada pernohon.
KRK! dnidah iyang' dibuat untuk mendapdtkan  Tjin “Mendirikan' Bangunar
(IMB)\di Badan Pelayanan: Perijinan Terpadu (BP2T), Namun: dalam KRK: tidak

mencantumkan Amnalisis; Dampak (Lalu_Lintas sama: sekali; Setelah IMR. keluar

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sesuai dengan jenis usaha yang akan dibuka oleh pengembang dengan syarat dasar

adanya UKL - UPL, maka ‘harus ‘mengurus’ ijin amdal = ‘dan ijifi Lingkungan

dimana BLH {Badan Lingkungan Hidup) yang berwenang. Lalu jika seluruli ijin
telahiselesai diurus dan dinyatakan sesuai-prosedur, maka pengembang/pengusahe

baru-mengurus ijin:Andalalin di Dinas Perhubungan.
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REPOSITORY.UB.ACID |

|

rumit . namun. demikian -sudah selayaknya. semua , prosedur tersebut.  harus
dilakukan. oleh karena itu tidak heran kalua banyak pengusaha atau pengembang
tidak mengindahkan Ketentuan perda tentang -amdalalin. Tetapi kalau - melihat

kondisi yang ada 'di jalanan maraknya terjadi’ kemacetan di' mana-mana tentunya
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sudah selayaknya - penerapan: sanksi administrasi harus: dilakukan, mengingat
keadaan-yang terjadi-di Malang sudah-dapat dikatakan kemzcetan lalu lintas yang

1§

terjadi sudah. sangat mengganggu kenyaman para pengguna jalan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sanksi administrasi ini-secara yuridis sudah diatur dalam pasal i1 Perda Kota

Malang “No. ‘7 tahun 2010 tentang “Analisis ' Dampak “Lalulintas’ yang  berbunyi
g g p yang y

143

sebagai berikut

(1).“Kepada pengembang/pengusaha; yang| tidak melaksanakan. kewajban-
kewajiban, baik secara sebagian atau, seluruhnya yang-tertuang. dalam
dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan . segala “akibat
hukumnya.

(2) Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat
dicabut 1jinnya dengan segaia akibat hukumnya.

(3) Sebetunm dilakukan ‘pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali
berturut-turut 'yang masing-masing peringatan berjalan 7' (tujul) hari
sejalc diterimar”
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Pengenaan- sanksi administrast dagy [ pelanggaran: ‘Perda | {ersebut secare

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

operasional menjadi- wewenang dari-Satpol -PP. | Wewenang - pengenaan . sanksi

administrasi- yang - dilakukan oleh Satpo PP kota Malang. merupakan tindakan

represif non yustisial dan merupakan tindakan eksekusi terakhir dilakukan
tindakan preventii-berupa-patrol. Satudn Polisi Pamong Praja Kota Malang lebih

mempertahankan untuk’ lebik memperbeszar dalam 'sanksi-non- yustisial | terhadap

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

#31Pérda Kota-Malang No. 7 #ahin 2010 Tentarg Ahatisis Dampak Lals lintas
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para | pelanggernyad) ~karena proses:  pemberian sanksi cadministrasinya, tidak

REPOSITORY.UB.ACID |

|

memakan, waktu vang lama, prosesnya tidak rumit. Dibandingkan dengan sanksi
yustisi vang memakan waktu lama-dan proses vang rumit tapi putusan hakim tidak

seberapa sehingga para -pelanggarnya tidak jera  dan  cenderung -untuk

melakukantiya lag.+*

)

Peratoran-Menteri Dalamn Negeri RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2011
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tentang Stendard Operasional Prosedur, Satuan Polisi Pameng Préja- menjadi dasar

adanya peringatan- tertulis, penghentian/penutupan kegiatan sementara/selamanya;,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pembongkaran/pemngosongan seperti yang ada di dalam Perda Kota Malang No.

Tahuri- 2004 Tentang ' Penyelenggaraan Bangunan juga menjadi-dasar ‘dalam

perda tentang Amdalalin dalam kerdngka pencrapan sanksi administrative) Tebik
lanjut dikatakan. dalam wawancara tersebut bahwa pelaksanaan penerapan sanksi
administrative terkait amdalalin dileksanakan tidak serta. merta tetapi mulai proses

pertahap yaitu pertama-tama dilakukan dengan pemberian teguran pertama, kedua
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daii ‘'ketiga ‘kepada orang/badan hukuim’ yang ‘melanggar, kemudian kalau tidak
diindabkan-dengan memberikan surat peringatan pertama; kedua dan ketiga agar
orang/badan hekum tersebut; secara: persuasive. Artinyas Ketika paras pelanggar

dipanggil untuk memenuhi panggilan Satpol. PP maka. pelanggar harus.segera

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

melaksanakan penggilan tersebut.vang kemudian untuk dibuatkan berita acara

klarifikasi, “'setelah ‘sclesal ‘proses klarifikasi langkah ~berikuinya * adalah si

pelanggar ke mstansi terkait untuk menyelesdikannya. Jika 'si‘pelanggar tidak ada

itikat, baik,maka langkah berikutnya yang sering dilakukan dleh Satpol PP adalak

44" Berdasarkan hsit wawancara dengan Bapak Supriyadi bagian penegakan perda Satpol PP Kota
Malang pada tahggal 10 Oktober 2017
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melakukan-penyezelan/ pemberhentian kegiatan sementara dan apabila pelanggar

REPOSITORY.UB.ACID |

|

masih juga-membandel maka baru diterapkan,pasal-11 Perda.Kota Malang No. 7
Tahun 2010 tentang Amdalalin dengan melakukan, pencabutan ijin sesuai dengan
ketentuan tersebut. Namun-dalam prakteknya ketentuan pencabutan ijin tersebut

saimpal penelitian ini dilakukan belum- pernah dilakukan, tetapt baru' sampai taraf
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peringatanspecringatan.
Dari. keseluruhan, nroses- temuan-dilapangan 'dan hasil wawangara -tersebuf
J) r &

yang -dilakukan oleh peneliti dapat ditarik = analisis mengenai pelaksanaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

penerapan pasal 11 Perda” Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis

Dampak- Lalulintas' dapat-dikatakan-tidak ‘efektif dalam -penerapannya. “Dimana

dengan’ srienggtnakar tecrinya Soeryona Sockanto maka ada lima''faktor ‘yang
mempengarubinya yaitu:
a. . Faktor hukumnya

b. ~ Faktor penegak hukumnya

o
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Faktor sarana dan perasarana
4. [Faktor masyarakat
o, raktor budaya

Faktor Hukumnya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Hukum. merupakan ‘sekumpulan norma yang berisi perintah dan' larangan

oersifat mengikat “dan “memaksa ‘digunakan - untuk “mengatui kehrdupan

bermasydrakat agar tercipta ketertiban dan keadilan serte keriyamanan yang dibuat
secara  tertulis; smaupun  tidak tertulis; Dalam’ praktek pelaksenaan hokum di
lapangan. tidak .dapat dipungkiri bahwa keadilan, kepastian, kemanfaatan, tidak

selalu berjalan selaras, sedangkan kepastian hukum merupakan. suatu prosedur

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




67

yang teleh-ditentukan secare normative serta harus memiliki-kemanfaatan bag

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

semua, orang dalam- pelaksanaannya dimana- hal itersebut harus dilakukan, secare
proporsional. Dalam ketentuan Perda Kota Malang No. 7. Tahun 2010 tentang
amdalalin “tersebut “pengurusan dokumen amdalalin  ternyata sangat- rumit

sebagaimana tercantum dalany pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:
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1, o /Analisis bangkitan dan tarikan lalulintas dan angkutan jalan
b, Simulastkinerjalalu lintas tanpa danengan adanya penzembangan

c.. . Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

d. Tanggung jawab Pemda dan pengembang/pengusaha daiam penanganan

damipak rencana pemantauan dan evaluasi

Dari'1si ! pasal 'teisebut’ jelas nampak  bahwa 'betapa ' rumitnya pengurusan
dokumen amdalalin; belum Jagi dalam pengumusan dokumert ini harns melibatkari
lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagaimana tertuang

dalam pasal Perda tersebut. Hal ‘inilah yang menyebabkan banyak para
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perngembang/pengusaha yang tidak mengurus dokumen anaaialain Karena secara
substansidl Perda inisulit diterapkan:
Faktor Penegak Hukum

Faktor ini berasal dari dalam penegak hukumnya sendiri yang membentuk

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dan _menerapkan. . hukum “dengan kata . lain adalah struktur. pelaksananya

Keberhasilan “dalam peregakan = hukum' adalalv mentalitas ~atau Kepribadian

penegak hukum yaig 1dentik-dengan perbuatan dan peranan penegak hukuim, jika
suatu peraturan-sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka tetap: sajé

hukum itu-tidak dapat berjalan dengan baik.
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o~
1

erkzit dengan penerapan perda amdalalin ini) berdasarkan penelitian yang

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dilakukan.di/lapangan kualitas dan kuantitas-kierje penegak hukum dalam hal ini
adalah Satpol PP kota Malang sudah baik dan sesuai dengan tupoksinya. Hanye
saja karena kewenangan yang menjadi tanggung jawab lemabaga Satpol PP in1

sebagai ‘aparatur negara yang harus-menjaga ketertiban 'dan-imencgakakan perda
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sangat banyak dan penerapan sanksi-adminisirasi amdalalin lumeayan rumit, make
dapat .dimengerti-bahwa ~masalah’ penerapan: ;sanksi amdalalin: ini . tidak  bisg

berjalan dengan efektif apalagi dengan jumlah anggota Satpol PP yang terbatas.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana’dan prasarana yang dimaksud-disini adalah mencakuptenaga manusia,

organigasi yang baik ‘peratatan yang mernadai, keuangan dan sebagainya! Secare
filosofi keberadaan Satpol, PP. merunakan: tengan kanan kepala dacrah: Sehingge
upaya pembangunan  sangat. mustahil  terlaksana  jika ketertiban umum  dan

ketenteraman masyarakat belum direalisasikan. Satpol PP merupakan perangkat
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atama ‘bagi jalannya roda- pemerintahan. Dilihat dari jumlah -Satpo PP “Kota
Malang ‘baru ada 219 personel, baik yang berstatus pegawai megeri sipil \(PNS)
maupun -Banpol-PP Padahal idealnva jumiah personil adalat 450 orang. Sehingge

dapat dikatakan Satuan Pamong Praja. (Satpol PP) Kota Malang; hingga saat ini

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

masih kekurangan ratusan personel yang bertugas menegakkan Perda di

wilayah.*?

Selain~ jumlah ' personely’ lanjutnya,- kaitor-Satpol ~PP* juga “membuthkan
~ b 3 . 117 S F o I . . 5+1 -
anggaran yarng cukup besas untuk mengoptimalkan' kineja; termasuk dalam upayza

menegakkan Perda.. Kebutuhan anggaran.itu, digunakan untuk menambah. sarana

45
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Berdasarkan hasit wawancara dengain petugas satpol PP kota Malang tanggai 9 Oktaber 2017
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dan prasarana; “pecinbangunan gedung secara berfahap: serta: menambal jumlah

REPOSITORY.UB.ACID |

|

personel.. digunakan untuk gaji serta. untuk: biaya seragam dan operasional;-serta
penambahan mobil operasional.
Faktor Masyarakat

Faktor keempat-berasal “dari masyarakat yattu lingkungan di-mana ‘aturan
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tersebut diberlakukan yang pada akhirnya dignonakan wuntak mencapar kedamaian
di| /dalam--masyarakat.;; Setiap manusia +atan| kelompok - manusia | tentunyg

mempunyai - kesadaran hukum, persoalan. .vang, timbul adalah taraf kepatuhan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hokum baik kepatuhan yang tinggi, kepatuhan'yang sedang atau kepatuhan yang

kurang.

Adanya 'devajat Kepatithan hokiimrmasyarakt 'terahadap! hokum ' mérupakar
salah; satu-indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Perilaku masyarakat
vang kurang mengetahui perannya terhadap penegakan hukum, tidak mendukung,

dan bersikap apatis serta menganggap tugas ‘penegakan hukum adalah urusan
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petugas pencgak hukum. Hal semacar ini juga terjadi pada masyarakat kota
Malang, kebanyakan ! masyarakat belum-mempunydi’ kesadarahdan' kepatuhar
hukum. -Hal ' ini dapat  dibuktikan -dengan  banyaknya rpelanggdran , bangunan-

175

bangunan yang tidak memiliki dokumen amdalalin dengan alasan klasik bahwa

CID

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mereka tidak mengetahui perda tentang Amdalalin tersebut.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah 'sebagai hasil karya, cipta-dan rasa yang didasarkan pada
karsa menusia dalam pergaulan hidup: Dalam kehidupen selari-hdri- kebudayaaart
mempunyai fungsiyang : sangat hesar bagi. manusia. dan, masyarakat. untuk

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat,
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dan menentukan sikapnya kala mereka berlimburgan dengan:orang lain.-Dengan

REPOSITORY.UB.ACID |

|

demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkar
peraturan mengenai apa yang harus-dilakukan dana, pa yang harus dilarang.
Fakta 'yang terjadi terhadap pencrapan sanksi terkait dengan amdalalin ini

jelas Nampak masyarakat kota malang sudah terbiasa melakukan kegiatan-yang
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melanggar-hal ciri terithat dart bapyakaya) para pengembang/pengusaba -yang

melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki dokumen amdalalin.

D. Hambatan penerapan sanksi dalam penanganan_pelanggaran analisis

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dampak lalu lintas

Hambatan - disint * ‘adalah segala’sesuatu- yang' dapat “mengakibatkan

pelaksanaan dari suatii'Kegidtan menjadi tidak maksirnall Haribatan tersebut bise
terjadi, baik i dalam - prosedural ‘maupun ‘instanst, yang bersangkutan.  Sejak
diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak

Laiu lintas banyak masyarakat maupun pengembang/pengusaha yang  masih
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oelum mengetahui bahwa ada Perda tersebut. Munculnya Perda it sebetulnya
merupakan- semata-mata wijud darl bentuk penegakan hukiim bdgl measyarakat
terlebib bagi pengembang/penguscha yang ingin mendirikan' suatia bangunan-yang

dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas yang berdampak pada kemacetan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kondisi di Malang saat ini sering terjadi kemacetan di . mana-mana, selain itu

semakin bertambahnya’ jénis-jenis “usaha yang dibuka oleli para ‘pengembang/

pengusaha - yahg ~ienbuat) semakin semrawutnya ' keadaar - lalu' lintas; “juga

menjamuritya bangunan-bangunan-yang digunakar sebagai tempat usaha-baik it

bangunan, yang- baru. ataupun bangunan -bangunan yang direhabilitasi.. Namur
> o & g1 o O p

penerapan sanksi-administratif belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini
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disebabkar: karena ibeberapa faktory yaitu ' faktor internal dan faktor eksternal

REPOSITORY.UB.ACID |

|

Faktor internal yang menjadi penghambat penerapan pasal 11.Perda Kota Malang
No. 7 Tahun 2010 tentang amdalalin adalah sebagai berikut:
(1) Dart sisi substansi Perda tentang ~ amdalalin ini belum ada peraturan

sccara’ tchnis operasional yang 'sehiarusnya- diatur’ dalam’ peraturan
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Walikota: r Karena dalany pasal- 11 perda’ tersebut tidak ‘membedakan
engenaan-sanksi jeleh pengembang/pérgusaha-antara bangunan lamg

dan_bangunan yang beru didirikan, sedangkangkan dampak dari

A
E: bangunan tersbut sama-sama beresiko, menimbulkan dampak pada
12

| >

| & P r 3 T

|2 kemacetanlalulintas. Sebagai contoh derctan ruko yangterdapat dijalan
|8

| &

| & ; o
S kedawung yaing semuanyabangunan ruko adatate merupakan rehabilitast

dari-umah-hunian yang tanpa-ada ijin amdalalin tetapi ketika bangunar:
tersebut-berubah menjadi.ruko maka bangunan tersebut.wajib memilik:

amdalalin.
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(2) Demikian juga dengan kiausul pencabutan 1jin tersebut dengaii 'segala
akibat hulkumnya. ' Padahal (akibat 'hokum ©dengan ‘pencabutan’ ijin
tersebut - tentunya berdampak -pada  raobilitas- perekonemian daerak

sementara. keberadaan ruko. yang berhasil juga banyak menyumbang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

APBD yang diperoleh dengan pembayaran pajak. Hal ini-tentunya

mierupakan keadaan yang deleimatis antara penerapan sanksi atau bérjasa

dalarm meningkatkan pendapatan ‘daerah. Keadaan' inl-tentunya harus
disikapi-dengan bijak.
(3). Kordinasi.antar instansi terkaitpun-masih lemah belum-ada komunikasi

yang saling bersinergi dan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.
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(4¥ Rumitnyar alur pengurusan [ijin-1jin yang berkaitan-dshgan amdalalin

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dimana harus  menyertakan - pihak. ketiga, sebagai konsultan  yang
bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan para pengembang/
pengusaha apalagi jumlah™ konsultan ~yang  bersertifikat jumiahnya

sangat terbatas dan membutuhikan biaya-yang mahal.
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Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam penerepan pasal 11 PerdaKota
Malang Neo. 17 tahun. 2010, tentang -Amdalalin , terkait . dengan. penerapan. sanksi

administrative adalag sebagai berikut:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(1) Kurangnya kesadaran dari masyarakat kota Malang khususnya para

pengemoang pengusaha atas perbuatan-yang mereka Hakukan dengan

melakulkan pelanggaran hukim arddalalin
(2), Kurangnva- sosialisasi ‘Perda,-yang s bersangkutan - pada; masyarakat

maupun-pada pengembang/pengusaha. Hal ini disebabkan tidak adanya

campur tangan Pemda kota untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan

dalam Pcrda “tersebut. 'Serta” minimnya usaha untuk ' iebih
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mensosialisasikan, Perda tersebiit: padahal ibanyak' sarana yang tersedie

sebagai proses sosialisast:

7~
W
—
7~

Kurangnya partisipasi masyarakat. akan; pentingnya amdalalin.dengan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tidak membikan informasi atau melaporkan/ mengadu kepada Satpol PP

kota Malang mengenai adanya pelanggaran amdalalir.

E.Solusi yang dilakukan ~dalam penerapan sanksi - pelanggaran -analisis
dampak lalu lintas
Dokumen, Amdalalin terhadap suatu ‘bangunan; memang. terbukti: memiliki

andil yang besar dalam penataan. bangunan yang dapat mencegah kemacetan
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lalulintas.r Akan: tetapi deagan kondisi kotarMalang yang: semakin-hari semakin

REPOSITORY.UB.ACID |

|

bertambah jumlah usaha /kegiatan yang-dapat-menarik suatu aktifitas banyak dan
berakibat pada kemacetan menjadi hal yang tidak penting bagi pengusaha/

pengembang, mereka hanya menginginkan bagaimana usaha dan kegiatan mereka

4

O diketahui bahwa setiap instansi-yang
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sib pengamatan dilapangan dapa
terkait, dalam -1jin-mendirikan suatu-kegiaten/usaba, bekerja secara-individy, dari

tidak ada_saling ;berkomunikasi. Inilah yang menyebabkan tidak sedikit pare

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pengemnang/pengusaha yang sudah memiliki-ijin mendirikan bangunan namun

tidak memiliki jin-amdalalin-demikian juga sebaliknya.-Dengan ketidak sinergian

~ 1

antar! instansitiniidhVyang ‘menjadi o faktor | mhinimnya ‘kepemilikan | dokiimer:

Amdalalin-yang dikeluarkan berbeda jauh dengan kondisi. pembangunan saat ini
Untuk, meminimalisit_ hambatan tersebut maka perlu, dilakukan-hal-hal sebagai

berikut:

a. ~ 'Solusi Hamoatan Internal
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{1} Dibuiunhkan pengaturaly penctapan . sanksi “terhacap- pelanggaran
Amdalalin yang terperinci dan |bersifat coperasioanal dan-jelag

terhadap.. pelanggarannya . vang. disesuaikan, dengan . jenis-ienis

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bangunannya sehingga terdapat perbedaan penerapannya.. Dan hal

tak kalah' pentingnya 'supaya pencrapan  sanksi  tersebut bisa

operasicnal maka diperiukan penambahan persontl ‘dalam penangan
penegakan, Perda, sekaligus tersedianya anggaran: yang cukup vang

dipergunakan untuk menunjang kinerja Satpol PP,
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N
(\9)

) Jalinan “kordinasi yang | Kuat Czntar rinstanst | yang terkait selalu

N
o

REPOSITORY.UB.ACID |

|

dilakukan :mengingat. prosedur perolehan -perijinan .melalui
mekanisme  yvang melibatkan antar .instansi yang diharapkan
pengurusan ijin amdalalin dapat aipermudah.

(3) Harus'ada sikap tegas dart Satpel PP-untuk-menindak para pelanggar
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amdaialiny dengan berpedoman pada keteniuan —atau. peraturan
oerUUan yang berlaku tanpa-pandang bulu stapa pelanggarnya.

b. Solusi Hambatan Eksternal

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(1) Diperiukan campur tangan Pemda untuk ikut serta mensosiaiisasikan

pasal-11" Perda Kota Malang No. 7-taiun 2010 tentang 'Amdalalin

kepada masyardkat luas bahwa setiap pelanggaran-amdalalin’dikenar
sankst rvang -tegas, harapannya,-adalah supaya; tercipta, kesadaran
hokum masyarakat akan pentingnya dokumen amdalalin.

(2) Dibufuhkan keberanian' dan partisipasi dari masyarakat - untuk
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melaporkan kepada Pemda apabila disekitar tempat tinggalinya atau
tempat’ laid! yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalid, Dimane

pelapernya mendapatkan pertindunganhukum dari Pemda setempat.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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BAB V.
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g
v
Z
=

JTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

b d

1. & Penerepart sanksi administrative pada pasal 11-Perda &

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

(! ad '\/Tﬂ] 1ug '\IO /‘
Tahun 12010 tentang ‘Analisis: Dampak.  Lalulintas -belum. dapat

dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dalam pemberian ijin _amdalalin dimana harusnya 1jin amdalalin

aiperlukan~cleh™ pengembang/pengusaha adalah scbagai-syarat’ antuk

memperoleh\ijin 'mendirikan’ bangunan' tetapi: faktanya \IMB) dapat
dipereleh tanpa - adanya Jijin amdalalin, -Dan fakta- yang, lain, bahwe
pembangunan . dilaksanakan setelah, IMB. terbit.tapi, faktanya

pembangunan dilakukan sambal menunggu [IMB. Inilah terbukti-bahwa
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antai instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil yang
ade ‘di Satpol/ PP ferbatas 'sedang kewenangdn yang menjadil tanggung

jawabnyd: ~sangat banyak yang bukan hanya menegaekkan: Perda;saje

sehingga, pengawasan dan penindakan terhadap.pelanggaran amdalalin

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tidak optimal.

2. 'Hambatan ‘yang tefjadi dalain’ penerapan pasal 11 Perda ‘Kota Malang

N
¥

No.=7 Tahun' 2010 tentarig ‘Amdalalin-ini ‘secara-internal 'dan 'secara
oksternel Secara Internal-dari sisi substansi Perda tentang -amdalalin ini
belum ada peraturan secara-tehnis. operasional yzang- seharusnya diatur

dalam peraturan Walikota. Karena dalam pasal 11 perda tersebut tidak
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raembedakany pengenaan: ssanksi | oleh | pengembeng/pehgusaha  antare

REPOSITORY.UB.ACID |

|

bangunan, lama- dan bangunan wvang baru, didirikan sedangkangkar
dampak - dari -bangunan- tersbut. sama-sama _beresiko menimbulkan
dampak pada kemacetan laiulintas.

Sedangkan-hambatan-yang bersifat eksternai-adalah kordinasi ‘antar-instansi
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terkaitpun masth temah belum ada-komunikasi yang saling bersiiergt dan masih
terkesan-.berjalan [sendiri-sendiri, 'Serta mumitnya alur pengurusan- ijin-ijin yang

berkaitan dengan-amdalalin_dimana_harus menyertakan -pihak . ketiga sebagat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

konsultan yang bersertifikat, keadaan 1ini tentunya juga memberatkan para

pengembang/pengusaha ‘apalagi jumiah’ konsultan yang bersertitikat ‘jumnlahnya

sangat'terbatas dan meributihkan biaya yang mahal.

Berdasarkan kesimpulan. diatas. penulis memberikan  beberapa, saran..yang

ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai berikut:
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1. Dibutulikan keberanian ~dan ' partisipasi “dari “masyarakat ‘untuk
melaporkan kepada Pemda apabila /disckitar  tempat tinggalnya ‘atau
temipat lain yang terddpat indikasi pelanggarar ~amdalalin. -Dimanéd

pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Perda kota. Malang No. 7 tahun

2010 tentang Anatisis Dampak - Lalulintas “terkait ‘pencrapan 'sanksi

ebaiknya’ lebilkongkrit dan'terperinci-di'dalam ‘pengenaan’ sanksinya

=
jen
)
)
0S
3.
=]
S}
o
-
o,

byek sanksi radministrasi dalam -amdalalin ‘berbede

o8
(@]
@
a.
as]
wn
=
=2

an jenis bangunannya.
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(99)

i butubikan penambahan-personil pada Satwan Polisi /Pamong Praje

REPOSITORY.UB.AC.ID

|

Kota ~-Malang: sebagai rtangan. kanen Pemda. dalant melaksanakan

)

fungsinya khususnya dalam rangka penegakan Perda.
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PENDAHUI UAN
A. Latar Belakang

Setiap negara fnenganut systein pemerintahan yang sesuai dengan ralsaiah
negara dar UUD: atau konsfitusi 'yang dimilikinya. Tndonesia- ‘memiliki/ falsafah
negara. .yaitu. Pancasita dan UUD _NRI tahun 1945  sebagai, landasan
Konstitusionalnya yang selanjutnya disebut UUDN RI 1945, Oleh Karena itulah
Indonésia menganut system pemerintahan démokrasi yang dinamakean ' demckrasi
Pancasila.!

Negara Indonesia merupakan, Negara yang memperoleh julukan sebagai
“Negara Kesatuan' yang menganutasas- desentralisasi.” Desentralisasi-itu seridiri
sebenarnya mengandung «dua; penzertian utama, yaitu, Desertralisasimerupakan
pembentukan dacrah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanva oleh
pemerintah pusat. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertetiou
kepada® /dacrah otonom | yang telal: [dibentuk/oleh! pemerintah 'phsat. | Sistem
sentralisasi yangpernah;di terapkaii, d1 mana semua urusan negara meniadi urusan
pusat, pusat memegang semua kendali atas semua wilayah atau dacrah di
Indonesia; 'dan “daereh “harus meleksanakan, apa'! yang ' mienjadic kebijakan
pemerintah pusaf.

Penerapan otonomi daerah dalam UUDN RI 1945 tersebut jelas tercantum

dalam pasal 18 yang tertulis sebagai berikut 2

! Kangil; CST dan Christine., Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm

1

2 UUD-NRI-1945:pasal i3
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(1) "Negara -Kesatuan Republik Tadonesia-dibagi' atas” dacrah-dacrah ‘propinsi
dani' daerah 'propinsi itu dibagl atas kabupaten' den kota, 'yang tiap-tiap
propinsi, kabupaten, /dan kota: it mempunyai) pemetintahan- dasrah,/ yang
diatur dengan Ul

(2) Pemerintahan. daerah propiunsi. daerah kabupaten, dan:kota;mengatur dan
mengurus-sendiri urusan pemerintahan menurut asas. otonemi dan tugas
pembantuan.

(3) Pemerintahari ‘dacrah™ propinsi; -daerah. kabupaten, dan’ kota' ‘memiliki
Dewan - Perwakilan /' Rakyat “Daerah'- yang ' 'anggota-anggotanya  dipilth
melalai-pemiliban amiam.

{4) Gubernur,-Bupati,~dan Walikota masing-rnasing-sebagai, Kepala Pemda
Propinsi Kabupaten dan Kotz dipilih secara demokratis;

(5) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan-pemerintahan
yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah “berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan

fain untuk melaksanakan otonomi-dan tugas-pembantuari

(7) ‘Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintatian daerah di-atur dalam
131G

|
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Dalam pasal-18 (1) dimaksudkan adalah wilayah Indonesia itu dibagi manjadi
daerah-daerah propinsi dan daerah propiusi itu dibagi menjadi yang lebin kecil
lagi!tetaps | tetap menjadicsatu negara yaitu megara 'kesathan. ~Dacrdh=daerah’ ini
bersifat .otonomatau bersifat adininistrasis saja. | Daerah . yang. bersifat otonom

tersebut dimaksudkan adalah daerah yang boleh, mengurus rumah tangganya
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sendiri-dan daerah-daerah yang bersifat admihistrast yaitte dacrah yang tidak boleh

2
£

berdiri-sendiri3
Pada .era globalisasi” semakin menampakkan .kepentingan . ketika pintu

otonomi elalui - UU" Pemerintahaan ‘Dacrah yang kini setmakin terbuka “iebar.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Pada, keadaan: inl; semuz ' sector ~pemerinfahan sangat- dibutuhkan ~dalem: hal

menciptakan suati system tata kelola pemerintahan yang baik atau, yang dikenal

dengan 1stilah good governance. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Konsep

3 UUD NRI.1945:pasal i3
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otonomi -dacrahtersebut,  sekali “lagi- diperlukan komitien “yang kuat ‘dan

|

kepimimpiran-yang konsisteir dari pemeristahy pusat4
Berangkat dari urusan. pemerintahan, pembagian urusan -pemerintahan
menurut pasal 10" UU No..25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah terbagi

menjadi' 3:bagian yaitu
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(1), “Urnsan Pemerintahan.4bsofyt yaitu urusan pemerintahan yang.seluruhnya
menjadi kewenangan pusat yang meliputi:

(@) Politik Ludr Negeri,

(b)- Pertahanan;

(c) Keamanan;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(@) Yustisi;

(2)= Moneter dan Fiskal Nasional; dan

(H) . Agama.

(2) "Urusan Pemérintahian-Konkuren -yaitu ‘urusan pemerintahan ‘'yang . dibagi

antara-pernerintah pusat dan-daerah Propinsi' ddn Daerah Kablpaien/Kota,
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urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan. otonomi

2
£

daerah yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib_ dan urusan

pemerintahan Vpilthan. Urusan® wejib adalah ©segals - bentuk'' trusan

pemerintahan- yang, wajib dilaksanakan: oleh, pemerintahan: yang, terkait

dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan.dengan pelayanan . urusan

| REPOSITORY.UB.ACID |

4 Ryaas Rasyid, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa
Depannya, LIPT Press, Jakarta, 2207, him 12

3 UUNo. 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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pusat’” Sedangkan-urusan pemeriritahan  yang ' wajib “berkaitan’ dengan

|

pelayanan-dasar meliputio
(a).. Pendidikan
(b)” Kesehatari;

(¢)- Pekeérjaanimum dan penataan ruang;
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(d). Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

(e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
dan

(D, Sesial.

(3) Urusan Pemerintahan Umum vyaitu urusan, pemerintahan .yang menjadi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahian yang melipati 7.
(2)- Pembinean wawasan-kebangsgan 'den ketahaban ndsional dalam
rangka memantapkanpengamalan Pancasila, ; pelaksanaan. UUD

NRI™ Tahun “1945, “pelestarian  Bhinneka Turiggal~ ika “'seita

pernettahandn dair (pemeliharaan  keutuhan Negara Kesatlian
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Republik Indonesia;

2
£

(b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

(c)- Pembinzan ‘kerukunan antarsuky dan'intrasulu,“umat-beragama,

| REPOSITORY.UB.ACID |

ras; dan; golongan fainnya: guna mewujudkan stabilitas kemanan

lokal, regional, dan nasional;

{d) Penanganan konflik sosial sesuar ketentuan peraturan perUUar;

61bid

7 Tbid
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{¢) Koordinesi  pelaksanaan- tugas antarinstansi pemerintahan™yang

|

ada diwilayah Daztah prepinsi dan’ Dacrah-kabupeten/kota untuk
menyelesaikan permasalaban yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi,  hak ‘asasi “manusia,  perrerataan, keadilan,

keistimewaan’ dan~kekhususany potensi:iserial ‘keanekaragaman
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Daerah sesuai.dengan ketentuan peraturan pertUUan;
(f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
(g)- Pelaksanazan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan - Dacrah ~dan + tidak |dilaksanakan raleh , Instansi

vertical”.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Secara normatif azas-yang digunakan-dalam pembagian’ urusan péincrintabian

a9 1 o ranaenites o aQ > e ntiro
esentralisasiy aszs dekonsentra$i dan agas tngas. pembentuan,
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Lahirnya_UU_No, 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan: Daerah merupakan
petunjuk tentang eksistensi Pemda dalam membangun daerahnya masing-masing

serfa\menciptakan pelayanan, partisipasi masyarakat, prakaise «dan peniberdayaan
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masyarakat. .yang .pada. -akhirnya> bertujuan . pada.. peninglkatan-kesejahteraan

2
£

masyarakat daerah dan disesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing.

Dengan ' demikian 'isiV'dan \jenis otonomi-bagi setiap \daerah “tidak 'selalu~sama

| REPOSITORY.UB.ACID |

dengan. rdaerah lainnya.®, Balam. YU~ tentang | Pemda. - tersebut: imemberikan

kesempatan dan, keleluasaan daerah untuk membangun daerahnya demi

tercapainya pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan dacraly adalah-seluruh | jpembangunan yang-dilaksanakan ~di

daerah dan, meliputi_aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara, terpadu

8 Siswanto Sunarne; Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Lii
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dengan meiigembangkan- swadaya' gotong royong seita partisipasi ‘inasyarakat

|

secara - aktif, “Dalam  hubungan ~iui ) pembangunan | dactali: dierahikan  untuk
memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya .alam _dan mengembangkan
sumber daya  manusia- ‘dengan meningkatkan Kualitas “hidup, Keteramipilan,

prakarsa dengan bimbingan dan bartuan dari pemeriniah. Namun bagaimanapun
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juga pembangunan.pasti akan berdampak baik itu dampak positif maypun dampak
negative.

Perkembangar ‘pembangunan dalaim -segala sektorisaat inl yang terjadi-di
kota: adalak bertiinan demi tercipianya kescjahteradn, warga kota: Malang, Namun

tanpa disadari pembangunan ini menimbulkan permasalahan publik, muiai “dari

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

berkurangnya tuang terbuka” hijau; -perubahan’ bentuk tata’ ruang- kota, hingga
terjadinya: kemacetan lalulintas. Penyebab utama kemacetan laludintas: disKota
Malang adalah kapasitas,jalan raya tidak seimbang dengan: peningkatan.jumlah
kendaraan dan banyaknya bangunan yang muncul dimana-mana.” Oleh kareéna i

setidp ckegiatan [pémbangunan hamis setantiasa direncanakan’ dergan/ mateng
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tentang manfaat dan dampaknya yang ditimbulkan
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Sesuai dengan bunyi pasal 99 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

lintas’ den angkuta jalan serta pasai 47 PP No. 32 Takun 201 1-disebutkan bahwa

| REPOSITORY.UB.ACID |

‘setiap-rencana pembangunan pusat -kegiatan; pemukiman-dan-infrastruktur.yang

akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

2%

lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan-Analisis ' dampak laiu lintas.”*
Sebagaimana! disebutkan diatas:bahwa Analisis /Dampalk; Lalu Lintas) atau

yang selanjutnya-disebut. Andalalin adalah “‘studi; atau kajian mengenai dampak

9 UUNo. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkiitan. Jalan
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lalu' lintas dari suatu’ kegiatan perabangunan, kegiatan-dain/atau usaha’ tertentu

|

b .

yanghasilhya: dibuat/ dalam  berntuk odokumen| 'Andalalin’ satau jperencanaan
pengaturan lalu lintas,”

Adapun regulasi tentang amdalalin, Kota' Malang sat ini “telalr diatur dalam

Perda ‘Kota ‘Malang Wo. 7 “ahunr 2010 “tentang  Analisis “Dampak Dalt | dintas.
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Namum, seiak . berlakunya  Perda rtersebut sampai jsaat ini. tidak sesuai dengan
harapan Karena masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu
resikokemacetan [alu'lintas-tidak ‘merhiliki* dokumen  amdelalin. ‘Padahal kalau
dikajir seeara; mendalam -sebetulnya. sanksit adaministratif terhadap :pelanggaran

Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2)

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Perda Kota Malang No:. 7“Tahun 2010 yang teitulis-sebagai berikut °:
(1) “Kepada pengembang/pengusaha -yang tidak nelaksanakan kewajban-
kewajiban-baik secara sebagian. atau seluruhnya yang tertuang; dalam
dokurnen Adalalin ‘dapat dicabut 1jinnya dengan segala akivat hukumriya.

(2) Kepada- perigembang/pengusaha (yang) tidak 'melakiakan “Andaialin -dapat

i O'F
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dicabut.ijinnya dengan segala akibat hukumnya

2
£

(3) Sebelum dilakukan pencabutan 1jin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali

berturut-turut-yan g masing-rnasing peringatan berjalan' 7 {tujuh) hari-sejek
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diterima. ¢

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang:

Penerapan-‘sanksi“dalam ‘penanganan’ pelanggaran - analisis “dampak lalu
lintas di-wilayvah ' Pemda Kota Malang (Studi! pada-Satuanr, Polisi Pamong

Praja Pemda Ksta Malang). Sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi

10 Peida Kota Malang No..7 Tahiin 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintds
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ini 'térdapat “penclitian ' erdahulu’ yang - berkaitan-dengan - penulisan~ini  adalah

[ Re

sebagat berikut:

V) =

< ity [ T . L < - - " I T

= No./| T'ath wing Nama peneliti 'dan | Judul Penelitian ‘ Rumusan ‘Masalah ! Keterangan
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B. 'Rumuisan Masalah

|

1./ Bagdimana rpencrapair sanksi dalarn ) ipenanganan ~pelanggaran analisis
dampak lalu lintas yang terjedi di wilayah Pemda Kota.Malang?
2." ‘Apa hambatan dan- solusi dalam penerapan sanksi dalam penanganan

pelanggaran analisis dampak laludintas?
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C.. Tuivan, Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan ini
adalah sebagaiberikut:

1., Mendiskripsikan ' dan, menganalisis ~tentang, penerapan [Sanksi i dalam

penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Peimnda Kota Malang

2. Mendiskripsikan | dan smenganalisis: hambata dan rsolusi; yang: dilakukan
oleh Pemda kota Malang dalam penanganan pelanggaran analisis dampak
talu Tintas.

D. ' Manfaat Penelitian
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Dengan . penelitian. ini,  peneliti ingin. menelaah, dan mengkaji tentang .tindakan

2
£

administratit yang diberikan dalam pelanggaran Andalalin yang terjadi di wilayah

kota \Malang ' 1ain® dimana’ diharapkan. dari' hasil penulisancini’ dapat ‘bermanfaat

| REPOSITORY.UB.ACID |

bagi berbagai pitiak;

1. Manfaat Akademis

Dengan - dilakukannya penelitian’ ink;  pencliti “akan' ‘menciaah
2 2
menganalisis  dan  mengidentifikas! terhadap  pelanggaran: yzng, terjadi

terkait dengan, keberlakuan dari Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010

tentang analisis dampak lalu lintas khususinya terhadap penerapan sanksi
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| REPOSITORY.UB.ACID |
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adminisiratii ternadap pelanggarnya yang diberikan ‘olehpejabat-yang
berwenang PDisamping itu: peneliti; mengharapkan ;adanya penelitian
lainnya vang mengkaji tentang _analisis dampak lalu lintas yang terjadi

di ' wilayah Pemda Kota Malang dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.

Manfaat Praktis

a..+ Bagi-Pemda Kota Malang
Peneliti berharap penelitian i1 dapat menjadi masukan dan memberikan
kontribusi' bagi Pemda Kota Malang, dimanahasil penelitian /ini -dapat
digunakan- -sebagai - patokan - kebiiakan |terhadap- pembangunan - yang
teriadi pada pusat-pusat. kegiatan yang mempengaruhi lalu lintas
diwajibkan— memiliki dan-'membuat’ Analisis' dampak  ialu ' {intas.
DPisamping itu peneliti betharap ager penelitian, ini bias merjadi referensi
bagi. organisasi,  lembaga, atan_perusahaan, atau. juga-bisa  sebagai
referensi tambahan untuk melakukan peneliti yang bersifat lanjutan:

b Bagi Pengusaha atau Penigenibang

Penelitian . ini, diharapkan.dapat sebagai; acuan bagi pengembang. atau
pengusaha agar memahami pentingnya perhatian terhadap dampak lalu
linitas yang disebabkzn olehproyek-proyek kegiatan 'yang dilakukan agar
tidak -menimbulkan banyak kerugian bagi 'masyarakat, dan: mengganggu
kenyaman berlaiu lintas.

¢, ‘Bagi Masyarakat

Piharapkan-dapatimenambah pengetalivan dan wawasan bagi masyarakat

akan _adanya persoalan hukum terkait. dengan _ perkembangan
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a
—

pemibangunan di-Kota Malang yang dainpakinya-larigsung bias dirasakan

|

oleh masvarakat.
c..: BagiPeneliti
Diharapkan hasii penelitian yang dilakukan oleh peneiiti sebagai- sarana

untuk pengembangkan il pengetahtian yang didapatkan secara teoritis
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khususnya. .pengembagan ~hukum administrasi . negara, juga  sekaligus
dapat mengetahui’ secara langsung bagaimana praktek yang -terjadi
lapangan’ terkait ‘dengan tindakan administratif ‘yang diberikan tertiadap
pembuatan dokumen;andaialin

D. Sitematika Penulisan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

BAB 1: Pendahuluan
Berisi mengenai pertamma latar belakahg vang -akan dibshas terkait dengan
penangan penerapan sanksi-Perda Kota Malang No. 7.tahun.2010 tentang
Analisis Dampak’ Lalulintas, karena sejak berlakunya Perda ters€but sampai

gaat-masih banyak terdapat bangunan-bangunan! yang berdivi memiou resiko
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kemacetanlalulintas .tidak miemiliki. . dokumen.amdalalin. Kedua, .rumusan

2
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masalah yang berisi-mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi

a ‘hanibatan' 'dan pyas yang' dilakukdn

| REPOSITORY.UB.ACID |

oleh. Pemda Kota Malang utamanya' Satuan Polisi--Pamong: Praja dalam

>

melaksanakan tugasnya sebagai aparat® penegak Perda. Ketiga  tujuan

penulisain yang ‘tnerupakan deskripsi ‘'yang akan-dicapai’ daiam penuiisan.
Kegempat; adalahsmanfzat penulisam: vaitw hal yang akan-diperoleh dalam
melakukan-penulisan ini. Kelima, orisionalitas penulisan yang merupakan

perbandingan— dengan penulisan -~ sebelumnya, ~Keetiain ~sistematrkan

UNIVERSITA
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penulisan “yang berupa uraian -singkatl tentang -susunan ' yang “akan

|

ditampilkan‘dalam keseluruban penulisan:
BAB II: Kajian Pustaka
Berisi ‘telaah pustaka’ berkaitan 'dengan teori-teoti maupun azas-azas yang

digunakan sebagai pisau anatisis. Peitama tentang tcori-teori efektifites yang

BRAWIJAYA
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didalamnya-mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hokum terutama dalam penegakan Perda. Kedua mengenai teori -teori
tentang pemberian ijin dimana‘ulasan lni akan berkaitan dengan persyaratan
pemberian perijinan; vang rawan,terhadap terganggunya lalu-lintas. Ketiga

adalah teori-teori. tentang penerapan sanksi, administrasi apabila “terjadi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pelanggaran terhiadap perijinan:

BABIL; Metode Penelitian
Dalam_bab-ini_akan diuraiken herkaitan dengan jenis, penelitian, metode
penelitian, fokasi penelitian, populasi dan satiipel, data yang akan di perdich

dan-cara’pengumpuian data, teknik anzlisa data’ dan‘definisi-operasional.
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BAB 1V: Hasil dan Pembahasan

2
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Pada bagian pembahasan ini  berisi téntang gambaran umum - iokasi

penelitian, hasil'daripenelitian; pembahdsan tentang bagaiimana pelaksanadn

| REPOSITORY.UB.ACID |

pasal (1l (ayat-2) Perda Kota Malang No; 7/ Tehun-2019-tentang Analisis

Dampak Lalu lintas ‘serta hambatan. apa saja_yang dihadapi oleh. Satuan

Polisi Painong Praja Kota Malang dalam menjalankan tugasnya“dan upaya-

uapays yang dilakukan sebagaipenegak Perda;
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BABV:Penutup

Pada bagian ini berisi uraian-singkat atau kesimpulan: sebagat bagian akhir
dari jawaban atas permasalahen dengan analisis berdasarkan teori dan kajian
Perda yang beriaku dan diakhiri dengan’ saran-saran dari’ penulis. ‘Dalam

penulisan 11 juga dilengkapr dengan dafiar pustaka sebagai bentuk urdian
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referensi yang telah digunakan sebagai acuan penulis dalam menulis skripsi

ni.

| REPOSITORY.UB.ACID |
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A. Tentang Penegakan Hukum
Dalaim ““pengertiannya “menyebutkan “bahwa  Penegakan hukum “adaiah

“merupzkan-iugahal untik-mewujudkan Gde-ide \dan 'konsep-konsep: hikim yeng
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diharapakan . rakyat. menjadi. kenyataan... Penegakan hukum . meiupakan . suvatu
proses yang melibatkan banyak halll Menurut Soerjono Soekanto, penegakan
hukum ‘adalaly kegiatan “menyerasikarn. hubungan’ 'nilai-hilai- yang derjabarkan
didalem-kaidah-kaidah/pandangan nilai, vang martep  dan. mengsjewantah  dan

-

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, akhir untuk menciptakan,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

memeiihara “dan- mempertahankan “kedamaian’ pergautan hidup.- 1?Penegakan
hukum rsecara Konkret adalah berlakuryz hukum - pesitif: dalam praktik
sehagaimana_ seharusnya patut dipatuhi oleh karena. itu, memberikan keadilan
dalam'suatu- perkara “berarti memutuskan hukum' Zn“'concreto 'dalam

mempertahankan den'menjaniin di‘tadtnya hukum materiil ‘dengan -menggunakan
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cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum.formal.!?
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Dalam bidang — hukum publik penegakan hukum dibedakan menjadi dua,

arf1y-l4
yaitus

| REPOSITORY.UB.ACID |

H Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Huknm, 1988, Yogyakarta: Liberty him 32
12'1hid
13 Tbid

14 Thid him 24
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a.

(1) Dari-sisi subjeknya

Palam: makna, luas subyek -ini adalah berkaitan: dengan orangnya yaitu
siapa_saja_yang. menjalankan_aturan normative atau.melakukan sesuatu
atau tidak ‘melakukan sesuatu dengan’ mendasarkan “difi pada - atutan
huikum vang berlaku, dalamarti apakah yang bersangkutar: menjalankan
atau, tidak . melaksanakaii aturan . hukum.. Dalam.. miakna  sempit,
penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya, aparatur penegakan
hulkum tertentu untuk menjariin dan memastikan bahwa' suatu aturan

kukum berjalan sebagaimana seharusnya.

(2) Dari sisi_objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Makna ~luas”dari’ sisi obycknya disini ‘diartikan-baliwa - penegakkan
bukum mencakup pada nifei-nilat Keadilan yang dicdalamnyaterkandung
dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan . dalam bermasyarakat.
Dalam ‘makna  sempit, penegakkan hukum * itu - diartikan sebagai
pencgakkén \peraturan yang  formal \dan |tertulis | dari “pejabat “yarg

berwenang.

Dalam beberapa teori tetang penegakan hokum terdapat beberapa jenis
penegakan' yang ‘akan diterapkan terthadap para)pelanggarnya termasuk pendapat

seperti-yang-disdmpaikan-oleh Joseph Goldstein rnembedaken penegakan hukum

dalam bidang hokum pidana yang dibedakan menjadi menjadi 3 bagian yaitu:*>

Total’ enforcement,” yakni- ruang - lingkup penegakan’ hukum pidana
scbageimane| yang dirumuskan s oleh thukum iipidans substantif

(subtantive law. of . crime), Dalam penegakan hukum ;pidana secara

15 Ibid him 29
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keseluruhan tidak bisa dilalukan  sebab-para penegak hukam' dibatasi

|

secara ~ketat, oleh ~hukum racara (pidane ryyang -niencakup ketentuan
penangkapan, penahanan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan
awal. Selain’ itu’ bisa juga ‘terjadi hukum ‘pidana™substantif ‘sendiri

meimberikan batasen-batasai.
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b. . Full enforcement, adalali penegakan hukum. pidana vang bersifat total
dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum. Dalam hal
inicpenegak hukum diharapkan dilakukan secaia maksimal.

¢ redetual lenforcement, dalam hal ini-dengan-adanya keterbatasan : waktu,

personil, alat-alat investigasi, dana ini menyebabkan muncuinya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diadakannya ‘discreiion dan'sisatiya ‘inilah yang disCout dengan ‘actual
enforcernent: Sehingga penegakan; hukun pidana  menampakkan | diri
sebagai- penerapan . hukum pidana (criminal  law. application). yang
melibatkann ‘pelbagai sub sistem struktaral ' yaitu “aparat “kepolisian,

kejaksaan; pengadilan dai pemasyarakatan'/serfal fembaga penase¢hat
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hukum:, Dalam. hal. ini ;penerapan. hukum. haruslah. dipandang; dari.3

2
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dimensi 16:

(1)~ Penerapan'hukum 'dipandang sebagai' sisten: normatif-(normative

| REPOSITORY.UB.ACID |

system) yaitu petierapan ' keseluruhan. -aturan ‘hukum -yang

. /

menggambarkan nilai-nilai, sosial ;yang didukung oleh. sanksi

(2): Penerapan  /hukum ~dipandang, s¢bagai;sistem administratif

administrative system). yang mencakup, interaksi antara pelbagai

16 ibid
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aparatur penegak hukum yang 'merupakan-sub sistem peradiian

|

diatas:
(3). Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system),
dalam’arti bahwa daiam mendefinisikan tindak pidana harus pula
ada |dalam

diperhitungkan pelbagai’ perspektif ‘pemikiran’ yang
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lapisan masyarakat,
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor faktor™ yang' memipengaiuhi penegakan 'hukum ' thenuru

=
o2
Q
()
=3
@]
=

o
o

Seekanto adalah:!7

a... Faktor Hukum
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Perlu-disadari’ banwa suatu-kebijakan atau tindakan “yang “selurahnya
berdasar- hukum merupakan  hal | yang' dapat: dibenarkén: sepanjang
kebijaken atau tindakan itu tidak:bertentangan dengan ketentuan yang
berlaka /hukum. Maka penyelenggaraan hukum-bukan haiya mencakup

lfaw-lenjorcement, namun juga peacemdinténante, ' karéna
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penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan ;proses  penyerasian

OOT o5
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antara nilai kaecdah dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk

mencapal kedamaian.

| REPOSITORY.UB.ACID |

b, Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak -hukum

nmiemainkan peranan penting, Kalau peraturan sudah baik, tetapl kualitas

petugas kurang baik, ada’masalatiOleh karena-iti,; salah -satw kuci

17 Soerjono Soekarnita: 2004; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan
Kelima.Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 42




| REPOSITORY.UB.ACID |

keberhasilan dalain penegakan hukuim adalah mentalitas atau kepribadian

|

penegak-hukum
c. .. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Sarana dan' fasilitas pendukung yang dimaksud disini-adalah™ perangkat

lenak dan perangkat keras: (Perangkat lunak: yang dirnaksud adaleh
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pendidikan. Pendidikan yang. diterima, oleh penegak hukum.dewasa, ini
cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga - dalam
banyak hal hercka mengaiami hambatan di delam tujuannya.

d, i+ Faktor Masvarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok , didalam .dir1 pribadi setidak
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tidaknya-mempunyai‘kesadaran-hukum, persoalan yang timbul sclama ini
adalal didasarkan taraf kepatuhan lyukum) itu senditiooyaituskepatubzn
hukum pada, taraf yang tinggi, taraf sedang, ataupun tarang-kurang. Salah
satu indikator tentang berfungsinya hukum yang- bersangkutan adaiah

dapat-dilihat\dari’derajat kepatulian hukum mdsyardkat terhadap hokum
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itu:sendiii
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e.  Faktor Kebudayaan

Kebudayaan "dalam “kehidupan sehari-/ hari 'V inempunyai fungsi-yang

sarigat besar bagi manusia-dan -masyardkat dalam tberperilaku ,-yaitu

mengatur agar manusia dapat mengerti-bagaimana seharusnya bertindak,

| REPOSITORY.UB.ACID |

berbuat,-dan menentukan sikaprnya ‘apa’yang scharusiya tidak dilakukan
dalany: berinteraksi; dengan opang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah hal yang. penting-, dalam, berperikelakuan,untuk menentukan
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mengenai apa yang harus “dilakukan, 'dan apa- yang  seharusnya“tidak

dilakukan.”
3. . Tentang efektifitas hukum
Efektivitas “berasal ‘dari Kata efektif, “yang- berarti ada cfeknya “(akibatnya,
pengaruhnya, kesarnya), dapat miembawa Hasil; berhasii:guna (ientang usdha,
tindakan). Efektifitas artinya keefektifan.!8 Efektifitas juga berarti taraf sampai
sejauh mana suatu keiompok mencapai tujuannya. Bagi. studi_hukum: dalam
masyarakat,” yang penting adalab-berlakunya hukuin secarasesiologis; yaug
intinya. adalah’ efektifitas hukim. -Hukum - dikatakan refektif apabila terjadi
dampak hukum yang positif. Dengan demikian, hukum mencapai sasarannya
dalam~ micmbimbing  ‘afat mengubah” perilaky’ manusia “menjadi’ ‘perilaku
hukum:!?
Untuk_ mencapai._efektifitas penegakan hukum . telah -banyak feori vyang
dikemukakan yarig terkenai dikemukakan yaitu meliputi Kompoiren Struktural.
Ia.adalah kelembagaan-yang diciptakan-oleh sistem hukim iti-dengan'berbdgai
macam ; fungsinya  dalam. rangka mendukung ; bekerianva _sistem. .tersebut.
Komponen Substansi, yakni dasar-dasar peraturan yang melandasi bekerjanya
lembaga hukum tersebui. Komponei kultur dtau kultur hilcam idicterdin \dari

nilai-nilai-sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem-itu serta menentukan

ap
tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

Lebih fanjut dikatakas oleh Soerjono’ Sockanto-mengemukakarn-bahwa taktor

vang rmempengaruhi penegakan’ hukom Hity meliputis: Substansi’ (hukunmya),

18 Tim

19 @

him 32

Penvusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Jakarta, him 284

Soerjono-Seekanto, Efekitfatas Hukum Dan Penerapan. Sanksi, Ghaliz Indonesia, Jakarta, 1933
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fasilitas) yang -mendukung: penegakan, hukum, Masyarakat {vakni dingkungan
dimana hukum_ itu  diterapkan), Dengan demikian dapat dikatakan. bahwa
hukum' 'yang “dibuat ‘tidak menjarnin pelaksatiaannya akanefektif.” Hukum

belum tentue akan dilaksanakan taat azas. Ketidakmampuan-atau ketidaksiapan
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aparat dan atau.masyarakat, ataun hukum: yang tidak jelas dan tumpang tindih
akan menghambat penegakan hukum. Soerjono. juga mengatakan -bahwa
gangguan terhadap penegakan hulur terjadi apabila adaketidakserasian antara
nilai, kaidah dan perilaku.

Norma hukum. akan teriembaga. (institusionalized). dalam suatu. sistem sosial

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tertenitu, apabila dipenuni paling tidak 3 syarat:2°
(1) ‘Bagian-ferbesar warga dalam satu sistem sosial telah menerima norina
tersebut

(2) Norma tersebut” télah meijiwai baglan-terbesar warga-warga . sistem

sosial tersebut.
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(3) Norma tersebut bersanksi:

2
£

Berfungsinya aturan hukum dengan baik atau tidak, sangat tergantung pada

substansi/aturan itl'sendiri. Masalzh'pokiok pada Komiponen itu meliputi:

| REPOSITORY.UB.ACID |

a- r-Sistematisnya peraturan tersebut

b. Peraturan tersebut cukup sinkron, artinya apakah. secara hirarkis dan

horizontal tiadapertentangan,

¢ <Secara Kuantitatif dan kualitatif peraturan tersebut-sudah cukup; dan

I

20 Soeryone, Sockanto dan Mustafa Abdullat, Penegakar: Hukurn, Bandung. Bina Cipta 1983, hlm 14
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d.’ Penertiban peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis

|

yaigagar
Sedang gangguan dari ketentuan-aturan hukum disebabkan oleh faktor-faktor:
(1) “Tidak diikutinya asas-asas bertakunya UU,

(2) ‘Belim ada' peraturan ~pelaksanal 'yang! | sdangat! | dibuiubkan  aintuk

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

menerapkannya, dan
(3) Ketidak jelasan arti kata dalam UU yang mengakibatkan
Kesimpangsiuran di-dalam penafsiran dan penetapannya.
Kesadaran, -hukum . merupakar - persepsi -masyarakat. tentang “hukum; - yyang

berkaitan dengan efektifitas hukum dan budaya hukum. Kesadaran hukum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

masyarakatibarat jembaian yang menghubungkan artara-atiran hukum derigan
aku hitkum anggota masyarakat: Termasuk: kesadaran hukum adalzh
pandangan, . sikap  yang mempengaruhi bekerjanya. hukum, ~yang disebut
Friedman'sebagai budaya hrukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau

nilai-nilai-yang! terdapat’ dalamdiri (vianusia, teatang hukim ydng adal dfau
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hukum. ;vang rdiharapkan . ada. Kepatuhan hukum: sangat erat-hubungannya

2
£

dengan kesadaran hukum. Kesadaran merupakan proses psikis_yang terdapat

dalam‘dirt manusia yadg mungkin timbul dan mungkin ‘puld tidak-Kesadaran

vang - tinggi mengakibatkan warga ~masyarakat- mematuhi - ketentuan - yang

o~

berlaku. Tahapan untuk mencapai kesadaran hukum.adalah:

| REPOSITORY.UB.ACID |

a. ' “Mengetahui’ hukumnya/peraturannya (law' acquainiance).’ Pengetahiian
hukum'ienyangkut pengzetalian seseorang mengenaibeberapa perilaku

tertentu, yang, diatur hukum._baik tertulis. atau_tidak, yang berkaitan
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dengan perintah, “bolehan ~dan “larangan. 'Hal 'ini~ terkait’ dengan

|

pengetahuan terhadap isi-peraturar jika telah diundahglkan:
b. . _Memahami  hukumnya/peraturannya.  (law . awareness)., Pemahaman
hukum di sini ‘maksudnya adalah “’sejumlah “informasi yang dimiliki

seseorang mengenal isi pérturan dait /suatul Hakum. Dengan 'katal lait
seseorang-mengenal 1s1 perturan | dart/suatul hakum.-Dengan katal lain,

BRAWIJAYA
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mengerti.terhadap isi dan tujuan hukum dan manfaat bagi pihak yang
kehidupannya -diatur oleh peraturan -tersebut. Dalam hal pemahaman
hukum, tidak | disyaratkan®seseorang harus 'mengetahui ‘adahya aturan
tertulis— yang  mengatur--suatu - hel, - Yang, dilihat| adalah -bagaimana

persepsi mereka dalam. menghadapi berbagai hal dalam kaitannya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ichgan-norma “dalam rnasyarakat.- Persepsi®ini -biasanya’ diwujudkan
dalam sikap mereka terhadap tingkah laku seharihari.

c. ..Mempunyai sikap terhadap hukum (legal attitude). Sikap-hukum adalah
suatu kecenderungan untuk  menerima hukum karena adanya

penghargaany terhadap hiakum) Sebagai sesuati 'yvang “bermanfaat dtau
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menguntungkan. bila hukum. ditaati. Sikap, hukum: melibatkan; pilihan

2
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warga masyarakat sesuai dengan nilai yang ada pada dirinya, sehingga

warga menerima berdasarkan’penghargaan ‘terthadapnya:

| REPOSITORY.UB.ACID |

d. - -Berlaki rsesuai, hukum: (Jegal ibehavior)?! . Pola perilaku , hukum

merupakan hal yang utama dalam ‘kesadaran hukum, karena dapat

dilinat 'dari sini-apakah peraturan berlaka atau tidak ‘dalam masyarakat.

Suatu kaidah; hukum bethiasil ataii;gagal mencapai tujuasnya; biasanya

21 Thid-him 16
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aiukur -dari “apakalk’ pengarchinya berhasil mengatur-sikap tindek atau

|

perilaku tertentuy sehinggasesuai dengan tujuannya atau tidak:
e. . Budaya hukum (culture of law) adalah elemen terpenting-dalam sebuah
sistern “hukum. “Dalam budaya hukum, menurut Ruth’ Benedict syarat

penting ddalah buddya ruati (shanie [culture), dan-budayastasa bersdlah
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hila seseorang melakukan pelanggaran jterhadap hukum-yang berlaku
(guilty _feeling). ‘Budaya hukum dapat dilihat dari perilaku -hukum
masyarakat 'sefempat. Perilaku “hukum, kata' Fridman- adédlah perilaku
yang dipengaruhi oleh kaidah, poraturan dan keputusan:

Penegakan hukum akan berjalan efektit sangat tergantung pada:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(1) Harapan masyarakat, yaitu penegakan hukumi sestiai-atau tidak 'dernigan
nilai=nitai masyarakat.
(2) .Adanya, motivasi warga masyarakat juntuk melaporkan  terjadinya

perbuatan ‘melanggar hukum kepada orgai penegak hukurii.

@) Kemampuan dar Kewibawazr oigan penegak hukam.
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Ketiganya, saling . terkait, bila 'salah satu tidak ;dipenuhi;;akan; menimbulkan

2
£

toleransi sosial. Ketidakserasian antara perumusan oleh pihak yang berwenang

dengarr perumusan’oleh masyarakat, lazimnya'digambarkau sebagai {oleransi

| REPOSITORY.UB.ACID |

sosial-terhadap:tingkah-laku menyeleweng.??

(119}

22 Thid-him 17
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B. 'Tentang Perizinan
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Menurut; Sjachran, Basah, definisioizin tidaklah niudaliuntuk diartikan23.

Pendapat_yang dikatakan Sjachran-agaknya sama dengan yang berlaku di negeri

V) —
< rrm—n
E 3 Belanda, seperti dikemukakan oleh van der Pot, Het is uiierst moelijk voor: begrip
[
w <L | ‘ , .
= o vergunning  ceen “dejinitiel \te. vindén (sangat /sukar imeémbuat definisi amntuk
=
>
menyatakan pengertian izin itu)24 Hal ini disebabkan oleh antara para.pakar tidak

terdapat persesuaian pahaim, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan
tethadap ‘objek yang' didefinisikannya.’ Sukar’ memberikan ‘detinisi-bukan berarti
tidek terdapat definisi, bahkan ditempkan sejumlah definisi-yang beragam 27

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

atau ‘peraturan’ peraerintah “untuk*'dalam’ ‘keadaan ‘tertentu “menyimpang dari
ketentuan=ketentzan lerangan peraturan - perUUan. Izin, «dapat juga  diastikan

o

sebagai dispensasi atau pelepasan-atau, pembebasan dari suatu larangan, Dengan
kata " lain’ perkenan/izin~ dari  pemiermtah - oerdasarkan -“UU™ atau peraturan

pemerintah yang disyaratian untuk perbuatanyang 'pada umuirinya memeriukan
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pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tideklah dianggap sebagai hal-hal

2
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yang sama sekali tidak - dikehendaki. Jadi - izin adalah perbuatan hukum

[a] administrasi-negara bersegi- satu “yang’ mengaplikasikan “peraturan ~dalzm / hal
[ J
=
|2 konkret -berdasatkan | persyaratan - dan -prosedur | sebagaimana  ditetapkan- oleh
18
|8 ketentuan peraturan perUUan. Kongkridnya bahwa 1zin dalam arti luas berarti
| & C
|8
L}

suatu “persctujuan “'dari- penguasa- berdasarkan ‘peraturan- perUUdn' untuk

25 Sjachran Basah, Pencabutan Tjirr Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Seminar
Hukun Administrasi-dan Lingkungan di Fakultas Hokun Unair, Surabaya, 1995 him 12

24 E-Utrech, Pengantar dalam Hukurm Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1957, him 187

25 Tbid-him 186

UNIVERSITA
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memperboichkan-melakukan-tindakan-atau’ perbuatan terteniu ‘yang secara umum

|

dilerang: NM:; Spelt danz) B:J. M Hten ‘Berge rmembhagi pengeitian zinjdalam arti
luas, dan. sempit,-yaitu izin merupakan salah satu,instrumen. yang paling banyak
digunakan dalam’ hukum administrasi.” Pemerintah menggunakan izin' sebagai

sarana yuridis mntuk mengemudikan Ctingkah' laku ' warga. fzin U ialah “suatu
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persetuinan: dari-penguasa  berdasarkan U atau; peraturan . penierintah; untuk
dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan
perUUan.  Dengan< member] izin,~ penguasa’ menmperkenankan 'orang ~yaug
memohonnya untuk-melakukan tindakan-tertentul vang sebenarnya dilarang, - Ini

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan ‘yang .demi .kepentingan . urum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mengharuskan’ pengawasan™ khusus -atasnya. ' Ini* ‘adatal’’ ‘paparan~ luas~ dari
pengertian izin:26

Selanjutnya ~dikatakan  bahwa, izin dalam, arti. .sempit. yakni pengikatan-
pengikdtan pada suaw peraturan izin pada aimumiya didasarkan pada Keinginan

pembuat “UU anivk wdencapal suatu tatanan! tertenti/ atas  untuk menghalangi
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keadaan. yang buruk, Tuiuannya ialah mengatur tindakan-tindakan. yang. oleh

2
£

pembuat UU tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana 1a menginginkan

dapat inclakukan vengawasan sekedarnya.-Hal pokok' pada izin'(artt senipit) 1atah
g piLy

bahwa-suatu; tindakan, dilarang, terkecuali diperkenankan. dengan -tujuan. agar

dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan.dapat .dengan

| REPOSITORY.UB.ACID |

tcliti ‘diberikan’ batas-batas tertentu bagi' tiap- kasus. Jadi persoalantya bukaniah

untuk chanya; memberi; iperkenan ~dalam) k¢adaan-keadaan-yang S$angat, khusus,

26 W.M.Speit dan #.B.J.M ten Berge | Pengantar Hukum Perizinan ; disunting oteh-Philipus
M..Hadion,Yundika.,Suiabaya. 1993, hlm 2-3
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tetapi agat tindakan-urndakan yang diperkenankan dilakukan dengan ‘cara tertenwu

|

(dicantamkan dalam ketentuan-ketentuan).”27
1. Fungsi dari pemberian izin
Secara umuni fungsi “dar perizinan adalah untuk pengendalian dari pada

aktivitas -pemerintah  ~dalam haizhal “tertentu dimenas ketentodnnya | berisi
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pedoman vang harus; dilaksanakan baik: yang berkepentingan. ataupun,:pejabat
yang berwenang. Selain-itu, fungsi dari perizinan itu dapat dilihat dari tiga sisi
yakui darisisi-pemerintah; sisi masyarakat, dan sisi pembentuke UU.

a. -+~ Dari sisi.Pemerintah

(1). Untuk melaksanakan. peraturan, Apakah ketentuan-ketentuan yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

termuat dalaim’ peraturan-tersebut 'sesuai “dengari Kenyataan. dalam
praktikaya gtau tidak dan sekaligus untuk mengatuy ketértiban.

(2). Sebagai . sumber. pendapatan - daerah,, dengan - adanya_ permintaan
permohonan izifi, maka secara langsung pendapatan-pemetintah akan

bertambah' | karena setiap: (zin (yang  dikelnarkan Spemoehon chdrus
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membayar, retribusi terlebih dahuln,

2
£

b. Dari sisi Masyarakat

(1) Untak adanya Kepastian-hulcdum.

(2) Untuk-adanya kepastian hak;

(3). Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

| REPOSITORY.UB.ACID |

¢! “PDari sisi pembeniuk UU

—_
Ui
~

Keinginan mengarahkamatau mengendalikan aktivitas tertentu, misal

IMB; izin HO, dlI.

27 Thid-him 4
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(2) Mencegah bahaya lingkungan, -misal- izin “pencbangan, “1zin “usaha
mdustri.

(3). Melindungi_ obyek-ebyek _tertentu; misal izin smembongkar
monumen, - izin® mencari “atau’ menemukan benda peninggalan
terpendain.

(4). Membagi. henda-benda, lahan atau, wilayah yang terbatas, misal, izin
menghuni di daerah padat penduduk (SIP).

(5) Mengarahkan atau pengatahan 'dengan® menggunakan' seleksi
terhadap orang dan aktivitas tertenty, misal izin bertransmigrasi.”

2. Sifat izin

Pada 'dasarnya-izin ‘diartikan sebagai keputusan badan tata usaha negara (TUN)
ataw pejabat vang memiliki kewenangariatas \ifu; yang: beyisi ‘atau substansi
dalam keputusan fersebut mempunyai sifat sebagai berikut;

(1) "“lzin’ bersifat bebas, adalah-izin sebagai keputusan-tata usaha niegara
yang perierbitanaya tidak terikat pada’ aturan’ dan hukum tertulis serta
organ vang berwenang dalam izin.memiliki kadar kebebasan yang besar
dalam memutuskan pemberian 1zin.

(2) “ziu “bersitat terikat, adaidh izin'sebagal Keputusan-tate Usaha' negar
yang- penerbitennya terikat pada aturan dan hukum tertulis, dan-tidak
tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan
wewenangnya . tergantung pada kadar'scjauh ‘mana ‘peraturan perUUan
mengaturnya, Misal izin-yvang bersifat terikat adalah IMBE. izin HOG, izin
usaha industri, dan lain-lain. Pembedaan antara. izin, yang-bersifat bebas

dan terikat adalah “penting-dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali
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atau-dicabut awau tidak. Pada-dasarnya‘hanya izin sebagai keputusan tata
usaha negara yang bebas-dan dapdt ditarilkembali gtau dicabut, hal itu
karenatidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana
izin tidak ‘aapat ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan pada izin yang
bersifat terikat, pembuat U memformulasikan eyerat-syarat’ .di-mana
izin diberikan; dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut. Hal penting
dalam perbedaan- di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya
dasar pengujian’ oleh hakimtata usaha megara-apabila izin ‘sebagai
keputusan- tersebut; digngat:, Pada-wewenang . menetapkan- izin. yang
terikat, hakim- relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan
wewenang yang bebas dalam-menctapkan izin, sehingga bila ‘banyak
kebebasanyang dimilikis oleh ) organ pemerintahan’ dalammenstapkan
izin, maka hakim akan-membatasi diri pada_ pengujian-ala kadarnva
pada’UU dan asas-asas umuimn pernerintalian yarg baik.
1zin & yarig \bersifat menguntimgkan, merupakan “izin~ yang! isiiiya
mempunyai sifat menguntungkan pada;yang bersengkutan.. Izin yang
bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang
memberi canugerall kepade ' yang ' 'bersangkuian:' | Dalam carti, “'yang
bersangkutan, diberikan 'hak-hak ‘atau ;pemenuvhan tuntutan -yang-tidak
akan ada tanpa keputusan tersebut. Misal .izin yang menguntungkan
adalah'SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain:
1Zins yang vbersifat memberatkan,  merupakani| izin “yang | isinya

mengandung ; unsur-unsur. memberatkan . dalam . ;bentuk  ketentuan-

Ketentuan 'yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat
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memberatkan merupakan pulatizin yang memberi-beban pada oranglain

|

atau-, masyarakat ssekitarnya; - Misalnyay |\ pereberian “iziny kepada
perusahaan tertentn. Bagi mereka yang tinggal  di sekitarnya yang
merasa “dirugikan ‘izin tersebut merupakan ‘suatu beban. Pemoboedaan

anfara [zin \yang, bersifatCmenguntungkan dengan Gzin - yang bersifat
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1

memberatkan  adalah penting . dalam ' hal  penarikan ‘kembali . atau
pencabutan dan perubahannya. izin sebagai keputusan yang
menguntungkan ‘tidak begitu mudah’ dapat ditarik kenbali atau divbzh

atas -ketugian vang berkepentingan. Adapun penarikan-kembali, atau

pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tidak terlalu'inenjadi soal.

(5) d7in -vang ;segera berakhir,rmerupdkan /izin yang menyangkut tindakan-
tindakan yang- akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya
relatif “pendek, misal IMB; yang berlaku ‘hanya “untuk ‘tnendirikan

bangunan dan berakhir saat'bangiinan selesai didirikan.
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Izin . yang. . berlangsung. lama, ;merupakan . izin;: yang, menyangkut
tindakan-tindakan yang berakhirnya atas masa berlakunya relatif lama,

misainya “izin cusaha industry odan’ izin' ' yarg berhubungan’ 'dengan
J o

lingkungan. Pembedaan antara -izin ;yang ;segera-berakhir -dengan izin

yang berlangsung lama adalah, penting .dalam. hak kemungkinan

| REPOSITORY.UB.ACID |

penatikan‘keimbali dan masa berlakunya izin.
(7y Izin -yang bersifat pribadt, merupakan izin yang isinya: tergantung pada
sifat atan kualitas pribadi.dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi

atau SIM.
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(8) 1zin yang oersifat ‘kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung

|

pada-sitat danobjek izin.- Misainya izin HO; SITU; danlaim-lain.”
Pembedaan . antara_ izin yang -bersifat  pribadi _dengan.izin ;vang  bersifat
kebendaan “adalah “penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada

pihiak dain Izin yahg bersifat pribadi ‘tidak dapat 'dialikkan ‘pada-pitak: lain,

BRAWIJAYA
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contoh. SIM tidak . dapat. dialilikan _pada . pihak  lain, ada. sebuah, penjnalan
perusahaan pada pihak 1ain maka ‘izin HO-nya secara otomatis beralih pada
pihak lain'dengan syarat nama perusahaan tidak berubak kinsseperti itu-harus
ditaati-oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi-lembaga tersebut.”

3. Fingsi pemberian izin

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

[

Ketentuan™ teritang ' perizinan mempunyai-fungsi yaitu' “scbagai- perertib ‘dan
sebagai fungsi‘pengatur, Sebagai fungsi penertib; dimaksidkan agar izin atau
setiap._izin atau tempaf usaha;; bangunan dan,bentuk _kegiatan masyarakat
lainilya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam ‘setiap

1

$egi’ 'kehidupan ~imasyarakat ~dapat) serwujud 1Sébdgal ~fungsi- Mmengatir
t=} g T J o O
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dimaksudkan ragar perizinan yang ada dapat ;dilaksanakan sesuai.dengan

2
£

peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan i1zin yang telah diberikan,

dengarr kata lain fungst pengaturan ini-dapat disebut fungsi-yang dimiliki ole

pemerintah. 28

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan

| REPOSITORY.UB.ACID |

bahwa izin-adalah “peibuatan permerintali bersegi satu berdasarkan peraturan

PerUUan ~untuk -diterapkan pada rperistiwa konkret: menurut prosedus  dan

28, Beberapa celemen: pokok ; perizirian:, Wewenang; s Sebagai bentuk- ketétapan: ; Lembaga
emerintah; Pristiwa kongkrit; Prosedur dan. persyaratan; Persyaratan . tertentu; Waktu
penyelesaian ~izin, ~Biaya  perizinan; -Fengawasan, penyelenggaraan —izin; ‘Penyelesaian
pengaduan dan sengketa; Sanksi; dan Hak dan keéwajiban
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persyaratan-tertentu. Dari-pengertian-ini ‘ada’beberapa unsur-dalam’ perizinan,

|

a, . Wewenang
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van besiuur

atau pemerintahan, berdasatkan) peraturan  peililian. Dengdn! kata' lain,
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setiap.. tindakan: . hukum pemerintzh, . baik .dalam. menjeiankan:: fungsi
pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang
yang diberikan' oleh-peraturan’ perUUan yang berlaku Om positicf recht
tein kunnen-vgssiellen en handhaven,is | eenbevaegdheid. noodzakelijk

Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen
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woraen, {untuk ‘dapat melaksanakan-dan ‘menegakkan ketentuan hukum
positif perlwy wewenang. Tanpa wewenang) tidale dapat; dibuat keputusan
vuridis yang bersifat konkret),
b “Sebagai bentukl ketetapan

scara” konstitusional < pemerinteh’ diberikan  wewenang ! untik

<
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<
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melaksanakan: . .. pengaturan,  yang dari fungsi. pengaturan ini muncul

2
£

beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan

1 1

Konkret; ketetapan ini merupakan tjung-tombak dardinstrumen’ hukun

relenggaraan pemerintahan, ; Saleh satu wujud dari ketetapan

dalam pen ,

3\
7

ini_adalah izin. ‘Berdasarkan jenis Ketetapan, izin termasuk sebagai
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ketetapan ‘yang ‘bersifat konstitutif, yakni ketetapan' yang -menimbulkan
hak baruryang sebelumnya-tidalc dinviliki oleh sgsedrang yang mamanya

tercantum_ dalam ketetapen. itu, atau_beschikkingen welke, iets. toestaan

wat “tevoren niet’ geoorloofd “Was, (Ketetapan yang memperkenankan
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1 1

sesuatu-'yang 'sebelumnya-tidak ' dibolehkan).~“Dengan deraikian; 1zin

|

merupakan instrumen wairidis) dalam bentuk cketefapan -yang, bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau
menetapkan peristiwa konkret.

Lembaga pemeriniah

BRAWIJAYA
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Lembaga atau kelembagaan, secara teoritisiadalah. suatu rule.of the game
yang mengatur tindakan dan ‘menentukan apakah suatu organisasi dapat
berjalan secara efisien dan efektif. Lembaga pemetintaly adelah ' leribaga
yang mehialankan urusan-pemerintahan baik ditingkat pusat-maupun.di

tingkat daerah.. Menurut. Sjahran Basah, dari penelusuran berbagai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ketentuan “penyelenggaraan’ -terunggi -~ (presiden)- samipai ' dengan
adininisirasi negara-terendah (lurah)  berwenang memberikan 1izin:, Ini
berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya)
permberi “izin, * yang-didasarkan pada jabatan' yang dijabatiya baik “di

tingkat pnsat'mauoin-daerah.?®
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c.;+ Pristiwa kongkrit

2
£

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk

ketetapan, vang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa
£ P

2y )

konkret [dan: individual. Peristiwa: konkret astinya peristiwa vang terjadi

pada waktu terfentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan.fakta hukum
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tertentu. Karena » peristiwa - konkret ! ini beragam; scjalan dengan
keragaman - perkembangan ~masyarakat, | izin/pun meniliki berbagai

keragaman. Izin yang jenisnya beragam, itu dibuat dalam proses yang

29, Sjachran Basak s log.cid: hlm, 5
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cara prosedultiya tergantung dan kewernangan pemberi izin, macam 1zin,

|

danstrukiur organisasi instensi yanz menetbitkannyal Berbagai jenis izin
dari_instansi pemberi izin-dapat saja_berubah seiring dengan perubahan
kebijakan ‘peraturan perUUan “yang terkait dengan 'izin = tersebut.

Meskipun! demikian;! izin~dkan tetap! ada dan <digunakar >dalam | setiap

BRAWIJAYA
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penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.
d. Prosedur dan persyaratan
Proses ‘dan’ ‘prosedur periziran: dapat ‘meliputi™ prosedur- pelayanzn

perizinan, jproses penyelesaian perizinan vang merupakan proses internal

yang dilakukan oieh aparat/petugas. Dalam setiap, tahapan pekerjaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

terseout,~ masing-rnasing ‘pegawai -dapat’ mengetahui~ peran’ ‘masing-
masing dalam proses penvelesaian perizinan:

Pada umumnya permohenan . izin. harus menempuh presedur tertentu
yang ditentukan olel pemerintah; selaka pemberi izin. 'Di samping harus

menempuh- prosedur  tertentin, ) pemohon | izin - juga hatus -niemenuhi

J
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persyaratan . tertentu. yang, ditentukan. secara; sepihak . oleh , pemerintah/

2
£

pemberi izin.”

Dalam halpelaksanaan petizinan, lack of conpeiencies ‘sangat' mudzh
5 J t=)
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untuk- diielaskan. “Pertama, - proses perizinan- membutithkan ; adanya

pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan,

tetapi” lebih' jauh “dari’ ‘aspek tersebut. 'Kedua, “proses™ perizinan
memerlukan dukangan keahlian -aparatur. fidakchanya; dalammengikuti
tata_urutan . prosedurnya,-tetapi _hal-hal lain yang .sangat mendukung

kelancaran proses  perizinan “itu  sendiri seperti pengoptimalan
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yenggunaan teknologi informasi.“Ketiga, proses-perizinan-tidak’ terlepas
e teknologi inforim Ketiga, pro riZinan-id

|

darininteraksiyantara pemohon dengan pemberir izing <Dalam interaksi
tersebut~terkadang muncul perilakun  yang menyimpang. baik = yang
dilakukan olen aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis

pelaki usahay | schingga raparatur | pelaksana Vperizinan dituntut | amtuk
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memiliki: perilaku yang positif dengan. tidak memanfaatkan situasi demi
kepentingan pribadi.

€| [ “Persyaratan

Pergyaratan-metrupakan hal.yang harus dipenuhi-cleh. pemehon antuk

memperoleh izin yang .dimohonkan.  Persyaratan , perizinan tersebut

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

berupa dokurhen’ ‘Kelengkapanatau” surat-surat. “Dalam regulasi ‘dan
deregulasi; persyaratan dalam preses perizinan menjadicsativ yang paling
utama Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi
kriteria berikut:

{1)- Tertulis'dengan jelas

J
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Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis, dengan jelas.

2
£

Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan

jelas.

| REPOSITORY.UB.ACID |

22 Memungkinkan untuk-dipenuhi

Perizinan® harus . berorientasi pada asas. kemudahan untuk

difaksanakan oleh ‘st ‘penguius izin. “Meskipun “tetap

memperhatikan sasaramregulasi vang bersifatideal
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3} Berlaka universal

—~
4

Perizinan' /hendaknva rtidak rmenimbultkan [ efek ~diskeiminatif.
Perizinan harus bersifat_inklusif, dan universal. Memperhatikan
spesifikasi “teknis' ‘dan aspek” lainnya “yang terkait (termasuk
memenuhi ketentuan internasional).
f. .+ Waktu penyelesaian izin
Waktu penyelesaian izin “harus ditentukan oleh instansi yang
bersangkutan. ' Waktu' penyelesdian yang ditetapkan: sejak saat'pengajuzn
permohonan sampai-dengan penvelesaian pelayanan
Dimensi-waktu seialu melekat pada proses perizinan karena adanya tata

an’ ‘prosedur “yang harus -ditempuh ' sescorang - daiami- mengurus

o.
=

cara
petizinan tersebut., ~Dengan: rdemikian tegulasi ~dah- deregulasi tharus
memenuhi kriteria berikut:
(1) Disebuikain dengan jelas
(2)- Waktu'yznp ditetapian sesingkat mungkin
(3).Di informasikan sceara luas bersama-sama. dengan prosedur, dan
persyarata
g Biaya perizinan
Biaya/tarif pelavanan terrhasuk rinciannya yang ditetapkan-dalam proses
pemberian 1zin ‘Penetapan besaran biaya pelayanan izin. perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Rincian biaya harus gelas writuk: setiep perizinan; khususnyajyang
memerlukan tindaken seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran

dan pengajuar;
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(2)" Ditetapkan “oleh peraturan ‘perUUan ' atau dan meraperhatikan

|

prosedur sesuai ketentuan peraturan perlJUan
Pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan: perizinan. Namun,
perizinan  sebagai - bagian “dari kebijakan pemerintah untuk mengatur

aktivitas > masyarakat sudaly seharusnya  merienuhi csifai=sifat. sebdagai

BRAWIJAYA
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public.guods.

h.  Pengawasar penyelenggaraan 1zin
Saat ‘'sckarang ' Kinerja pelayanan’ perizinan ‘yang ‘dilaksanakan oleh
pemerintah  dituntut untul, lebih-baik. | Dalam -banyak™ hal jmemang

harus.- diakui- bahwa kinerja pelayanan, perizinan pemerintah  masih

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

buruk:’ 'Hal" ini 'disebaokan olch:Pertaima, ‘tidak ‘ada sistem' insentif
untuk-‘melakukan perbaikan., Kedua; buruknya: tingkat’ pengambilan
inisiatif dalam  pelayanan_perizinan, yyang  ditandai dengan :tingkat
Ketergantungan - yang tinggl pada’ aturan formal “(rule  driven) ‘dan

petunjuk- Pimpinan dalanvimelakikan tugas pelayanan. Ketigd, budaya
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aparatur. yang. masih kurang disiplin;dan. sering. melanggar; aturan.

2
£

Keempat, budaya paternalistik’ yang tinggi, artinya aparat

menempatkan-pimpinan “sebagal prioritas ' utama 'bukan 'kepentingdn
t=) g
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masyarakat,

1. .. Penyelesaian pengaduan dan sengketa

{1)” Pengaduan

(9]
S
w
(@)
—

ngketa
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k' ““Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasiydan: der¢gulast ipevizinan -di
Indonesia ke depan perlu-memperhatikan materi_sanksi dengan criteria
sebagai berikut.30

() Disebutken sccarajelas terkail \dengan, Gnsure-unsur yang -ddapat

Ay
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diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;
(2) Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan;

(3)> Mekdnisme penggunacn sanksi

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

L. -+ Hak dan kewajiban

Hak dan Kewajiban antara pemohon dan instansi. pemberi izin harus

tertaang -dalani reguiasi dan-dercgulasi perizinan-di-Indonesia- Dalaim hal

1
SN

ini harus-diperhatikan hal-hal sebagai berikut;
(1). Tertulis, dengan jelas.

(2)” Seimibang antar para pihak.

3)- Wajib\dipenuki olel parapihak.
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Di. dalam. UU: No..25 Tahun 2009, tentang Pelayanan, Publik. juga
dikemukakan hak ‘dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan

instansi pemberi pelayanan perizinan.”
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C.- Pencrapan sanksi adiministratif

1. Pengertian Penerapan

Menurut' J.S“Badudu' dan Sultan-Mohammad Zain, Pencrapan ‘adalah ‘hal,

cara, dan:hasit3 2 adapunymenurut’ Bukmar (Al Penerapan yaitu mempraktekan

30 Adrian Sutedi, SH,,MH. Hal. 192

31 1.S Badudu dan Sultan'Muhammad Zain, Lukman Ali Kamus Umnum Bahasadndonesia, Pustaka
SinarHarapan, Jakarta, 1996, hal 1478
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atau ‘memasangkan. Berdasatkan 'pengertian- tersebut dapat’ disimpuikan bahwa

|

penerapan adalah’sebuah:tindakan-vang, dilekukan 'baikssecara individu,/maupun
kelompok dengan,maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirnmuskan,
Apabila penerapan hukum perUUan dilakukan dengan menggunakan Konsep

hukumisebagimana yang-ielah dipahardi,-dalanm’ tradisi berpikir-legal-positivisin,
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yang memeandang tentang hukum dari hanya dengan sebatas pada di lingkaran
peraturan dalam_perUUan dan yang melakukan pemaknaan perUUan- secara
formal-telkestual, dengan nlengabaikan nilai-nilai sosiel di masyaraka; makayang
akan terjadi -adalah hukum vang mengabdi pada kepentingan-elit/bukan kepada

kepentingan rakyat, sehingga tujuan hukum ‘agar untuk mewujutkan adanya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

keadilan akan semakin ‘dalairijauh’ dari-apa yang diharapkan.32

Penerapan: dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan tnemprakteken suatu
teori, , metode, dan hal lain_untuk mencapai. tujuan  tertentu dam untuk suatu
kepentingan~yang  diingikan oleh “suatu~kelompok “atau “golorigan “yang™ teiah

terencana ataitersusun/ sebeluimnya.
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Menurut. Soerjono Soekanto, fungsipenerapan hukum di masyarakat.adalah:33

2
£

(1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;

(2) ‘Sarena untuk-memwijudkan‘keadilan sosial .dan lahir-batin;

| REPOSITORY.UB.ACID |

(3) Sarana penhggerakan pembanzunan.

Hukum mempunyai pengaruh sangat besar di dalam hidup pergaulan di tengah-

tengah masyarakat. “Hal int dapat terlihat’ juga ‘dari ketertiban, ketentraman ‘dan

tidek terjadinya Ketegangan di dalapr masyarakat karena hukum mengatur dan

32 Yanto Sufriyadi, Penerapan Hukum Progresif Dalam. Penegakan Hukum Di Tengali Krisis
Demokrasi, Jurnal Hukum, No. 2, Vel. 17 April 2010, hal 233248

33 Soerjono-Soekante; Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti] Jakarta1990; hal .53




| REPOSITORY.UB.ACID |
L2
=)

menentukan “hak- dari* kewajiban ‘serta” melindungi Kepentingan -individa ‘dan

|

kepentingarisesial
Fungsi kritis-hukum ini1 adalak.dalam kerja di hukum tidak semata-mata juga
pada aparatur pemerintah, ‘yang ictapi termasuk juga terhadap “aparatur -dan

penegak thukium SDengan demikian huksm hatus' memiliki fungsi sedemikian
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rupa, , sehingga rdalam: masvarakat . dapat. di. wujudkan ketertiban,  keadilan,
keteraturan, dan perkembangan. Agar hukum dapat melakukan fungsinya dengan
baik Vinaka “bagi’ pelaksanaan penegaks hulum - dituntut ' kemampuan' dalam
mielaksanakan-atau smenerapkan hukum, dengan

Zayanyar masingifnasing antara

lain. juga dengan menfsirkan di dalam hukum sedemikian.rupa sesuai dengan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

keadaan juga -dan posisi- pihak tertentur Bila) perlu ‘dengan~ menerapkan” atau

menentukan kebijakansanzan-untuk’hal yang szma serta penghalusan hukum.
Di.samping itn, Perln diperhatikan faktor pelaksaan penegak hukum bahwa

yang di “butuhkan™ adaiah “kecekatan, “ketangkasan,” ‘daii’ keterampilan™ agar

memperoleh-jawaban/Vatau tujuan tertentu (yang ingit diketahuis atau’ | dicdpai
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setelah, . malakukan  berbagai macam.  survey ;dan  kegiatan ryang. suudah

2
£

direncanakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dari penjelasan diatas

(3

adapun unsur-unsur’ penerapan “meliputi?? a)\Adanya Sprogram “yang

dileksanakan; b. Adanya kelompok target; yaitu masyarakat yang menjadi sasaran

dan. diharapkan _akan menerima manfaat. dari perogram tersebut; c. Adanya

| REPOSITORY.UB.ACID |

pelaksanaan, baik organisasi‘atau perscorangan yang bertanggung jawab dalam
pengelolaari; pelaksanaan maupun pengawasan dari peroses penerapan tersebut.

2, Pengertian Sanksi Administratif

34 Thid him 54
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Mengawali pembahasan pengertian-dan pernahamarn secara uraum mengenai

|

4

administrasi tentunya | terlebih ‘dahuluc tnengenal) 'dan cmemahami apa itu
administrasi_dalam kajian ketatanegaraan, oleh karenanya Konsep administrasi
yang diterapkan * dalam” sistem ketatanegaradan “saat ini mengalami  banyak

1

perkembangarn darl sistem administiasi sebelumnya 'dikarenzkarn pola-dan sistem
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baru vang kompleks menyesuaikair kebutuhan dan perkembangan globalisasi dan
kebutuhan pelayanan yang imodern.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting-di dalam hukum, juga
dalam ~hukwm- administrasi:Pada’ pmumnya r tidak- ada: ;gunanyd - memasukkan

kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan bagi para warga didalam peraturan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perUUan tata-usaha mnegara;” manakala-aturan-ataran ‘tingkal faku tidak “dapat
dipaksakan oleh tata usaka negara {dalan:hal dimaksud dipeftukan): Selanjutnya
pelaksanaan . suatu  sanksi _pemerintahan. berlaku. . sebagai  suatu keputusan

(ketetapan) "yang ‘mermberikan bebai ‘belasiende beschkking. ‘Hal itu menipawa

serta/thakikat (sifat)/!dari’ sanksi: Hukum' menjadi’ desar utama| dalam
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melangsungkan rkehidupan untuk .menjamin , asas : tertib::dan rdisiplin.. agar

2
£

berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan

tertib.

Bagi- pembuat -peraturan penting, untuk -tidak- hanya melarang,  tindakan-

tindakan yang tanpa disertai izin,.tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang
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berientangaii dengan ‘peraturan perdUan yang dapat ‘dikaitkan’ pada’ suatu ijin

termasukssanksi-sanksi hukum administratif yang khas antara lain:®

35 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi-Indonesia, Gajah Mada University Pregs,
Yogyakarta, 1994; hlm 245
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(1) “Bestuurdwang (paksaan pemerintaharn)

|

(2) Penarikan-kembali ' Keputusan (ketetapan) | yang: rmenguntungkan (izin,
pembayaran, subsidi)
(3) Pengenaan denda administrast

(4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah [dwangsori)

7
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Pelaksanaan . suatu. sank . pemerintahan  berlaku, sebagai suatu.keputusan..yang
memberikan beban. Hal 1tu akan membawa serta hakekat dari sanksi. Bagi jenis
tindakan-tindakan® pemietintah terkandung secara khusus adanya azas kecermatan

dalam -makna-azas -umum, pemerintahan- yang s layak. ; Perbedaan-antara  sanksi

administrasi dan-sanksi pidana dapat dilihat dari, tujuan pengenaan sanksi itu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sendiric ' Sanksi ~admiinisirasi  ditujukan’ kepada perbuatarn pelariggarannya,
sedangkan sanksi pidana /ditujukan’ kepada pelanggar dengan memberi hukuman
berupa. nestapna. -Sanksi -administrasi._dimaksud agar .perbuatan pelanggaran itu
a -1 - Q3T A : - wiye -l ' - - . ) ; - A A4

dihentikaii. “Sifat“sanksi “adaiah reparatoir -artinya memuiihkan pada keadaan

semulal 'Ri sampirg it perbedaan antara sanksi pldana dan’ sanksiadidinistiasi
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ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan,oleh pejabat

2
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tata usaha negara tanpa harus melaiui prosedur peradilan, sedangkan sanksi

pidana hanya'dapat dijatunkarl oleh hakim pidanga melalui-proses peradilan. ®

| REPOSITORY.UB.ACID |

D. Tentang satian Polisi Pramongpraja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang, sering disebut Satpol PP merupakan

salan satu'perangkat pemerintahan daerah yang ditujukarn untuk membarntu kepala

daerah-dalany menegakan Perda dan Pevaturan Kepala Daerah meryelenggarakan

(Sl=

ketertiban . .umum,  dan ketentraman. serta. menyelenggarakan -perlindungan

36 Tbid - him 246
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masyarakat. ‘Dalam “UU No.23 Tahun 2014-tentang Pemda mengatur mengenai
pembentukam Satpol PP, secara terperinet pembentukan Satpol PP, didasarkan; pada
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Menurut PP No. 18" Tahun 2016 Tentang ‘Perangkat Daerah, Satuan "Polisi
gkat

Pamong Praja‘atan bias disebut dengan SATPOL PPraddlah bagian dari peran

daerah . dalam. penegakan Perda rserta penyelenggaraan ketertiban. umum . dan
ketentraman magsyarakat. Dapat dilihat bahwa Po”1si Pamong Praja memiliki
fungsi-fungsy “pemerintatian. Fungsi- pamong praja’ ‘lebih —ditekadkan ~'pada
kemampuati - dalam- memimpin Warga: - Selain | memiliki.  kewenangan  untuk
melakukan . penindakan Kepada -warga, aparatur atau badan ~hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peratutan-Dacrah ‘dan/atau Peraturan Kepala Daeran,
Satpols PP berhak: mendapatkan: fasilitas-fasilitas ' \yang [dibutihkan dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Namun Satpol. PP tidak dapat memberikan, tindakan
yang bersifat pidana Kepada para pelanggar Ketenituan' Perda “dan/atau peraturan
Kepala: Baerah. “Tindakan ' /Satpol “PEhanyalall sebaias: 'tindakar hon' yadisial
berupa teguran, penyitaan dan pemberian sanksi administrasi.

Dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya Satpol PP berpedoman pada
Peraturan> Menteri’ Dalaml / Negeri Rpublik CIndonesia’ Womor =54 Tahun~2011
tentang. -Standar/-Operasional Prosedur,-satuan Polisi Pamong Praja. Palam
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut. dimuat
tentang tehnik pelaksanaan (ugas dan wewenangnya meliputi:

(1) PenegakanPerda

(2), Ketertiban-Umum dan Ketentraman masyarakat

(3) Penegakan utjuk rasa‘dan kerusuhan niasa
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(4) Perigawalan Pejabat dan Orang-orang penting

{5) Pengamaran tempattempat penting

< (6). Patrol
V) —
< rre—an
E B Selain itu tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan
[
ik | _ )
= o ketertibarn: 'umunt: dan'ketentraman tnasyarakat’ serta perlindungan  masyarakat.
=
>0 !
Dapat . dikatakan bahwa. Satpol PP. merupakan | lembaga . daeral yang sangat

penting, selain dapat menindak masyarakat, Satpol PP juga dapat melakukan

penindakan terhadap Pezawal Negeri Sipil (PNS) yang melakukan ' pelanggaran

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

ketentuan. Penda. Satpel PP juga miendapatkan, fasilitas-fasilitas-yang hampir sama

dengan dan setara dengan aparat Kepolisian Negara.
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METODRE PENELITIAN
A.  Jenis Penelitian
Penulisan hukum ‘merupakan suatu Kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode;! sisteratika dan Ppemikiran dertentul yang 'bettujuan’ untuk mempelajari

BRAWIJAYA
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sesuatu, atau beberapa gejala hukum. tertentu, . dengan. jalan menganalisahnya.
Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendetail terhadap faktor -hukum
tersebut, mengusahakan suatu pemecahan pada permasaiahan-permasalahan yang
muncw! -dii-dalam gejala-yang bersangkuten. -Maka, jenis-penelitian-ini adalah

penelitian hukum empiris dengan menggunakan, pendekatan Metode Yuridis

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Empiris. ‘Mctode-penelifiart 9ni merupakan “penelitian ‘untuk mengetahui hukum
secararnyata-dan-sejauh imana berlakunye: hukom diimasyarakat déngan melihat
kenyvataan yang ada dalam peraktek dilapangan.

Jeiis penelitiant yang dipilih’ oleh penulis’ ini’ menurut perdapat Soeryono

Soekantordan Purnadi/Plirbacaraka®’ “rneiapakan penelitian hukum dimana hilkam
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sebagai Jaw .in agction, dideskripsikan sebagai gejala-gejala sosial yang empiris.

2
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Dengan demikian humuin tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai,

keputusar pejabat, jalingn Kaidah 'dan rorma, hukum ‘posistif tertulis, tetapt juga

| REPOSITORY.UB.ACID |

dapat, diberikan makna sebagai , perilakir yang sistem ajaran tentang kenyataan,

perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti. petugas. Atau dengan kata

lain, suat 1clitian yang dilakukan teriadap-keadaan nyata yang terjadi di daalam

I

praktek penerapan hukum-dimasyarakat dariimenganalisctinddkan institusi hukum

berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

37 Soeryone Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta. 1981, hlm43
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B. 'Metode Penclitian

|

Penelitian: ini radalak: penelitian: hukurh empiris. Karenasitu -menggunakan
pendekatan. yuridis_sosiologis, yaitu penelitian yang herusaha. untuk melihat serta
menganalisa fenomena “nhukum ' yang  terdapat “di ‘dalam “miasyarakat yang

disesuaikan dengan-perafurar pertUan) Sataupun Perda yarg! adas 'Penggungan
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UNIVERSITAS

pendekatan: penelitian vuridis. sosiologis. dalam. penelitian diharapkan. memahami
serta mengkaji fentang  upaya penegakan hukum berupa pemberian tindakan
administratif ‘dalam-pelanggaran Analisis-dampak lalu lintas dengan fokus-Studi
pada pameritah daerah kota Malang terkait dengan berlakunya pasal 11 (ayat-2)

Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analsis Dampak Lalu Lintas.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

C. 'Jenis dan Suinber Data
Datacpenelitian ini | meliputi ~data) pprimerdan /data: sekunder.” Data | Printer
adalah data yang-pertama kali di catat langsung dari sumbernya yeitu di tempat

penelitian’ dirnana penulis' melakukan penelitian tentang penerapan pelaksaraan

tindakad “adminisirasi/dafam’ pelanggaran  Analisis | daiapak ' falu dintas’ melaini
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wawancara-dengan .pihak-pihak yang berhubungan. secara-langsung. Sementara

2
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data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari sumber data.

Jadi berupa data~siap pakai «dan telah tersedia sebelumnya yang terdapat dalam

| REPOSITORY.UB.ACID |

catatan-Kantor- Pemda Kota Malang khususnyaDinas-Satuan Polisi Pramong Praja

dan sumber-sumber lain baik dalam buku-buku literatur maupun dari sumberlain

yang terkait-déngan permasalahan 'yang akan' diteliti baik “yang’ aidapat melalui
studi dokurnentasi; kepustakean ddme observasi termasuk rdati-intCinet may pun

email.
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D. 'Populasi dan 'Sample

|

tasi adatahseluruh-pbyek atau;seluruby unit/kegiatai yang akan | diteliti.
Dalam_penelitian, ini peneliti menentukan populasi.ditentukan dengan, populasi
sampling, karena responden yang terkait dalam masalan ini ddalan jelas ‘dan

tertentu, yaitu:

BRAWIJAYA
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1., Dinas Satuan Polis Pramong Praja Kota Malang

E. 'Teknik Mengumpulkan-Data
Teknilk pengumpulan-data berkaitan,erat-dengan pendekataan penclitian,yang

digunakan. Dalam penelitian ini.-perolehan data diperoleh dengan melakukan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

penelitian’ 'lapangan. ‘Penclitian lapangan ini memakai tchiiik® peroichan data
sebagel berikut:

1... Data primer digali dan digunakan untuk membantudari respenden melalui

teknik ~wawancara “dengan Indepth - Interview, dengan menggunakan

Kuisioner “bebas | terpimpin “yang ‘telali " disiapkan sebcluninya | bigsanya
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pewawangara. hanya, membacakan. ;pertanyaan. yang :telah disusun, . dan
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pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang tclah

ditentukan, ' Sedangkan faktor-faktor ' 'yang ' mempengaruhi! avawancara

| REPOSITORY.UB.ACID |

antara-lair-schagai berikut:

(1). Suasana baik antara pewawancara dan responden atau informan;

(2)-“Ketranipilan‘pewawancara;
(3) Tehnik pencatatan.
Kegiatan, wawancara, dalam penelitian. ini dilakukan dengan aparat yang

terkait dengan penegakan daii pengawasan terhadap penerapan perapan
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sanksi dalam ‘penangan pelanggaran analisis “dampak lalu’ lintas™yaitu

|

Saipol P kota Malang.
2.  Sedangkan,data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi
dan studi pustaka, serta dari internet berkaitan dengan penerapan. sanksi

dalam “penangan ! pelanggadian  ‘Analisis damipak  dalu>lintas - Dan
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dokumentasi vang. dimaksud disini.adalah suatu tehnis pengumpulan data
dengan cara mengutip data data” yang telah ada yaitu meliputi:

(1) Peraturan perUUan

(2) Buku-buku literature yang terkeit dengan permasalahan

F, Teknik Analisis Data

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Analisisadalah’ suatu’ kegiatan untuk “memaparkan -data,;” schingga “dapat

1-

diperoleh-suatu kebenaran atau ketidak benaran: dari suatushipotesis Batasan ini
diungkapkan bakwa analisis_data-adalah_sebagai, proses. yang memerinci usaha

secara formal” unwik ‘menemukan tema  dan - merumuskan “ide. “séperti-yang

disarankan olch data \sebagei usatia untik meniberikan bantuan pada 'iema dan
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ide38 Terhadap -keseluruhan data . yang: . berhasil .dikumpulkan;  selanjutnya

2
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dunvertarisir, diklasifikasi; dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

mengedepankan nilal positivitas, koherensi 'dar Kemanfaatan. Teknik Analisa’akan
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yang sdigunakan -dalam penelitian. ini, adalah-dengan s deskriptif analisis,~yaitu

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian

memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoich dari fasil pengamatan
dilapangan dan studi pustaka kemudien dianalisis dancdi-iterpretasikan dengan

memberikan kesimpulannya,

38 Lexyl, Moleong, Metode Penelitian Kuaiitatif, RemajaRosddkarya, Bandung 1994, hlm; 103
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G. 'Definisi Oprasional

|

Definisi gperasional digunakaw  sebagairdasar  dalam | pengumpulan; data
sehingga  tidak-terjadi _kebingungan. terhadap data. yang_ diambil  untuk
menyamakan pemanaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis’ ini,

maka/perilisimernberikan penjelasaiy medgenai maksid dan-focus penclitianpada
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karya ilmiah.ini adalah sebagai berikut:
(1) Penerapan sanksi adalah pelaksanaan pemberian sanksi yang dikenakan
terhadap pelanggaran-administrasi-atau Ketentuany peraturan perundangan
yang bersifat administratif.

(2) Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

orang ‘yang melakukan suatu Hhal”yang bertentangan “dengan ketentuan
peraturan perUlJan yang berlaku.

(3). Analisis. Pampak: Lalu lintas atau andalalin adalah .adalah. Studi/Kajian
mengenai dampak-lalu lintas dari suatu-kegiatan-dan/atau ‘usaha’ ierteritu

vang ~hasilnya'/ ditvangkan. “dalam  (berdtuk dokumen “Andalalin atau
J o J
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Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

2
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PEMBABASAN
A. Keadaan Geografis Kota Malang
Kota Malang adalahi “sebuah kota yang terietak di Propinsi Jawa Timur,

Indonesia: Kota i terletak 90 kniscbelah selatan Surabaya /dar- mierupdkan Kota

BRAWIJAYA
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terbesar di kedua-di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang berada di dataran
tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten
Malang. Luas wiiayah kota Malang adalal- 110,06 km. Bersama dengan Kota Batu

dan Kabupaten Malang;, Kota Médlang, merupakan bagian- dati, kesatuan wilayah

yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah  Metropolitan Malang). Wilayah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Malang' ‘Raya’ yang' ‘berpenduduk-sckitar- 4,5 juta ~jiwa, adalah “kawasan
metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelab Gerbang kertosusila: Kawasan
Malang Rava dikenal sebagai salah,satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia.
Sedangkan untuk daerah Kota Malang sendiri berpenduduk sekitar 900:000 jiwa:

Kota-Malang yang/fetletak padatketinggian dntara 440-667 meter diatas
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permukaan air laut, merupakan Salah satu keta tujuan wisata di Jawa Timur

2
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karena potensi alam dan iklim yang dimiliki, Letaknya ditengah-tengah

Kabupzten Malang secara-astronomi‘igrletak 112,06 - 1112,67¢ Bujur 'Timur dan

7.06° +-£,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai-berilut:

H° J =)

(1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

| REPOSITORY.UB.ACID |

Kabupaten Malang

(2) (Sebelah Ty Kecamatan-Pakis dar Kecamlatan Tumpang Kabupaten
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(4) Sebelah Barat ; Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. Kabupaten Malang
Serta di kelilingi gunung-gunung:

(1) ‘Gunung Arjuna'di sebelah Utaia
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(2), Gunung Semeru di sebelah Timur
(3) Gunung Kawi dan Gunung Panderman di'Sebelah Barat
(4) ‘Gunung Kelud di sebelah Selatan
Sebutan-lain -kota ini~adalah-kota bunga, dikar¢nakan pada zaman

dahulu Malang dinilai sangat indah dan cantik dengan banyak pohon-pohon dan
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bunga- yang -berkembang ““dan’ ‘tumbuh--dengan ' indah dan -asi1.’ Dalam
perkembangannya dari waktn ke waktu teriyzta kote Malang bergéser statusnya
bukan hanyva sebagai kota bunga tetapi. dikenal juga sebagai kota belanja, karena
banyaknya mail dan factory outlet yang bertebaran di’ kota 1mi:”Hal ‘inilan yang

menjadikan “Kota 'Waleng ' /dikenal “luast memiliki ' Keunikan; “tersendiri | 5yakni
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disamping :sebagai. kota ; Pendidikan ternyata. banyak ;juga tempat-tempat: wisata

2
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yang sangat dikenal diseluruh pelosok tanah air .

LT ProfibWilayah Kota Malang
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Kota-Malang sebagai salah satu dasrah otonom dan merupakan kota besar -di

Jawa Timur yang saat dapat dikatakan sudah mendekati kota metropolis. Sebagai

kota besar, asama’déngan-dacrah lain Malang-tidak-lepas-dari permasalahan‘sosial
dan hlingkuhgan ~ang semakin bérkurang ! kuwalitasnya. | Kotd {yang  pernah

dianggap mempunyai tata kota yang terbaik: diantara. kini sudah berubah dimana

banyak dikeluhkan™warganya seperti” kemacetandan’ Ketidak teraturanya ‘lalu
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lintas, ‘suhu-udara’ yang mulai panas, sampah-yang-berscrakan-banyak bericbaran
para pedagang Kakilima, Namui terlepas rdari | jberbagai | perrnasalahamn  tata
kotanya. pariwisata kota Malang masih mampu. menarik perhatian tersendiri,

Dari 'sisi~ geografis” Malang “diuntungkan oleh * keindahan “alarn ~dacrah
sekitariiya | seperti Batu dengan Agrowisatanya, wahana-wahana [fempat |wisata
yang sangat. menarik untuk . dikunjungi. serfa .situs-situs. nurbakala peninggalan
sejarah dari kerajaan Singosari. Jarak tempuh -yang tidak jauh ketempat tujuan
membuat-paras pelaticong’ atzu wisatavvan menjadikan ‘kota int sebagai tempat
singgah -sekaligus tempat, belanja yang menyenanzkan. Munculnya pusat-pusat
perbelanjaan meodern yang nyaman ini akhrnya, mampu. mengubah Konsep
pariwisata Kota Malang dari kota peristirahan-menjadi kota belanja.

2/ 11 Keadaanh Pendudulc

Kota Malang, selalu mengalami kenaikan_jum!ah penduduk tiap_tahun.Laju
pertumbuharn perduduk “taliun 2010 sebesar- 0,08 persen. - Berdasarkan “laju
pertimbuhan’tersebut/jumlak penduduk Kota Malang Tahun 20%5 diproyeksikan
sebanyak 851.298 jiwa. Jumlah penduduk Kota Malang dari: tahun 2009; hingga
tahun 2015 secara berurutan adalah Tahun 2009 sebanyak 820.857 jiwa, Tahun
20107 sebanyak 820:243 jiwa, Tahuir 2011 'sebanyak '827.297 jiwa,  Tahun-2012
sebanyak-845.252 jiwa, Tahun 20123 sebanyak 845,683 jiwa, Tahun 2015 scbanyak

847.786 Jiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 852.219 jiwa.
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B. 'Gambaran Umuin Sataan Polisi Pamong Praja Kota-Malang

|

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejek Vereenigde Qost-
Indische Compagnie (VOC) tahun 1860 menduduki Batavia ‘dibawah pimpinan

Guberfur-Jendral: Picter Both, balwa Kebutuhan untuk Gdemelibara ketentraman
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dan ketertiban penduduk diperlukan, karena pada; waktu. itu kota Batavia: sedang
mendapat serangan secara -sporadis dari pasukan iokal dan tentara Inggris serta
meningkatnya > gangguan ‘penduduk yang berupa. pencurian,  perampokan dan
perkelahian. -Untuk -menvikapi hab itu,VOC rmembentuk -BAILLU W, semacam

Polisi yang merangkap Jaksa dan.Hakim yang bertugas menangani perselisthan
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hukuim ‘'yang timbui “‘antara” VOC"“dan’-warga serta ‘menjaga” Ketertiban ‘dan
Ketentraman: werga. Pada masa pasca) < Gubenur Jendral| Rafles, /BAILLUIW
dikembangkan dengan dibentuk satuan yang lainnya yang disebut Bestuurs Politie
atau Polisi “Paniong ' Praja “yang “bertugas “membantu Pemerintah ~di "tingkat

kawedanan  aintulc dugas ketertiban dan | ketentraman/keamanan. | Selanjutinya
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menjelang ;.akhir-era, kolonial, dalam  hal: ini pada: masa:penjajahan Jepang,
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organisasi kepolisian mengalami peruoahan besar dan dalam prakteknya menjadi

1

tidek' jelas, ‘dimana~ secara’ struktural 'Satuan’ Kepolisian, “Polisi Pamong-Praja

| REPOSITORY.UB.ACID |

bencampur : baur- fungsi ~dengan kemiliteran: Pada \masa  kemérdekaan ~yang

tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Polisi

Pamong Praja’ tetap menjadi bagian Organisasi ‘Kepolisian Karena “belum ‘ada
secarardefinitif mengalami beberapasperganiian nama namun tugas dan fungsinya

sama.
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Pada-tahun 1950 secara konstitusional ‘ditetapkan dengan Surat-Keputusan

|

1

enterirDalam Negeri Nome L :32/2/21 rtanggdl 3 Maret 1950 secara resmi
MenterirDalam Negeri Nomor Up.32/2/21 rtanggel 3 Mazet /1850 secarg -resmi
engan__sebutan, Satuan_ Polisi -Pamong. . Praja, Pada. tahun. 1960, dimulai
deng butan, Sat Polisi P g P Pada. _tah 1960, dimul

pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di “var Jawa dan Madura dengan

dukunger para petinggl militer. Tahar 1962 mamanyal berubah menjadi Kesatuan

BRAWIJAYA
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Pagar,. Baya., untuk . membedakan dari. korp. kepolisian. negara:seperti .yang
dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Namun
pada'tahiun 1963 berubah hama lagiimenjadi- Kesatuan Fagar Praja. Istilah Satpol
PP mulai. terkenal  sejak pemberlakuan UU No. 15/ Tahun -1974. tentang, Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah. Dan dalam UU No. 22 Tahun, 1999, Satuan Polisi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pamong Praja sebagai’ Aparat Pemda

2, Visi dan Mist
Visi ‘dati Satpol PP adalah terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang

handal-dan ‘profesdional |dalain menegakkan (perda dan/ keputusan ‘Walikota serta
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menunjang terciptanta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2
£

“Misi dar1 Satuan Polisi Pamong Praja adalah3” :

(1) “Penyusunan ‘program dafr pelaksanaan- ketentraman: dan ' ketertiban

umum, penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman

| REPOSITORY.UB.ACID |

dan Ketertiban uinuin;
() Pelaksanaan, penegakan- Perday: | Peraturan Walikota« dan ~Keputusan

Walikota;

39 hittp://satpolpp.malanzkota.goiid/fungsi/
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(4) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi ‘dan mentaati Perda,

Peératuran Walikota-dan Keputusan Walikota;
(5).Pelaksanaan koordinasi_pemeliharaan  dan..penyelenggaraan
Ketenterarman dan Ketertiban umum  serta penegakan Perda, Peraturan

aali

Walikaota dan' KeputusanWalikotaldengan Aparat Képolisian WRI dan

BRAWIJAYA
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
(6) Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran- Perda,

Peraturan Walikotadan Keputusan Walikota;

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

(7) -Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi-nembinaan

personil, administrasi yumum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana

Kerja’Satuan Polisi Pamong Praja;
(&) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
3, Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLIS| PANMCONG FRAJA (SATFOL PF)
KOTAMALANG
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4. '"Wewenang Satuar Polist Pamong Praja

|

Berdasarkan Peraturan Menter: Dalam Negerl Republik Indonesia: Nomor:6
Tahun 2010 Tentang . Polisi Pamong Praja berwenang:

a. meiakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap ‘warga masyarakat,
aparatar;-atau badan-hukumyang melakukan pelanggaran atas Perda dan/
atau peramiran kepala daerak;

b ramenindak - warga  ;masyarakat, - gparatur, ratew; <badan “hukum syang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi, dan pemberdayaan . kapasitas penyelenggaraan- perlindungan
masyarakat;

d. melakukan tindakan ‘penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badanhuknm yang diduga meiakiikan pelanggaran atas-Perda dan/

4

rtau peraturan kepala daeraly; dan
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-

¢ melakukan tindakan-administrauif terlhiadap rwarga -masyarakai; ;aparatur,
atau- badan- hukum -yang ‘melakukanpelanggaran- atas. Perda ,dan/atau
peraturan kepala daerah.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Fungsi Satuan Polisi Pamong Prajat0
&,/ “Penyusunan' perencanaan -dan ‘‘pelaksanaan’ program’ “di' bidan
penegekan, Perda., Peraturan - Walikota - dan. -Keputusan- Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
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perlindungan masyarakat;

2
£
o

Pelaksanaan koordinasi< penegakan  Perda. Peraturan Walikota ' dan
Keputusan Walikota serta penyeleggaraan ketertiban, umum _dan

Ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan /-atau Aparatur

| REPOSITORY.UB.ACID |

lainnya;,

c. - Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;

d. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan

Perda, ‘Peraturan 'Walikota~ dan~Keputusan' 'Walikota; penyelenggaraan

40 hittp://satpolpp.malangkoeta.goid/fungsi/
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Ketertiban™ umuin’ “dan ‘ketenteraman’ masyarakat' “Serta - periindurngan
masyarakat sesuai/dengan ketentuan peraturan pert) Uan;

e. ._Pengelolaan pengaduan- masyarakat di, hidang penegakan Perda |,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, “penyelenggaraan
Ketertiban-wimuin/ dan keten (eraman’ mdsyarakat | serte perlindingan
masyarakat;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau. badan hukum agar
mematuhi-'dan “mentaati * Perda~ | ‘Peraturan “Walikota: dan-Keputusan

Walikota;

=
()
=1
=
@
’ﬂ‘
l\'
u

an sanksi administratif dalamy pelanggaran atau preblematika
Andalalin di Ksta Malang

Pengenaan sanksi adinifiistratif merupakan tindakan persuasii dan tindakan
represif yang dilaicikan oleh Satpol PP terhadap suat obyek beiupa crang, bareng
dan: tempat,  Dikatakan.  persuasive  karena  sebelum . satpol. PP..melakukan
penertiban pepresif , sesuai dengan standart operasional satuan polisi pamong
Praja’ maka ‘dilakikan’ pemberian “teguran' pertama, ' kedua 'dan ketiga.' Kepada
orang atan badan-hukum yang melanggar ketentuan Perda, kemudian memberikan
surat teguran pertama , kedua dan ketiga agar orang/ badan hukum tersebut untuk
menertibkan-diri.” Jika perinigatan tidak di-indahkan ‘maka harus-dilakukan-di
adakan- represif, vaknis penertibar-berupa: penghentian, atau penutipan: kegiatan

sementara maupun. tetap .dan, atau-pembongkaran atau pengesongan. Pemberian
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teguran i adalah ‘sesuai dengan Peraturan-Menteri Dalam “Negeri~Notmor 54

|

Tahun201 I tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi-Pamoeng Praja:
Salah . satu fungsi - Satpol PP. adalah_ melakukan pengawasan  terhadap
masyarakat agar mematuni-dan mentaati Perda termasuk melakukan pengawasan

terhadap kegiatanpembangunan tyang ditakukan oleh masyarakat, yanhg fujuannya
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adalah. supaya rkegiatan,  pembangunan tersebut . tidak:: mengganggu. dan

menimbuikan masaiah terutama yang berdampak pada terganggunya lalu lintas

disekitarnya:

1

Meningkatnya-pembangunan /den,bertambahrya jumlah kendaraan bermotor

di kota Malang. dapat menimbuikan permasalahan . publik, mulai “dari

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

berkurangnya ruang-ictbiika hijau, perubahan-bentuk tata-ruang kota, hirigga vaig
sering-dialami: yait kemacetan lala dintas. Selairlitu cpemerintah jjuga geucar
melakukan.. pembangunan khususnya . di_bidang, ekonomi. . Hal ini _dibuktikan
dengan pembangunan tuko yang luar biasa pesatnya di’ satu sisi-menjadi indikasi

makin® timbuhnya ~per-ekonomian, fetapi’ Juga _menimbulkan: masalah “baru.
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Misalnya:

2
£

a. Degradasi tanah;

b:' “Penyermpitantuas jalan;

| REPOSITORY.UB.ACID |

¢ r-Kemacetan lalu-lintas.

Ditinjau dari Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak

Ealu ‘Lintas,discbutkan bahwa “sctiap pengembang/pengusaha pusat ‘Kegiatan

dan/atay spermukiman vang -berpotensi menimbulkan dampak ~lalu lintas-yan
I - o

dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis

dampak lalulintas. Schingga hasil analisis dampak lalu lintas yang akan menjadi
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salah’satu’syarat bagi pengermbang/pengusahia untuk mendapatkan ijin‘tnendirikan

|

bangunan.”
Oleh karena-itu, sebuah saran-bahwa pemerintah. memiliki_kewajiban untuk
dapat bertindak lebih tegas serta  bijak agar pembangunan tiddk merubalh pola

ruang kofa, yang dapatmenimbulkar masalah publik. Pengusaba seharusnya juga
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mampu membuat .rencana, pembangunan. vang  efektif dan .efisien,. Khususnya
lahan parkir yang memadai. Agar konsumen  yang datang, tidak - parkir
sembardngan. Karena | jika' parkir sembarangan 'juga “dapat “menyumbarng
kemagcetan

Dalam peraturan peraturan perundang-undangan Ana”isis dampak lalu lintas
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diatur “dalam pasal 99 =107 UU "No. 22" Fahun-2009-tentang” Lali- lintas ‘dan
angkutan=jalan. -Dan pengaturan -debih fanjut diatur dalan ~PP ‘Noa Republik
Indonesia. nomor;, 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen. dan Rekayasa analisis
dampak' serta mengjemen. kebutuhan laiu lintas.” Sedangkan di kot Malang

tentarg’ andatalin sudah! eda’ fandasan yuridisnya yaiti'\Perda Kota Vialang INo.1 7
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Tahun_2010. tentang, analisis dampak lalu lintas; Berdasarkan pasal . 2; Perda

2
£

tersebut disebutkan bahwa setiap pengembang/pengusaha pusat kegiatan dan atau

i)

pemukiman “yang ' Lerpotensi menimbuikan'’ dampak’ Gala' fintas’ | yang “dapat
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mempengaruhi- fingkat | pelayanan. yang« diinginkan,  waji

dampak lalu lintas. Dan hasil analisis dampak lalu lintas tersebut merupakan salah

| REPOSITORY.UB.ACID |

satu ‘syarat ‘bagi pengermbang/pengusaha’ untuk “mendapatkan “ijin ‘tendirikan

bangunan.
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Lebih lanjut-discbutkar dalam pasal' 3 Perda Kota Malang No.-7 Talun 2610

|

halywa) ikriteria) kegiatan catau susaha dan

temtang ranalisis ~dampek-laln lintas
kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas adalah sebgai berikut:

a. “Perumahah,

b “Apaitemet/Kondominiui,
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c. . Toko/ruko/kantor/rumah kantor

d. Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran,
¢, “Hotel/motel/pengindpan,

- --Rumah -sakit/klinik;

g. Industri/pergudangan,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

o' “Sekolah/perguraantinggi,
1o <Tempat-kursus.
Jj- -.Restoran/rumah makan,

k:* ~Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga,

17 “Terminal/pool kendaraan/gedung parkir,
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Bengkel kendaraan bermotor dan/atan

&

o~
4
3

n. Stasiun pengisian bahan bakar umum/gas

-

Denganc ‘di-berlakikannya Perda Kota-Malang N6 7 Tahun 2010 fentang

| REPOSITORY.UB.ACID |

Analisis Dampali Lalu Lintas; tentunya, dapat-menjadi pedoman; bagi pengembang

dan. pengusaha —untuk  melakukan kegiatan “pembangunan. Karena kondisi

perkembangan pembangunain’ di kota- Malang 'semakin-bertambah ' banyak ‘dan
hampivseluruhnyamengakibatkan-arus latu llintas yang meningkat. Dalam rangka

penataan_pembangunan; sesuai dengan. rencana. tata, ruang wilayah, rencana. rinci

tata ruang, “dan guna tercapainya penataan kKota yang asii serta ketertiban
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masyarakat“maka “perlu . pedoman - yang- niengatur- meigenai’ ‘tata “tertib
penyelenggaraan-hangunan /di kotd Malang - Untuky meundirikan: shatwy bangunan
gedung, agar_ sesuai  persyaratan- administratif ;dan persyaratan, teknis_ serta
pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka® petiu “untuk “melakukan
penataan ‘dan periertiban banginan dalam wilayah kota Malang.

Secara:faktual kondisi di kota Malang saat ini-dengan; semakin. banyaknya

ng
perkembangan pembangunan baik untuk usaha maupun tempat tinggal yang tidak
teratur dan menimbulkan 'dampak lalu lintas’ yang meningkat akibat-banyzknya
suatiy kegiatan-dan/atay uisaha pada nnsur-unsur jaringan-transpertasi-jalan, - maka
diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak
Ealu Tintas miemiliki fungsi yang 'sangat strategis untuk mengatur setiap ‘kegiatan
dan/atau usaba: dan suatu pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan ruang - di
dalam suatu kawasan atau lokasi.
Secara umun thjuan dilakukannya amdatalin adalah untuk:
a [ “Mermprekdikdi = dampak: tyang:  ditimbulkan stati & penmbangunan
kawasan
b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan  untuk
mengaomodasikan perubahan 'yang terjad! akibat pengembarigan Yaru;
¢ r-Menyelaraskan ‘keputusan-keputusan-mengenai- tatal guna-lahan dengan
kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif, peningkatan/
perbaikan;
.

d:r<Mengidentifikasimasalah-masalah yang dapat: mernpengzarzhis putusan

pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
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¢. Scbagai'alat pengawasan dan evaluasi'terhadap pelaksanaan manajeirien

|

dan rekayasa lalw lintas.
Pelaksanaan-Perda. di. lapangan, Perda yang bersangkutan tidaklah sesuai
1 1

harapan. Ttu'semua aapat dilihat aari tidak adanya kesinergian antara ‘dinas-ditias

yang. berkaitan dengan' Andalalin; yeng ‘dalaim hal inicadalah ‘Dinas Pekeridan
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Umum, Badan. Felayanan, Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamorng- Praja,.serta
Dinas Perhubungan. berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, -bahwa
sejak/ diberlakukanmya Analisis Dampak- Lalu) Lintas' dari ' tahun 2007 ' sampai

sckarang «depat dihitung hanya befapa hangunan yang sudah memiliki;Andalalin.

Yakni kurang lebih hanya sekitar 30 perusahaan yang mengurus Andalalin.4!

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sangat itonis’ derigan melihat perkembangan pembangunan-di-Kota Malarg
saat ini yang mana-telah banyak didiriken’ kegiatan dan/ateu usaha yang -wajib
memiliki Andalalin, salah satu contohnya adalah Ruko. (rumah toke) namun tidak
sesuai dergan jumlan’ 1jin° Andaialin‘yang dikeluarkan” oleh Dinas Perhubungan.

Contol’ [lain-iseperti- rike! yang tesebar) & disepanjang’ ¢ jalan ‘Kedawnng, viko
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o

sepanjang sepanjang jalan Sukarne-Hatta jalan ciliwung dan banyak: lagi ditempat

2
£

lain. [nti pokok permasalahan dari dampak di atas adalah tidak adanya kesinergian

antara“dinas-terkait;”dengan -kata ‘Tain’ dinas-dinas-betjalan-sendiri dan' merailiki

pedoman peraturan masing-masing dan juga kekurang tahuan pihal pengembang/

pengusaha. akan pemberlakuan Perda’ Kota, Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang
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Analisis Dampak  Lalu “Lintas. 'Kondist inilah ~yang menyebabkan ‘semakin
maraknya kemacetan terjadi €i mana=mana apalagi padachari-hari libun dapat kita

jumpai terjadinya kemacetan yang sangat parah.

41 Mohamad Adi, http/Iitkum studentjournal iib:ac, id
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3

Namun “~berdasarkan 'penelitian- di’ ' lapangan, tidak'“semua “bangunan/

|

pengembang/pengusaha yang belim i mengurus ijin Andalalin; Pensliti ~dapat
memberikan_contoh melalui. narasumber .. salah satu_karyawan, Pengembang
Apartemen Melati bahwa ‘menurut beliau ada’ mematuhi tata cara ‘mendirikan

sebuali usaha/kegiatan dengan benar yang rencananyacakan -dibangun'/di jdian
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Mayien Panjaitam . kota Malang vang sudah memiliki ijin Andalalin dan; belum
dilakukan pembangunan apartemen_yang bersangkutan.*-
Apatemen- Melati tersebut dari ‘pihak pengembarig sudah mengurus ‘seluruh

ijin baik-dari-Rinas Pekerjaan Umuin (DPU), Badan,Pelayanan, Periiinan Tewpadu

(BP2T), maupun-Dinas. Perhubungan. Menurut narasumber, ijin Andalalin yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

scsual dengan aturan yakni.bahwa sebeluni jin Andalalin-dikeluarkan, harustidak
ada  pembangunan; yang bersifat fisik: Baru,setelah ijinArdalaliny dikeluarkan
pihak pengembang/pengusaha dapat memulai ; pelaksanaan pembangunan
bangunan yang bersangkutan.

Divldalarn tatascara~ pengurusan > Afdlisis)/ Dampalk Eala “Linfas, dwalinya
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pemohon harus niegurns ijin ke Dinas Pekeitaan Umum untuk rencana mendirikan

2
£

suatu bangunan Advice Planning. Setelah mendapat ijin dari DPU, pemochon

mendapatkan' Keferangan-Rericana Kota 'dari DPU atau biasa disebut AP (Advice

Planning). Fungsinya untuk -dapat-mengurus, IMB | ke BP2T; karcna sebenarnya

£

untuk mendapatkan IMB itu sendiri pemohon ‘harus memiliki KRK yang mana
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sudahi ‘diatur-dalam Perda Kota Malang INo. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayakh.

42 Hasil wawancara , karyawan perigembang apartenien Melati Dinoyo pada saat pameran'di Matos
tanggal . 7.Oktober 2017

UNIVERSITA
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Alur- mienguius KRK' ‘cukuplah- mwudah’ 'yakni' pemohon hanya ' nicrigisi

|

formulin permohonan yang sudah: disediakan di| DPU cuntuk: mengisiidentitas
yaug
pemohon beserta syarat-syarat yang diperlukan yaitu;
(1) “Fotocopy surattanah legalisir;

(2) “Fotocopy KTPiegalisir/astinya;
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(3) Surat Kuasa di atas Materai (Bila diknasakan pada.orang lain);
(4) Situasi lokast;
(8) “Gambar Renicana Bangunan.”

Setelah -pemohon; selesai melengkapi persyarétan  di-atas. -Dinas, Pekerjaan

Umum melakukan pengukuran ke lapangan yang dilakukan.  oleh ‘bidang
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pengukuran “yang merupakan orang-orang -teknis-ahli ‘dalam- pengukuran. Jika
rencana varigunan dinyatakan; layak, maka:DPU bidang Pengukuran‘menyerzhkan
berkas penilaian-pada bidang perijinan untuk  dikeluarkannya ijin KRK, lalu
bidang ' rekonstruksi berperan “dalani pengawasan petnbangunan “seita

mengeluarkan cetak-biru antuk diberikanpada pemohon!
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KRK. :inilahvang . dibuat untuk  mendapatkan. ljin, Mendirikan . Bangunan

2
£

(IMB) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Namun dalam KRK tidak

mencantumkdn Analisis Dampak TLalu (Lintas’ sama 'sekalic'Setelah! IMB  Keluar

| REPOSITORY.UB.ACID |

sesuai dengan jenisusaha yang akan dibuka oleh pengembangidengan syarat dasar

adanya UKL - UPL, maka harus mengurus ijin amdal dan ijin Lingkungan

dimana BLH (Badan Lingkurgan Hidup) yang berwenang. Lalu'jika ‘selurah {jin
telah selesai dinrus daw dinyatakan-Sesvai prosedur, maka pengembang/pengusaha

baru mengurus.ijin Andalalin di Dinas Perhubungan
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(@)
N

Dengan“melihat fakta icrsebut diatas-pengurusan perijinannya-juga lumayan

|

rumit/ cnamons ¢emikian; sudah selayvaknvasemua  prosedur; fersebut -harus
dilakukan. oleh karena itu tidak heran kalua banyak pengusaha atau pengembang
tidak mengindahkan ketentuan perda tentang amdalalin: Tetapi kalau = melihat

kondisi yang ada di jalanan marakanyd terjadi kemacetan di- mana-mana’{enfurtya
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sudah _selayaknya .penerapan sanksi .administrasi | harps - dilakukan,. mengingat

keadaan yang terjadi di Maiang sudah dapat dikatakan kemacetan lalu lintas yang

terjedi'sudah sangat mengganggu keuyaman para pengguna jalan:
Sanksi-administrasi ini secara yuridis-sudah diatur dalam pasal-11-Perda Kota

Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas yang berbunyi

15

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

scbagai berikut*?

(1) £Kepada pengembang/pengusaha vang tidek melaksanakan- kewajban-
kewajiban baik secara sebagian atau. seluruhnya_ yang tertuang. dalam
dokumen Adalaiin dapat dicabut “ijinnya dengan segala "akibat
hukumnya.

(2) Kepada-pengeribang/pengusaha-yang tidak mclakukan’ Andalalin“dapat
dicabutijinnyd déngan segata’akibat hukurmnyar

(3) Sebelum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan: 31 (tiga) kali
berturut-turut  yang ;masing-masing- peringatan- berjalan 17 - (tujuh) hari
sejak diterima.”
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Pengenaan sanksi -administrasi “dari. pelanggaran Perda tersebut - secara

)

operasional ‘menjadi wewenang dart -Satpol’ PP. " ‘Wewenang - pengenaan  sanksi

| REPOSITORY.UB.ACID |

administrasi ~yang rdilakukan- oleh>Satpo-~PP- kota |Malang - merupakan - tindakan

represif non vustisial dan merupakan tindakan , eksekusi  terakhir dilakukan
tindakan preventif 'berupa patrol. Satuan Polisi Pamong Praja Kota-Malang-1ebih
mempertahankan untuk lebilh memperbesar dalam sanksi non yustisial terhadap

43 Peida Kota Malang Nao..7 Tahiin 20190 Tentang Analisis Dampak Lalu Jintas
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[@)N
W

para " pelanggarnya,  Karcha™ proscs- pemberian sanksi ' admuinistiasinya “tidak

|

1

memakan; wakiu vang lama; prosesnya tidak numit. Dibandingkan dengan sanksi
yustisi yang memakan waktu lama dan proses yang rumit tapi putusan hakim tidak
seberapa seningga para- pelanggarnya tidak jera dan ‘cenderung. untuk

melakukannya lagil#
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Peraturan Menteri Dalam Negeri. RepublikIndonesia Nomor 54, Tahun 2011
tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi dasar
adanya peringatan teltulis, penghentian/penutupan kegiatan senientara/selamanya,
pembengkaran/pemngosongan seperti yang ada di dalam Perda, Kota-Malang No.

1. Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan juga menjadi dasar dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perda tentang Amdalalin ‘aalam kerangka pencrapan sanksi-administrative. ‘Lebih

-..

lanjut dikatakan dalam wawancara tersebut bahwa pelaksanzan penerapan sanksi
administrative terkait amdalalin dilaksanakan tidak serta merta tetapi mulai. proses
bertahap yaitu pertaima-tama‘dilakukan dengan permberian teguran pertarna, kedua

dan ' Ketiga kepada orang/badan hulkuniyang melanggar, kemudian kalau-tidak
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diindahkan dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar

2
£

orang/badan hokum tersebut secara persuasive. Artinya ketika para pelanggar

D

dipanggil-untuk Tnemenuhi panggilan’ Satpol’ PP maka pelanggar haris segelra

| REPOSITORY.UB.ACID |

mielaksanakan-penggilan -tersebut yang-kemudian untuk: dibuatkén berita-acara

klarifikasi,. setelah selesai proses klarifikasi® langkah berikutnya adalah si

pelanggar ke ristansi terkait untuk menyelesaikannya. Jika si pelanggar tidak ada

itikat baik, maka-tangkah berikutnya-yang sering dilakukan-oleh:Sztpol PP adalah

=)

44 Rerdasarkanhsil wawancara dengan Bapak Supiiyadi bagian penzgakan perda Satpol PP kotz
Malang pada tanzgal 10 Qktober 2017
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(@)
(@)

melakukan penycgelan/ permberhentian kegiatan seirnentara dan apabila pelanggar

|

masihjuga membandsl maka: baru-diterapkan pasal 4111 Perda Keta Malang No:: 7
Tahun 2010 tentang Amdalalin dengan melakukan pencabutan ijin-sesuai dengan
ketentuan tersebut. Namun' dalam prakteknya ketentuan pencabutan ijin tersebut

sampaipenelitiancini dilakukan betuin permah dilakukans {etapi baru '<ampail taraf
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peringatan-peringatan.

Dari keseluruhan proses temuan' dilapangan dan hasil wawancara tersebut
yang ‘dilakukan “oleh peneliti  dapat’‘ditarik analisis® mengenai ' pelaksanaan
penerapan ipasal 11 Perda  Kota ‘Malang: No- /7| Tahun: 2010 tentang, Analisis

Dampak Lalulintas dapat dikatakan tidak etektif dalam penerapannya. Dimana

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dengan’ menggunakan ‘tecrinya Soeryono- Sockanto maka -aaa fima faktor-yang
mempengaruhinya yaitu:

a. _Faktor hukumnya

b.' “Faktor periegak tukumnya

¢ “Faktor sarana dan perasarand
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Faktor masyarakat

3
7%
o

e. Faktor budaya

Faktor Hukumnya

| REPOSITORY.UB.ACID |

Hulkunt -merupakan  sekampuian. norma-yang |berisi -perintah—dan :larangan

bersifat mengikat dan memaksa ‘digunakan . untuk mengatur kehidupan

bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan-serta kenyarnanan yang dibuaat
secara tertulis: maupun  tidak tertulis: Dalam prektek: pelaksanaan hokuwm di
lapangan _tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan, kepastian, kemanfaatan tidak

selalu berjalan selaras, - sedangkan kepastian hukum merupakai suatu prosedur
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|
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| REPOSITORY.UB.ACID |
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(@)}
~

yang'tclah ditentukarn ‘secara’ normative serta’ harus memiliki-kemanfaatan bagi
sermuasorang) dalam-pelaksanaannya-dimana hal tersebut harus «ildkukan secara
proporsional. Dalam ketentuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun-2010 tentang
amdalalin’ tersebut  pengurusan = dokumen arndalalin ternyata “sangat rurmit
sebagaimana tercantuin dalam pasal 4 yang berbunyi'sebagai berikut:

a. .-Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan

b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan engan adanya pengembangan

¢,/ “Rekomendasi dan rencana implementasi peranganan dampek

d. -<Tanggung jawab, Pemda dan pengembang/pengusaha dalam penanganan
dampak rencana pemantauan dan evaluasi

Dari isi-'pasal “tersebut “jelas’ nampak ‘bahwa- betapa ‘rumitnya pengainsan
dokumen-aindaleling belum lagi dalam pengurusan dokumen ini harusmelibatkan
lembaga konsultan yang memiliki-tenaga ahli bersertifikat sebagaimana tertuang
dalampasal’ Perda ‘tersebut. Hal inilah ~yang  menyebabkan banyak  para
pengembang/pengusahial yang tidak. mengiirus idokurnen ‘andalalain Kaveha secara
substansial Perda-ini sulit diterapkan,
Faktor Penegak Hukum

Faktor 'int> berasal’ dart dalam “penegak hukumnya’ sendiri’ yang membentuk
dan \ menerapkan: rhukum . dengen ~kata- lain  adalah ~struktor ‘pelaksananya.
Keberhasilan dalam penegakan ~hukum .adalah mentalitas ataun kepribadian
penegak hukum yang 1dentik dengan perbuatan dan peranan pencgak hukum, jika
suatu peraturan sudah baik tetapi-Kualitas petugas kurang baik; maka tetap saja

>

hukum itu tidak dapat berjalan dengan haik.
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(@)}
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Terkait ‘d@engan penerapan perda ‘amdalaiin ini berdasarkan’ penelitian-yang

|

dilekuken: di-lapangan kualitas dan kuantitaskierja penegak: Hukuni'dalam hal ini

2
adalah_Satpol PP-kota Malang sudah haik dan. sesuai dengan tupcksinya. Hanya
saja karena kewenangan ‘yang menjadi tanggung jawab lemabaga Satpol PF ini

sebagai aparatur negata yang harustmenjaga Keterfibar‘dan menegekakan perda
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sangat banyak dan.penerapan sanksi administrasi amdalalin lymayan, rumit, maka
dapat dimengerti bahwa masalah penerapan -sanksi amdalalin ini tidak -bisa
berjaldn dengan etektif apdlagi dengan jumlahanggota Satpol PP yangorbatas.
Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah mencakup tenaga manusia,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

orgarnisasi yang baik, peralatan yangmemadai, keuangan dan sebagainya. Secara
filosofb keberadaan ;Satpol PP meriupakan-tangan kanan kepala dactaly Sehingga
upava pembangunan  sangat mustahil terlaksana, jika . ketertiban nmum _dan

ketenteraman inasyarakat belum direalisasikan. Satpol’ PP merupakani perangikat

utamd -bagi jalannya\/roda, pemeriritzhar. | Dilihat ' deri Cjoilah Satpe PP Kota
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Malang baru ada,219 personel, baik yang: berstatus pegawai negeri sipil: (PNS)

2
£

maupun Banpol PP. Padahal idealnya jumiah personil adalah 450 orang. Sehingga

dapat' dikatakan Sdtuan ' Pameng Prdje (Satpol PP)- Kota-Malarg, hingga 'saat iai
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masih ~kekurangan - ratusan -, personel, -yang, rbertugas ~menegakkan-, Perda, -di

wilayah.+

Selain jumlah “personel, lanjutnya, “kantor ‘Satpol” PP juga  membuthkan
anggaran-yang cukup besar nntuk mengoptirnalkar kinerja; termasuk dalam upaya

menegakkan Perda. Kebutuhan anggaran itu, digunakan untuk menambah sarana

45 Bérdasarkan hasil wawancara dengan petigas satpol PP-kota Malang tanggal 9-Olcober, 2017
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dan ' prasarana, pembangunan gedung-sccara ‘bertahap ‘serta menambali jumiah

personel.cdigunakan-untuk  gaji serfa untuk biaya seragem dam opérasional;:serta
penambahan mobil operasional.
Faktor Masyarakat

1

Faktor 'keenipat: berasal-dari -masyarakal | yaitu' lingkungan- di> mana | aturan
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tersebut diberlakukan yang pada akhirnya digunakan. untuk mencapai kedamaian
di dalam masyarakat.. Setiap manusia atau kelompok. manusia tentunya

mempunyai ‘kesadaran’ hukum, persocalan yang dmbul~adalah>taref kepatuhan

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

hokum-baik kepatuhan,yang-tinggi; kepatuhan yang sedang: atau: kepatuhan yang

kurang.

Adanya“derajat- kepatuhan hokum “masyaraki-terahadap hiokuin “meriipakan
salah satw indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan: Perilaku masyarakat
yang kurang mengetahui perannya-terhadap penegakan hukum, tidak mendukung,
dan bersikap dpatis serta menganggap tugas’ pericgakan hukum adalah trusan

petugas 'pencgak “hukuin~ Hal semacam SniCjuga. terjadi pada ‘masyarakat: Kota

<
<
=
<
e
o0

UNIVERSITAS

Malang,. kebanyakan, masyarakat: belum mempunyai. kesadarah dan kepatuhan
hukum. Hal ini_dapat dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran bangunan-

bangunan-yang tidak'memiliki dokumen amdalalin’dengarn ‘alasan klasik bahwa

| REPOSITORY.UB.ACID |

mereka tidak- mengetahui perda tentang Amdalalin teérsebnt:

Faktor Kebudavaan

Kebudayaan-adalah scbagai hasii Karya, cipta‘dan rasa-yang didasarkan pada
karsa menusia-dalam pergaulen hidip: Dalahn kehidupan:-sehari-hari kebudayaaan
mempunyai fungsiyang  sangat besar bagi manusia, dan, masyarakat untuk

mengatur agar manusia dapat mengerti bagatimana seharusnya bertindak, berbuat,
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dan 'menentukan sikapnya kaia mercka berhubungan dengan ‘orang iain. Dengan

|

demikianckebudayaan adalah suatu garis pokok teritang peritakiy vahg menctapkan
peraturan mengenaj apa yang harus-dilakukan dana pa yang harus dilarang.
Fakta yang terjadi terhadap penerapan sanksi terkait dengan amdalalin ‘ini

jelag Nampak ‘masyarakat' kota malang (stidah [terbiasa melakukan kegidtanyeng
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melanggar; hal ini terlihat dari banyaknya. para pengembang/pengusaha.yang
melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki dokumen amdalalin,

D. 'Hambataw penerapan sanksi ‘dalam  penanganan’ pelanggaran’ analisis
dampalk lala lintas

Hambatan disini ~adalah segala sesuatu, yang dapat mengakibatkan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pelaksanaarn “dari-suatu'kegiatan menjadi tidak maksimal: Harbatan tersebut bisa
terjadio baik: dalem prosedural ‘mhaupur linstansi vang <bersangkutan: Seiak
diberlakukannya Perda Kota Maleng No. 7 tahun,;2010 tentang Anelisis. Dampak
Lalu " lintas “banyaK masyarakat ‘maupun pengembang/pengusaha yang inasith

belumcmengétahui bahwal ‘dda Perda 1ersebat Murclilnya-Peida [idi-scbetilnya
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merupakan .semata-mata wujud dari. bentuk penegakan hukum bagi masyarakat

2
£

terlebih bagi pengembang/pengusaha yang ingin mendirikan suatu bangunan yang

dapat taenimbullkan bangkitan lalu intas yang berdampal padakemacetan.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Kondisi-di Malang saat ini seting terjadi kemacetan di mana-mana, selain itu

S >

semakin bertambahnya jenis-jenis. usaha yang dibuka oleh, para pengembang/

pengusaha “yang - menbuat ‘semakin -semrawuinya keadaan“ lalu’ lintas,” juga
menjamuinya bangunan-bangunan-yang digunakan sebagai-tempat usaha baik itu
bangunan. yang baru, ataupun bangunan -bangunan_ yang. direhabilitasi. Namun

penerapan sanksi adrministratif beluni dapat dilaksanakan aengan baik hal ‘ini
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disebabkan karena ‘beberapa faktor, yaitu faktor-inteinal -dan faktor ekstermal.

| REPOSITORY.UB.ACID |

|

Faktor internal yang menjadi- penghambat penerapan pasal £l Perda: Kota Malang
No, 7 Tahun 2016, tentang amdalalin adalah sebagai berikut:
(1) Dari sist substansi Perda' tentang arndalalin i belum ada peratutan

secara “tehnis! operasional” yang ' sehdarusnya diatur! ‘daiam! peratiran
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Walikota. . Karena, dalani; pasal .11 perda tersebut ;tidak-membedakan
pengenaan sanksi oleh pengembang/pengusaha antara bangunan lama
dan “bangunar<'yang batu.didirikan ‘sedangkangkan ~dampalk’ dari
bangurian ~tersbut -sama-sama, -beresiko |menimbulkan [dampak . pada

kemacetan lalulintas. Sebagai contoh deretan ruko yang terdapat di jalan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kedawung yang semuanya bangunan ruke adalah merupakan rehabilitasi
dari rumal hunian yang tanpacadal ijin amdalalin tetapi-ketika bangunan
tersebut, berubah menjadi.ruko maka bangunan tersebut wajib memiliki
arndalaiin:

aala

>

(2) “Demikian-juga dengan kiausub pencabutan! ijin terdebut dengarn | 52
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akibat thukumnya. . Padahal . akibat - hokum. . dengan _pencabutan . iiin

2
£

tersebut tentunya berdampak pada ‘mobilitas perckonomian -daerah

sementara-keberadaan rukol yang ‘berhasil' juga “banyak “menyunibang
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APRD“yang  diperoleh ‘dengan- pembayaran, pajak.,Hal: ini tentunya

merupakan keadaan yang delematis antara penerapan sanksi atau. berjasa

dalam ‘meningkatkan pendapatan ‘daeran. Keadaan ini tentunya harus
disikapiidengan-bijak.
(3) Kordinasi antar. instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi

yang saling bersinergi dan masih terkesat berjalan sendiri-sendiri.




72

| REPOSITORY.UB.ACID |

(4) Rumitriya“-alur “pengurusan ijin-ijin 'yang berkaitan“~dengan’ amdalalin

|

1

dimana- harus ~menyertakamn pihak ketiga\ sebagab <konsultan ~yang
bersertifikat, keadaan initentunya juga memberatkan para;pengembang/
pengusaha ‘apalagi’ jumlah~konsultan “yang “bersertifikat ~ jumlaknya

sengat ierbatas dan-membutuhkan bidya yang miahall
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Faktor eksternal yang menjadi penighambat dalam penerapan pasal:i1 Perda Kota
Malang No. 7 tahun 2010 tentang Amdalalin-terkait dengan penerapan- sanksi
administrative acalag sebagaiberikut:

(1) Kuranghya kesadaran dari. masyarakat kota Malang: khususnya, para

pengembang/pengusaha .atas perbuatan, yang mereka lakukan dengan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

melakukan pelariggaran hukum amdalalin

2y Kurangnya sosialisasi Perda)veng bersangkutan ~pada ; masyarakat
maupun, pada pengembang/pengusaha. Hal ini disebabkan tidak adanya
camipur tangan Pemda kota untuk melaksanakan aturan’ yang ditetapkan

tam = Perda “Jiersebutis [Seérte Ominimnya ! @saha tuntuk detih

oL
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mensosialisasikan, Perda tersebut; padahal banyak. sarana wyang tersedia

2
£

sebagai proses sosialisasi.

(3) “Kurangnya 'partisipasi masyatakat'akan pentingnya-amdalalin’ 'dengan

tidak membikan informesi.aten melaporkan/ mengadu kevada Setpol PP

kota Malang mengenai adanya pelanggaran amdalalin.
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E. 'Solusi yang dilakukan “'dalam penerapan sanksi~ pelanggaran analisis
dampak lakualintas
Dokumen Amdalalin. terhadap, suatu. bangunan. memang terbukti memiliki

andil” yang besar dalam “penataan bangunan yang dapat mencegah kemacetan
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lalulintas.” Akan tetapi dengan kondisi' kota Malang yang semakin hari ‘semakin

|
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¥

bertamabah junilah usaha kegiatan-yang dapat menarik suatu aktifitds banyak dan
berakibat pada kemacetan menjadi. hal yang tidak penting bagi. pengusaha/
pengembang, mereka hanya menginginkan bagaimana usaha dan kegiatan mercka

sezera dapat-berjatan.
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Dari hasil pengamatan dilapangan dapat diketahui bahwa, setiap, instansi yang
terkait dalam ijin mendirikan suatu kegiatan/usaha bekerja secara individu-dan
tidek'ada 'saling “berkornunikasi. Inilah''yang menyebabkan tidak 'sedikit' para
pengemnang/pengusaha; vang; sudah-memiliki-ijin mendirikan, bangunan namun

tidak memiliki ijin amdalalin demikian juga sebaliknya. Dengan ketidak sinergian

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

antar’ ‘instansi- inilah" ‘yang “menjadi -faktor- minimnya- 'kepemilikan "dokuirien
Amdalalin yang dikelnarkan berbeda jauls dengan kondisi peimbangunan sast ini.
Untuk meminimalisir hambatan tersebut maka perlu dilakukan hel-hal sebagai
berikut:

a.“Solusi Hambatan Iniernal
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(1) Dibutuhkan: - pengaturan, . penerapan | sanksi. .terthadap: pelanggaran

2
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Amdalalin yang terperinci dan bersifat operasioanal dan jeias

terhadap' ‘pelanggaraniyayang’ disesuatkan ' 'dengan <jenis-jenis

| REPOSITORY.UB.ACID |

bangunannya; sechingga  terdapat- perbedaan pencrapannya. . Dan hal

tak kalah “pentingnya ‘supaya penerapan sanksi  tersebut bisa

operasional maka diperfukan penambahan’ personil dalam penangan
pencgakan Perda, sekaligus) teisediarya ) anggaranyang cukupiyang

dipergunakan untuk menunjang kinerja,Satpol PP
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(2) Jalinan~ kordinasi yang -kuat “anfar -instansi- yang “terkait ‘selaiu

|

dilakukan | mengingat: prosedur  perolehan perijinan  melalui
mekenisme yang melibatkan antar  instansi. yang diharapkan
pengurusan ijin amdalalin dapat dipermudah.

(3) AHarus ada/sikap-iegas-dari Satpol PP untiik menindak para pelanggar
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amcalalin ;dengan berpedoman . pada. ketentuan. atau. peraturan
perUUan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pelanggarnya.
b. ' “Sotusi Hambatar Eksternai
(1) Diperlukan campur téngan Remda unfuk,ikut serta mensosialisasikan

pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Amdalalin

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kepada-masyarakat luas-bahwa setiap-pelanggarari amdalalin ‘dikenai
sanksi vang tegas, harapannya;adalal sppaya’ tercipta; kesadaran
hokum masyarakat akan pentingnya dokumen amdalalin.

(2) Dibutunkan “keberanian ~dain “partisipasi’ dari imdsyarakat. ‘untuk

melaporken kepada Pemda dpebila/disekitar tempat tinggainya dtau
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tempat. lain: yang terdapat indikasi pelanggaran:amdalalin, Dimana

2
£

pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat.
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PENUTUP

A. . Kesimpulan
Berdasarkan uraian dar pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat

diperoleh Kesimpulan'sebagai berikut:
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1. . .Penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Perda Kota-Malang No., 7
Tahun 2010 -“tentang Analisis. Dampak  Lalulintas beilum- dapat
dilaksanalan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi
dalam “pembetian ~ijin ~amdalalin- dimana \ harusnya. ijin- amdalalin

o

diperlukan oleh pengembang/pengusaha adalah sebagai. syarat untuk
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memperolehi ¥ ijin mendirikan- bangunan tetapi faktanya  T™MB “dapat
diperoleh ~tanpa; adanya <ijiny ;amdalalin, | Dancfakta yvang dain bahwa
pembangunan  dilaksanakan setelah IMB._ terbit. tapi. faktanya
pembvangunan dilakukan sambal menunggu [MB. Inilah terbukt bahwa

antar instansi kirang adanya kKordinasi/ Disisi/lait-jumiah personil yang
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ada diSatpol; PP, terbatas sedang:kewenangan yang menjadi. tanggung

2
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Jjawabnya sangat banyak yang bukan hanya menegakkan Perda saja

sehingga pengawasan dan“penindakan’ terhaddp 'pelanggaran’ amdalalin
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tidak-optimal,

2. Hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal 11.Perda Kota Maiang

No. 7 ‘Tahuri 2010 tentang Ammdalalin ‘ini secara internal “dan secara
eksternal: Secara Internal-dari sisi substansi Perdastentang amdalalin ini
belum ada. peraturan secara. tehnis operasional yang seharusnya diatur

dalam peraturan Walikota. Karena dalani pasal 11 perda tersebut tidak
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membedakan ' pengenaan” sanksi' ‘oleh pengembang/pengusaha’ antara

|

bangunanlama:;'dan bangunan; yang baru didirikan; sedangkangkan
dampak, dari; bangunan- tershut. sama-sama beresiko ~menimbulkan
dampak pada kemacetan lalulintas.

Sedangkan hambatanyang bersifat_eksterndl adalal kordinasi entar instansi
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terkaitpun masih-lemah: belum ada komunikasi yang. saling bersingrgi dan masih
terkesan berjalan_ sendiri-sendiri, serta rumitnya alur pengurusan ijin-ijin yang
berkaitan- dengan’ ‘amdalalin- dimana Hatus “menyertakan “pihakc ketiga' 'sebagai
konsultan. iyang “bersertifikat, keadaan- ini tentunya: juga imeniberatken para

pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya
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sangat terbatas'dan membutalikan biaya ‘yang-mahal.
B. Savan

Berdasarkan-kesimpnlan. diatas penulis. memberikan beberapa saran yang
ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai berikut:

L reDibatuhkan' keberanian ©dan & partisipasi Vdari | masyarakat! dintik
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melaporkan kepada Pemda. apabila. disekitar, tempat . tinggalnya, .atau

2
£

tempat_lain yang terdapat indikasi ‘pelanggaran. amdalalin. Dimana

pelapormya mendapatkan perlindungdn hukum darr Penidasetempat.
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2. -Perlu dilakukan, perubahan terhadap Perda kota-Malanz No. 7 -tahin

2010 tentang.Analisis Dampak. Lalulintas terkait penerapan..sanksi

sebaiknya“iebih kongkrit ‘dan terperinci di dalam perigenaan sanksinya
mengingat vobyek: sankst: radminigtrasil y dalam: amdalaling beybeda

berdasarkan jenis bangunannya.
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3. “Di~butunkan’ pehambahan personil pada’ Satuan-Polisi ‘Pamong~Praja

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Kota; Malang :sebagai -tangan- kanan | Pemda; délam melaksanakan

fungsinya khususnya dalam rangka penegakan Perda.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

| REPOSITORY.UB.ACID |

<
<
=
<
e
o0

UNIVERSITAS

| REPOSITORY.UB.ACID |




| REPOSITORY.UB.ACID |

DAFTAR PUSTAKA

|

Undang-Undang Republik Indonesia’ Nomor 22 Tahun 2609 Tentang Laiu
Lintas'daniAnghkutan Jalan

Undang-Undang. . Republik Indonesia. Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Pemerintahan Daerah
Perattran Pemerintall Republik Indonesia Nomor 32 - Tahun 2611 Tentaug

Menejemen-dan-Rekayasa-Analisis Dampak-Serta Menejemen Kebutuhan Lalu

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Lintas

Peraturan -Menteri Dalam Negeri-Republik- Indonesia~Nomor 6 Tahun

2019 Tentang Polisi Pamong Praia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republiik Indonesia Nomor 54 Tahun
2017 Tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Perateran ‘Daerah/ Kota Malang ) Nemor 7 Tahuw: 2016 Tentang /Analisis

Dampalk:Lalu/l.intas

<
<
=
<
e
e

UNIVERSITAS

Adrian Sutedi, Hukum' Perizinan Dalam seKktor Pelayanan Pubiik, Sinar

2
£

Gratika: Jakarta, 2011.

Burhan Ashshofa, Metode Peneclitian Hukum, Rineka Cipta; Jakarta, 2004,

| REPOSITORY.UB.ACID |

E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia. Ichtiar: Jakarta, 1957.

Kansil; ' €5T “dan ' Christine., 'Pemerintahan ‘Daerah ~di-'Indonesia, “Sinar

Grafika, Jakarta; 2008,
N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, disunting

oleh Philipus M. Hadjon. Yundika: Surabaya, 1993.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




79

REPOSITORY.UB.ACID |

Phiiipus “M: Hagjon “ct.ai., Pengantar -Hukum Administrasi “indonesia,

|

Yogvakarta: Gadiah Mada University Press; 11998.
Ridwan, H. R;;; Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo: Jakarta, 2006.
Siswarnto “Sunarno, Hukuin Pemeérintahan Daerah, Sinar Grafika |, Jakarta,

200!

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Sjachran, Basah.. Pencabutan Izin Salah Satu;Sanksi Hukum Administrasi,
Makalah pada Penataran Hukum ‘Administrasi, dan lingkungan di Fakultas
Hulkctim: Unair- Surabayd, 1995.

Seerjono Seeckanto, Pengantar Penelitian Hukum, UL PRESS: Jakarta. 1986.

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty: Yogyakarta,1984.

<
<
=
<
e
e

UNIVERSITAS

2
£

| REPOSITORY.UB.ACID |

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




	Cover.pdf (p.1)
	BAGIAN DEPAN.pdf (p.2-34)
	Cover.pdf
	Persetujuan Judul.pdf
	Original Repot (Print Halaman Pertama Saja).pdf
	Abstrak.pdf
	Daftar Isi.pdf
	Kata Pengantar.pdf

	Daftar Isi.pdf (p.35-36)
	Abstrak.pdf (p.37-38)
	Bab 1-5 + Daftar Pustaka.pdf (p.39-118)
	BAB I.pdf (p.119-131)
	BAB II.pdf (p.132-161)
	BAB III.pdf (p.162-166)
	BAB IV.pdf (p.167-192)
	BAB V.pdf (p.193-195)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.196-197)

